
D
E

N
N

Y
 J

.A1



D
E

N
N

Y
 J

.A

2

Denny J.A.

JALAN PANJANG REFORMASI

Opini Suara Pembaruan

Editor : Fransiskus Surdiasis 

Buku ini dalam bentuk cetakan telah diterbitkan pada 
Agustus 2006 dengan ISBN 979-416-880-7

Penerbit
LkiS Yogyakarta
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Tlp. (0274) 387194/ 7472110
Faks. (0274) 417762



D
E

N
N

Y
 J

.A3

Untuk Tiga Matahari:
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku



D
E

N
N

Y
 J

.A

4

Daftar Isi

Kata Pengantar•	 IX

BAGIAN PERTAMA
ARAH REFORMASI SETELAH BABAK PERTAMA

Babak Pertama Reformasi•15

Paham Kebangsaan Pemerintahan Baru•20

Meningkatkan Kinerja Parlemen•28

Bangkitnya Politik Primordial•34

Memburu Hantu Komunisme•41

Memperkuat Paham Kebangsaan•48

Utusan Golongan dan•55

Tanggung Jawab PDI-P•55

Poso, Idul Fitri dan Natal•63

Bom Bali : The Event of the Year 2002•71

Lemahnya Komunikasi Politik•79

Gerakan Mahasiswa di Simpang Jalan?•86

Gerakan Anti Megawati•94

Soal Pasal Kudeta Itu•103

Rhoma Irama Versus Inul•112

Wacana Mahkamah Konstitusi•119



D
E

N
N

Y
 J

.A5

Setelah Bom Marriot Meledak•127

Setelah Hambali Ditangkap•134

Membelah Politik Papua•141

Seputar Reformasi Politik Tentara•149

PKI, Militer, GAM, dan Nonpri•157

BAGIAN KEDUA
POLITIK MENJELANG PEMILU LEGISLATIF

Komplikasi Pemilihan Presiden•166

Calon Presiden Golkar?•173

Kuburan Kecil Partai•180

Satu Gus Dur, Dua PKB•188

Pemerintahan Tiga Partai•195

Kompromi Menjaring Presiden•202

Kebutuhan Koalisi Partai•210

Godaan Terakhir   Nurcholis Madjid•217

Ribut-Ribut di PDI-P•224

Konvensi Golkar Sebagai Strategi•231

Koalisi Menghadang Megawati?•238

Heboh Tutut Sebagai Capres•246

Soekarnoputri vs “Soehartoputri?”•254

Dua Momen Pemilu di 2004•262



D
E

N
N

Y
 J

.A

6

Akbar Tandjung Pascakasasi•270

Balada Surya Palohvs Akbar Tandjung•278

BAGIAN KETIGA
POLITIK SETELAHPEMILU LEGISLATIF

Siapa Mencuri Start Kampanye?•287

Mesin Politik Versus Citra Capres•294

Kampanye Negatif Calon Presiden•301

Tuduhan Polri Memihak Megawati?•308

Golkar Mendukung Siapa?•314

Proklamasi di Era Transisi Demokrasi•320

Golkar Versus Koalisi Kebangsaan?•326

Cak Nur Melemah, Gagasannya Menguat•332

BAGIAN KEEMPAT
POLITIK SETELAH PEMILU PRESIDEN

Politik Setelah Pemilu Presiden•339

Sentuhan Terakhir Megawati Soekarnoputri•345

Selamat Datang Kabinet Baru•352

Setelah Kabinet Diumumkan•358

Politik Elite yang Mengkhawatirkan•363

Akbar, Wiranto atau Surya Paloh?•369

Pertaruhan Gus Dur di NU•376



D
E

N
N

Y
 J

.A7

Godaan Politik Nahdlatul Ulama•382

Berebut Ketua Umum Golkar•388

Kemenangan Jusuf Kalla di Golkar•394

BAGIAN KELIMA

TAHUN PERTAMA SBY-KALLA

Akankah Aceh Mengubah Indonesia?•401

PPP, Riwayatmu Kini•407

Kompensasi bagi Penduduk Miskin?•414

Megawati Versus Yudhoyono Jilid Dua?•	421

Ditangkapnya Mulyana W. Kusumah•428

Dimulainya Konsolidasi Politik Presiden•434

Dimulainya Perang Melawan Korupsi?•441

Drama Panjang di KPU•447

Dua Partai Kebangkitan Bangsa•452

Pemerintah dalam Kontroversi Fatwa MUI•464

Tambahan Menteri untuk Golkar?•470

Tes Bagi Duet Yudhoyono-Kalla?•476

Politik Setelah BBM Naik•482

Semoga Negeri Ini Selamat!!!•488



D
E

N
N

Y
 J

.A

8

BAGIAN KEENAM
DUNIA SETELAH PERANG IRAK

Fondasi Politik AS•495

Proyek Politik Afghanistan dan “Setan Besar”•501

Amerika Serikat Versus Irak?•509

Dunia setelah Perang Irak•518

“Perang Irak”di Menko Polkam•526

Terorisme di Pundak Amerika Serikat•535

Mengusir Yasser Arafat?•544

Jatuhnya Kepemimpinan Amerika Serikat•552

Tertangkapnya Saddam Hussein•560



D
E

N
N

Y
 J

.AIX

Kata Pengantar

Jalan Tiada Ujung. Ungkapan pendek ini dapat kita 
pakai untuk menggambarkan periode transisi politik 
Indonesia pasca jatuhnya Soeharto. Berawal di tahun 
1998, hingga kini proyek besar reformasi itu belum 
dapat dipandang selesai. Sebagian pengamat politik 
bahkan menyebut  Indonesia tengah mengalami transisi 
yang permanen. Sebuah fase yang  bersifat contradiction 
in terminis, namun menggambarkan secara pas paradox 
transisi Indonesia yang jalan ditempat.

Pernyataan seperti ini tentu tidak dimaksudkan 
untuk menafikan sejumlah pencapaian politik selama 
ini. Ada sejumlah pencapaian yang boleh dibilang 
merupakan balok penting bagi dinding demokrasi 
Indonesia. Amandemen konstitusi yang kemudian 
melahirkan pemilihan presiden secara langsung, 
merupakan inovasi politik penting era reformasi.
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Pernyataan seperti ini leih dimaksudkan untuk 
menggambarkan bahwa meski sebagian balok telah 
diletakkan pada tempatnya, keseluruhan kerangka 
banguna belum dapat dipandang selesai. Kerja masih 
didepan mata.

Dibidang ekonomi misalnya, reformasi dalam kurun 
satu minggu ini belum mampu  menghadirkan sebuah 
ruang ekonomiyang memungkinkan segala potensi 
berkembang secara optimal dan bersinergi satu sama 
lain. Yang terjadi malah sebaliknya, potensi ekonomi 
masyarakat terhimpit oleh beban kehidupan yang 
semakin meningkat. Indonesia seperti terjebak dalam 
labirin krisis yang berlapis-lapis.

Di bidang politik penataan kehidupan berbangsa 
belum menghasilkan sebuah konstruksi politik 
demokratis yang kokoh yang tidak hanya ditopang oleh 
kelembagaan politik yang demokratis,tetapi juga oleh 
sebuah public spirit yang demokratis.

Seperti diutarakan oleh ilmuwan politik,demokrasi 
bukan sekedar perkara hadirnya lembaga-lembaga 
politik,tetapi perkara yang lebih filosofis: way of life, 
dengan sederet values yang menopang prinsip-prinsip 
demokratis,seperti toleransi, komitmen, pada aturan 
main bersama, kebebasan, kesamaan,dan sikap respek 
sau sama lain, kesedian untuk menerima perbedaan 
baik berkenan dengan pilihan politik,maupun perkara-
perkara sosial lainnya seperti keyakinan serta perbedaan 
politik.
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Di tingkat kelembagaan politik, urusan tidak sekedar 
membentuk ornament politik layaknya sebuah sebuah 
Negara demokrasi. Perhatian harus juga diberikan pada 
pelembagaan politik,dimana semua lembaga ini bekerja 
dalam sebuah prosedur yang jelas merujuk pada aturan 
main bersama yang disepakati. Komitmen pada prosedur 
merupakan persyaratan penting bagi optimalnya fungsi 
berbagai lembaga politik yang sudah dihasilkan.

Pengalaman di era Gus Dur hingga Susilo Bambang 
Yudhoyono memberi kita pelajaran tentang pentingnya 
pelembagaan poilitik. Dengan pelembagaan politik 
misalnya kita tidak lagi tertarik untuk menjatuhkan 
seorang presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Komplikasi aneka persoalan inilah yang kita saksikan 
diera Gus Dur yang kemudian terpaksa berhenti ditengah 
jalan. Ketika Megawati menggantikan pososo Gus Dur, 
sejumlah kalangan tetap berikhtiar untuk mengganti 
kepemimpinan nasional dengan sebuah presidium. 
Belum setahun SBY menjadi presiden, sejumlah suara 
mulai muncul mempersoalkan kemampuannya. Bahkan 
dijalan-jalan saat demokrasi, teriakan agar presiden 
pertama yang dipilih secara langsung itu segera mundur, 
ramai terdengar. 

Transisi reformasi Indonesia setidaknya menghadapi 
tiga medan persoalan pertama. Pertama berkaitan 
dengan arah reformasi itu sendiri. Kedua, berkaitan 
dengan sejumlah tantangan langsung seperti konflik, 
politik kekerasan maupun tindakan terror. Ketiga, 
berkaitan dengan momentum. Pemilu 2004 dimana 
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tiga pemilu diselenggarakan dalam setahun memberi 
dinamika tersendiri bagi jalannya reformasi Indonesia. 

Tiga ruang persoalan utama itulah yang menjadi focus 
perhatian aneka artikel Denny J.A, penulis buku ini yang 
diterbitkan di harian Sore Suara Pembaruan. Penulis 
merekam, merefleksikan dan membagi perspektif atas 
aneka isu dan peristiwa politik semenjak naiknya 
Megawati sebagai presiden menggantikan Gus Dur, 
hingga tahun pertama pasangan SBY-Kalla.

Dalam periode empat tahun itu, muncul setidaknya 
105 artikel yang sebagian besarnya disertakan dalam 
buku yang kini tengah anda pegang. Mencatat peristiwa 
selama itu, buku ini layak disebut sebagai satu 
dokumentasi isu dan peristiwa politik penting yang 
member warna dan bentuk pada reformasi Indonesia. 
Karena itulah buku ini diberi judul : Jalan Panjang 
Reformasi.

Artikel-artikel dalam buku ini sebagian besar dipilah 
sebagai kronologis dengan merujuk pada beberpa 
periode penting.

Bagian Pertama : Arah reformasi setelah babak 
pertama adalah tempat bagi aneka artikel yang 
mendiskusikan reformasi pada berbagai bentuk dan 
wujudnya pada era pemerintaha Megawati.

Bagian Kedua : Politik menjelang pemilu mengurai 
t politik terutama di tahun 2003 dan awal 2004 yang 
berkaitan dengan pemilu. Bagian ini mencatat misalnya 
inovasi Konvensi Partai Golkar.
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Bagian Ketiga : Politik setelah pemilu Legslatif 
merupakan potret dinamika politik setelah babak 
pertama pemilu legislative dan persiapan menuju 
pemilu presiden.

Bagian Keempat : Politik Setelah Pemilu Presiden , 
merupakan tempat bagi artikel-artikel yang menyoroti 
periode transisi SBY-Kalla setelah dilantik pada 
Oktober 2004.

Bagian Kelima : Tahun pertama SBY-JK, merupakan 
tempat bagi artikel-artikel yang merekam jejak politik di 
tahun pertama SBY, terutama setelah 100 hari pertama. 
Bagian Keenam : Dunia setelah Perang Irak merupakan 
tempat bagi artikel-artikel yang menggambarkan 
langkah AS setelah tragedy 11 September 2001, 
terutama berkaitan dengan perang Irak dengan seluruh 
resonansinya.

Jalan panjang reformasi. Mengandaikan kerja masih 
ada didepan mata. Semoga buku ini membantu Anda yang 
tengah membacanya menemukan cara mempersingkat 
jalannya transisi politik kita ke arah politik demokratis 
yang sesungguhnya.

Akhirnya Selamat Membaca !!!

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis                                                                                                                                            
Editor  
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BAGIAN PERTAMA
ARAH REFORMASI SETELAH 

BABAK PERTAMA
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Babak Pertama Reformasi

Dalam pengalaman transisi ke demokrasi dinegara 
lain, dibutuhkan waktu yang panjang untuk sampai 
kepada demokrasi yang stabil. Ibarat drama, transisi ke 
demokrasi itu menbutuhkan sejumlah babak. Spanyol 
membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Sementara di 
Turki, reformasi sudah berusia 40 tahun namun belum 
juga mencapai demorasi yang terkonsolidasi. Kita 
belum tahu kasus Indonesia. Namun setidaknya babak 
pertama demokrasi akan segera ditutup dengan Sidang 
Istimewa MPR tahun ini, dan segera dimulai dengan 
babak kedua.

Bagaimana dengan kondisi babak pertama reformasi 
di Tanah Air? Hikamah apa yang dapat dipetik untuk 
babak kedua? Gonjang-ganjing mendominasi babak 
pertama. Konflik presiden versus parlemen menghangat. 
Ekonomi terus terpuruk. Bayangan disintegrasi terus 
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menghantui. Kriminalitas menjamur. Apa yang salah 
dengan babak pertama reformasi? Tanpa memahami 
kesalahan itu, babak kedua reformasi mengalami 
kegagalan yang sama.

***

Tentu banyak variable penyebab. Satu dari variable 
itu adalah tidak dijalankannya paket reformasi secara 
komplet. Jika reformasi yang sukses membutuhkan 
dua paket, yang kita laksanakan di Tanah Air hanya 
satu paket, dan mengabaikan paket yang lainnya. Yang 
diambil adalah paket kebebasan politik, tetapi paket 
kelembagaan politik kurang diperhatikan.

Sejak jatuhnya Soeharto, paket pertama (kebebasan 
politik) di Tanah Air meletup secara luar biasa. Pers 
sedemikian garangnya, dengan bebas membongkar aib 
presiden yang sedang berdaulat. Setiap warga negara 
bebas mendirikan partai politik. Berbagai LSM bebas 
membongkar aneka korupsi dan pelanggaran hak asasi, 
baik yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya 
ataupun pemerintahan sekarang.

Tiga kriteria demokrasi : partisipasi politik, 
kompetisi politik, dan civil liberties terjadi di Tanah 
Air. Warga Negara dengan aneka organisasi terbuka 
untuk berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik.
pimpinan masyarakat dengan aneka partai terbuka 
untuk bertarung memperebutkan jabatan public melalui 
pemilu. Hak politik warga Negara dijamin. Semuanya 
dimungkinkan kaena adanya paket kebebasan politik.
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Namun, paket kebebasan politik semata tidak 
mencukupi. Tanpa pengamanan, paket ini justru dapat 
berbahaya. Kebebasan dapat dengan mudah tergelincir 
menjadi penindasan mayoritas terhadap minoritas. 
Tanpa pengamanan, aneka kelompok kepentingan 
dapat dengan bebas saling melukai. Yang kemudian 
tercipta, kebebasan justru menunjang eskalasi konflik 
dan kekerasan.

Pengamanan atas paket pertama reformasi ada pada 
paket kedua,yaitu pelembagaan politik. Yang dimaksud 
dengan pelembagan politik adalah kondisi dimana 
prosedur dan aturan main politik nasional benar-benar 
menjadi tradisi dan pedoman yang ditaati. Tujuannya 
agar kebebasan yang ada tidak menjadi negatif dan 
melemahkan pemerintah.

Pelembagaan politik di Negara demokrasi baru 
dimulai dengan membuat aturan politik baru. Aturan 
main politik itu dipastikan mampu menciptakan 
pemerintahan yang demokratis dan stabil. Lalu aturan 
itu di sosialisasikan, dikomunikasikan, ditaati, sehingga 
ia menjadi rutin dan mengakar.

Karena absennya paket kedua, Presiden Gus Dur 
menciptakan pemerintahan yang stabil. Lembaga 
presiden berada dalam konflik yang berlarut-larut, 
baik dengan parlemen, ataupun dengan lembaga wakil 
presiden. Pembagian wewenang dengan wapres tidak 
di taati. Hak dan kewajiban parlemen untuk mengawasi 
tidak di hormati. Konsensus membentuk pemerintahan 
bersama dengan parpol lain yang berjasa memilih Gus 
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Dur di khianati. Akhirnya mayoritas parlemen ber 
oposisi terhadap presiden. Situasi itu membuat presiden 
terisolasi,menjadi a lonely boy.

***

Menjadi pertanyaan,mengapa dalam babak pertama 
reformasi,paket kedua itu (pelembagaan politik) 
kurang diperhatikan? Mengapa Gus Dur mengabaikan 
pelembagaan politik? Salah satu penyebabnya adalah 
pemerintahan reformasi babak pertama itu tidak 
disiapkan secara matang. Diurut dari asal-usul 
terpilihnya Gus Dur sebagai presiden, snagat jelas 
bahwa presiden Gus Dur adalah kecelakaan sejarah. 
Ditengah bayangan konflik missal antara pendukung 
Habibie dan Megawati,Gus Dur dimajukan sebagai 
solusi.

Tidak banyak yang menyangka Gus Dur bakal terpilih 
sebagai presiden.bahakan partainya sendiri,PKB,sejak 
jauh hari mencalonkan megawati.PKB berubah hanya 
pada menit terakhir. Pihak Gus Dur memang tidak 
menyiapkan secara matang scenario politik jika Gus 
Dur menjadi presiden. Apa yang akan dilakukan gus Dur 
di seratus hari pertama? Bagaimana warna kebijakan 
ekonominya? Bagaimana membuat desain politik 
yang baru? Bagaimana strateginya untuk membentuk 
pemerintahan yang stabil? Hal itu tak pernah dirancang 
oleh tim gus Dur sejak awal.

Yang terjadi kemudian,seluruh waktu dan energy 
Gus Dur dan timnya sudah disibukan  dengan kerja 
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pemerintahan sehari-hari aneka persoalan day to day 
politik minta penyelesaian segera. kerja yang lebih 
strategis,seperti menyusun pelembagaan politik, seperti 
membuat plat form bersama agar tercipta pemerintahan 
baru yang stabil, terabaikan. Politik merosot nilainya 
dari membangun system menjadi menebar intrik.

Kebebasan politik yang ada segera menjadi alat pihak 
lawan untuk menyerang Gus Dur. Atau sebaliknya, 
oleh pihak Gus Dur, kebebasan itu digunakan untuk 
bertahan dan menyerang kembali lawannya. Paket 
kedua, pelembagaan politik, terlupakan. Ini salah 
satu hikmah terpenting dari babak pertama reformasi 
ditanah air.

Babak kedua reformasi janagn melupakan kesalahan 
babak pertama. Pemerintahan baru pasca SI MPR, 
siapa pun presidennya dapat terantuk pada batu yang 
sama jika tidak member perhatian pada kepada paket 
kedua(pelembagaan politik), agar dapat tercipta 
pemerintahan demokratis yang stabil.
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Paham Kebangsaan 
Pemerintahan Baru

Terpilihnya Megawati dan Hamzah Haz sebagai 
presiden dan wakil presiden yang baru, sekali lagi 
merepresentasikan duet anatara kekuatan kaum 
nasionalisme dan islam di pucuk tertinggi pemerintahan 
eksekutif. Perbedaannya, di era pemerintahan Gus Dur 
tempo hari, Gus Dur mewakili kalangan islam yang kini 
disebut islam liberal, sedangkan Hamzah Haz mewakili 
kalangan islam yang lebih konservatif.

Di era gus Dur dan Megawati, isu paham kebangsaan 
tidak mencuat. Hal itu disebabkan karena public 
sudah sangat mengenal pandangan ke islaman dan 
nasionalisme gus dur sendiri. Gus Dur dikenal sebagai 
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pejuang pluralism dan nasionalisme dengan akar 
ajaran islam. Sementara Megawati dianggap mewarisi 
kultur Bung Karno dengan paham kebangsaan yang 
plural. Tidak tercium adanya masalah fundamental 
antara kedua tokoh diatas mengenai masalah filsafat 
kenegaraan.

Namun, duet Mega Hamzah Haz memberikan 
suasana yang berbeda . pemikiran politik keislaman 
Hamzah Haz belum terlalu dikenal. Yang popular dari 
Hamzah Haz adalah slogan politik, seperti isu anti 
presiden perempuan,dan piagam Jakarta. Ini isu yang 
sangat mungkin hanya konsumsi politik praktis sesaat, 
tetapi sebelum ada klarifikasi secara tegas dari Hamzah 
Haz, citra Hamzah Haz yang mewakili islam konservatif 
, belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran 
banyak pihak. Apalagi Hamzah Haz berada dalam 
posisi wakil presiden, yang tinggal selangkah lagi dapat 
menggantikan presiden.

Langkah pertama yang mesti diciptakan Megawati 
dan Hamzah Haz adalah pembentukan citra(image 
building). Tantangan terberat dalam pembentukan 
citra itu, adalah masalah paham kebangsaan, disamping 
kesan atas kemampuan mereka dalam menumbuhkan 
ekonomi ataupun menstabilkan politik. Public ingin 
diyakinkan bahwa kebersamaan mereka, yang mewakili 
paham nasionalisme dan islam adalah kebersamaan 
yang asli, yang genuine, yang ikhlas. Public ingin juga 
diyakinkan bahwa mereka juga menghayati paham 
kebangsaan yang sama, yang sesuai dengan prinsip 
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demokrasi modern, tanpa diskriminasi baik atas status 
ekonomi, jenis kelamin,warna kulit, aliran politik 
ataupun agama warga negara.

***

Di luar masalah paham kebansaan, banyak hal 
positif yang disumbangkan oleh Hamzah haz kepada 
kepemimpinan Megawati. Dari sisi dukungan parlemen 
, Hamzah Haz adalah wakil kelompok poros tengah. 
Dukungan poros tengah kepada Megawati, apalagi jika 
mampu mengakomodasi Golkar, membuat Megawati 
menguasai mayoritas parlemen.

Konflik kelembagaan antara pemerintahan eksekutif 
dan parlemen yang sangat melelahkan tempo hari, 
diharapkan tidak terjadi lagi.Aneka perbedaan 
kepentingan antara presiden dan parlemen lebih mudah 
diselesaikan karena baik pemerintahan ekekutif dan 
parlemen dikuasai oleh koalisi partai yang sama.

Dari sisi geografis, Hamzah Haz adalah wakil 
dari masyarakat diluar jawa. Masuknya hamzah Haz 
sebagai wakil presiden, member citra bahwa lembaga 
keperesidenan tidak hanya representasi orang jawa. 
Masyarakat diluar jawa memiliki keterwakilan yang 
sama dipucuk pimpinan.

Di era menguatnya otonomi daerah dan meningginya 
kecemburuan daerah atas pusat, hadirnya wakil dari 
luar jawa di pucuk pimpinan jelas positif bagi upaya 
terbentuknya kesan kebersamaan yang meliputi 
Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.  
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Dari sisi aliran politik, Hamzah Haz juga menyumbang 
citra yang kuat sekali serta positif kepada Megawati. 
Kini Megawati mendapatkan legitimasi dari komunitas 
islam yang diwakili oleh Hamzah Haz. Dalam segmen 
politik di Indonesia, kaum nasionalis dan islam adalah 
segmen terbesar, kekuatan dua segmen ini relative 
seimbang.

Dapat dikatakan Indonesia sebenarnya berdiri 
diatas dua kaki utama, kaki nasionalis dan kaki 
islam, masuknya Hamzah sebagai wapres, membuat 
pemerintahan Megawati semakin kukuh berdiri.

Dari sisi cultural, Hamzah Haz juga sangat 
bermanfaat bagi Megawati. Hamzah Haz berasal dari 
kultur Nahdatul Ulama(NU). Dalam peralihan dari Gus 
Dur ke Megawati, NU adalah kelompok yang terluka. 
Komunitas NU merasa disisihkan dan dikalahkan 
dalam pergulatan kekuasaan.

 Masuknya Hamzah Haz menjadi pemimpin tertinggi 
kedua di pemerintahan baru dapat sedikitnya mengobati 
luka kaum NU. Akan terbangun citra dikalangan NU 
bahwa NU diajak kembali pada suasana kebersamaan 
melalui Hamzah Haz yang dipilih sebagai wakil 
presiden.

***

Masalah paham kebangsaan adalah salah satu masalah 
penting yang tidak termasuk alam aftar positif Hamzah 
Haz diatas. Ketika diwawancarai Metro TV pada hari 
kedua pemilihan presiden, Sutradara Ginting telah 
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menyatakan secara eksplisit. Ia  meminta Hamzah Haz 
mengklarifikasi sikap politiknya terhadap Pembukaan 
UUD 1945.

Sutradara Ginting memang tidak secara tegas 
menjelaskan apa yang ia maksud. Namun masyarakat 
politik sudah memahami bahwa it u menyangkut politik 
islam yang dianut Hamzah Haz(konservatif), berbeda 
dengan politik islam yang dianut Gus Dur(liberal). 
Kekhawatiran Sutradara Ginting mewakili banyak 
segmen masyarakat baik kalangan nasionalis, penganut 
paham Negara modern yang berorientasi barat, ataupun 
kelompok minoritas.

Politik islam sendiri memang terdiri atas banyak 
golongan jika ditinjau dari sikapnya atas paham 
kebangsaan. Golongan yang paling kecil adalah 
kelompok penganut Islam Liberal. Termasuk dalam 
kelompok ini adalah Gus Dur sendiri. Islam liberal 
meyakini keterpisahan Negara dan agama dan memimpin 
terbentuknya Negara Indonesia yang modern seperti 
Negara yang berkembang di dunia barat.

Golongan yang paling esar adalah Islam mainstream. 
Ini penganut Islam mayoritas yang sudah terbiasa 
hidup dalam kemajemukan model pemerintahan 
Soeharto. Dengan Ideologi Panca Sila, Soeharto 
berhasil menciptakan mayoritas Islam yang menerima 
kemajemukan, plus adanya peran pemerintah untuk 
umat beragama. Penganut Islam mainstream tidak 
seradikal Islam Liberal dalam memperjuangkan 
demokrasi dan penerimaan atas filsafat barat. Islam 
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mainstream tidak pula menghayati Piagam Jakarta 
ataupun Negara Islam. Golongan ketiga adalah Islam 
Konservatif. Jumlah penganut paham ini lebih besar 
disbanding penganutIslam Liberal , namun jauh lebih 
kecil daripada Islam Mainstream.

Sungguhpun minoritas, namun kelompok ini sangat 
menonjol karena militansinya. Berbeda dengan Islam 
Liberal atau Islam Mainstream, Islam Konservatif ini 
masih dihidupi oleh romantisme politik islam.

Dalam slogannya, mereka anti presiden wanita, 
padahal konstitusi UUD 1945 tidak membedakan jenis 
kelamin untuk jabatan presiden. Sebagian mereka 
menginginkan dihidupkannya kembali Piagam Jakarta, 
yang mewajibkan pelaksanaan, yang mewajibkan 
pelaksanaan sanaan syariat Islam bagi pemeluknya. 
Tidak sedikit pula yang ingin memperjuangkan 
terbentuknya Negara Islam Indonesia.

Gerbong besar Islam yang dikomandani Hamzah Haz 
berisi Islam liberal, Islam Mainstream ataupun Islam 
Konservatif. Persoalannya, bagaimana dengan pilihan 
politik Hamzah Haz sendiri? Apakah Hamzah Haz 
lebih dimotivasi oleh Islam Liberal, Islam Mainstream 
atau Islam konservatif. Klarifikasi itu sangat penting 
mengingat Hamzah Haz saat ini menjadi wakil presiden.

Jika Piagam Jakarta menjadi agenda yang ingin 
diperjuangkan Hamzah Haz, baik secara terbuka atau 
tersembunyi, tentu akan mengalami persoalan mendasar 
dengan agenda Megawati, yang ingin membangun 
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Indonesia berdasarkan prinsip Negara nasional yang 
modern.

	 Memperjuangkan kembali piagam Jakarta, 
baik untuk jangka pendek, atau jangka panjang akan 
kembali membawa Indonesia ke suasana dead lock dan 
kebuntuan politik ditahun 1950an. Transisi demokrasi 
akan semakin menuju jalan yang terjal.

Dapat dipahami sulitnya Hamzah Haz bertindak 
secara tegas dalam hal Piagam Jakarta, bagaimanapun 
Hamzah Haz mewakili konstituen yang sebagian masih 
hidup dalam aspirasi itu. Sebagian konstituen itu akan 
merasa ditinggal atau di khianati oleh Hamzah Haz. 
Sebelum menjadi wapres, mungkin konstituen itu 
merasa Hamzah Haz berada bersama mereka. Namun 
setelah Hamzah Haz menjadi wapres dan berkuasa, 
mereka merasa dicampakkan.

Tetap justrudisini letak ujian leadership yang 
pertama bagi Hamzah Haz. Ia justru harus bersikap 
tegas dan terbuka, dimana sebenarnya ia sendiri 
berdiri? Kita berharap dalam waktu dekat karena 
tanggung jawabnya sebagai pemimpin tertinggi nomor 
dua, karena keinginannya membangun Indonesia yang 
plural, karena keinginannya menenangkan segmen 
masyarakat luas yang khawati dengan Piagam Jakarta, 
karena menyadari Piagam Jakarta ditentang oleg 
sebagian masyarakat Islam sendiri, karena ia tidak 
ingin meninggalkan bom waktu pertengkaran ideologis 
yang sulit di masa mendatang, Hamzah haz membuat 
manifesto politik secara terbuka.
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Pernyataan politik secara terbuka atas isu public 
yang meresahkan masyarakat adalah bagian dari 
etika berpolitik Negara modern. Tradisi ini mesti 
ditumbuhkan di Indonesia. Hamzah Haz terkena pula 
oleh etika politk ini.

Kita berharap dalam sebuah konfrensi pers, yang 
disiarkab secara langsung oleh berbagai stasiun TV, 
dalam waktu dekat ini, Hamzah Haz menyatakan bahwa 
ia tida merekomendasikan Piagam Jakarta dijadikan 
acuan kenegaraan Indonesia dimasa kini dan nanti.

Paham kebangsaan yang bersandar pada demokrasi 
yang modern, yang tidak membedakan jenis kelamin 
dan agama warga Negara adalah komitmen beliau. 
Ketegasan seperti itu yang sedang kita tunggu dari 
wakil presiden Hamzah Haz.**
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Meningkatkan Kinerja 
Parlemen

Satu prestasi politik parlemen yang acap kali 
dinyatakan baik dengan pujian ataupun sinisme 
adalah dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 
presiden. Pimpinan partai politik dianggap telah sukses 
mengubah praktek ketatanegaraan atau praktek politik 
yang menyerupai system demokrasi parlementer.

Sebenarnya, sebagai presiden, Megawati memiliki 
hak untuk menentukan kabinetnya sendiri, dan untuk 
tidak mengajak partai lain dalam pemerintahannya. 
Megawati perlu berkonsultasi dengan pimpinan partai 
karena kewenangan itu dijamin konstitusi. Namun 
yang terjadi dalam real politik adalah hokum politik 
yag bebeda.

Megawati tidak punya pilihan lain, kecuali 
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mengakomodasi tokoh partai untuk terlibat dalam 
kabinetnya. Jika tidak, ia sulit memenangkan dukungan 
parleme. Sekali lagi parlemen dapat menjalankan fungsi 
pengawasannya yang kuat atas Megawati sebagai mana 
yang parlemen lakukan atas Gus Dur.

Namun disisi fungsi parlemen yang lain, seperti 
fungsi legislasi, parlemen belum menunjukan kinerja 
yang diharapkan. Kinerja parlemen dibidang ini jauh 
sekali dibanding fungsi parlemen sebagai pengawas. 
Padahal banyak sekali TAP MPR ataupun pengaduan 
masyarakat yang perlu diikat dengan undang-undang. 
Pertanyaan yang dapat difikirkan adalah apakah yang 
harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja parlemen?

Satu cara untuk menjawab pertanyaan itu adalah 
dengan membuat study perbandingan. Melalui study 
perbandingan, kekuatan dan kelemahan parlemen 
Negara lain dapat menjadi masukan yang berharga.

Tentu disadari, ada perbedaan historis, kultur, 
ekonomi, dan politik di berbagai Negara yang membuat 
stiap generalisasi mustahil dilakukan,. Namun, entua 
ada persamaan yang membuat sebuah mdel politik yang 
relevan untuk diadopsi atau setidaknya dimodifikasi 
sesuai dengan situasi kita. Parlemen itu sendiri 
sebenarnya adalah model yang bukan berasal dari tradisi 
kita seperti dari kerajaan Sriwijaya, atau Majapahit, 
tetapi model politik sejarah barat. Toh ternyata model 
itu dapat dimodifikasi kedalam system kita.

***
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Robert Axerold (1991) dari University of Michigan 
membuat study pebandinagn tentang parlemen di 
banyak Negara. Ia berkesimpulan parlemen yang 
tekuat didunia mungkin kongres dia Amerika Serikat. 
Kriteria yang ia gunakan adalah pengaruh parlemen 
ataskebijakan public dan fasilitas yang dimiliki oleh 
anggota parlemenuntuk mempengaruhi kebijakan 
itu. Parlemen AS memiliki otoritas menaikan atau 
menurunkan pajak, meloloskan atau tidak meloloskan 
anggaran pemerintah, menyetujui atau menolak 
nominasi pejabat inti pihak eksekutif (kecuali presiden 
dan wakil presiden), dan meratifikasi hukum/perjanjian.

Parlemen di AS semakin aktif dalam memonitor 
dan mengontrol implementasi hukum. Yang paling 
ditakuti pihak eksekutif adalah investigasi palemen. 
Melalui investigasi, parlemen AS mampu membuat 
sebuah isu menjadi perhatian public secra luas. Pihak 
eksekutif dengan mudah menjadi pihak tertuduh jika 
parlemen mencium adanya gelagat penyelewengan 
hukum(seperti korupsi). Untuk membuat investigasi 
itu lancar, semua pihak yang bersangkutan diwajibkan 
member informasi sejujurnya. Penolakan memberikan 
informasi atau kesengajaan memberi informasi yang 
salah dapat membuat pihakitu masuk penjara.

Dua hal yang membuat parlemen di AS itu kuat. Yang 
satu bersifat tekhnis, yang lain bersifat politis. Yang 
bersifat tekhnis, para anggota parlemen itu dilengkapi 
informasi yang canggih untuk menjalankan tugasnya, 
tersedia perpustakaan dan berbagai dokumen yang 
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dibutuhkan, yang mudah di akses oleh para anggota 
parlemen, terutama dalam system komputerisasi dan 
internet seperti sekarang.

Yang jauh lebih membantu, semua anggota parlemen, 
terutama anggota terkuatnya memiliki staf ahli yang 
memang berpengalaman di bidangnya. Suara anggota  
parlemen menjadi berwibawa karena informasi yang ia 
bawa sudah sedemikian matang dan strategis karena 
terlebih dahulu di godok oleh tim ahli dibelakang 
mereka.

Yang bersifat politis, parlemen AS menjadi sangat 
kuat karena sumber legitimasi dan jaringan politik yang 
ia miliki. Semua anggota parlemen di AS dipilih secara 
langsung oleh rakyat pemilih dan tidak ada satu pun 
yang diangkat. Anggota parlemen itu dengan sendirinya 
tidak berutang budi pada siapapun (apalagi pihak 
eksekutif), kecuali rakyat yang memilihnya.

Kepentingan rakyat pemilih yang menjadi komitmen 
dan penetu karirnya. Jika tidak memuaskan rakyat 
pemilih, ia akan jatuh pada pemilihan umum berikutnya. 
Situasi itu sendiri sudah memberikan keberanian moral 
bagi sang anggota parlemen untuk berhadapan dengan 
sesama anggota parlemen lain atau untuk mengontrol 
pihak eksekutif.

Anggota parlemen itu juga didukung oleh jaringan 
politik yang kuat. Jaringan pertama adalah partai politik 
tempat ia menjadi anggota partai di AS, sebagaimana 
dinegara demokrasi lainnya, benar-benar berkuasa. 
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Partai itu mandiri baik dalam pembentukan program 
ataupun pengumpulan dana. Jaringan partai bersifat 
nasional membuat koalisi dengan organisasi masyarakat 
lain yang memiliki kesamaan platform politik. Jaringan 
lainnya adalah berbagai kelompok kepentingan pers 
yang siap memobilisasi pendapat umum. Harus digaris 
bawahi pula, jaringan ini hanya mungkin bekerja dalam 
iklim kebebasan pers dan berorganisasi yang memadai.

Dengan fasilitas tekhnis dan kondisi politik diatas, 
parlemen di AS dapat bekerja maksimal dengan posisi 
politik yang sangat kuat. Pihak eksekutif dapat 
di control oleh parlemen untuk menyelengarakan 
pemerintaha yang bersih dan professional. Parlemen 
pun menjadi produktif dalam menjalankan fungsi 
legislasi dan budgeting nya.

***

Tentu kita dapat memperbandingakan parlemen kita 
denga parlemen AS. Parlemen AS sudah tumbuh ratusan 
tahun dan mengalami penguatan melalui trial and error 
sekian lama. Parlemen kita baru berusia puluhan tahun, 
dan berada pada konteks historis yang berbeda, serta 
berbeda pula dalam kultur politik dan kesejahteraan 
masyarakatnya.

Namun, study perbandingan, setidaknya kita 
mendapatkan arah tentang hal apa yang bisa dilakukan 
untuk menyempurnakan dan membuat perubahan 
dalam parlemen kita. Dalam sejarah parlemen itu sendiri, 
perubahan mendasar dalam tubuh parlemen adalah hal 
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yang biasa. Tidak satu lembaga pun yang di bentuk 
sekali jadi. Perubahan dan adaptasi atas lingkungan baru 
mutlak dilakukan agar lembaga itu semakin berfungsi 
dan relevan dengan zamannya. Dengan landasan itu, 
kita pun selalu membuka kemungkinan membuat 
perubahan secara gradual dan terkendali atas parlemen 
kita agar semakin mampu menjalankan tugasnya.

Agar parlemen kita semakin kuat, dimensi tekhnis 
dan dimensi politik yang membuat parlemen AS itu 
kuat agaknya layak dijadikan input sehingga kelak 
parlemen tidak hanya dikenal sebagai lembaga public 
yang berprestasi menurunkan presiden. Parlemen 
akan dikenal pula dengan prestasi dalam legislasi atau 
penyusunan undang-undang,fungsi yang kini menjadi 
titik lemah parlemen.**
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Bangkitnya Politik 
Primordial

Tidak perlu terkejut bila politik primordial 
yang militan kembali bangkit di Indonesia. Mereka 
memperjuangkan agar aspirasi politik kelompoknya 
menjadi agenda politik nasional, bahkan dimasukan 
kedalam konstitusi. Berdasarkan pengalaman politk 
Negara lain, politik primordial itu dapat memperjuangkan 
Negara agama (Hindu,Kristen,ataupun Islam), ataupun 
superioritas ras dan warna kulit.

	 Kebebasan politik  karena transisi ke demokrasi 
sama engan membuka kotak Pandora. Dari kotak itu 
semua jenis semua jenis insting politik muncul dan 
menyebar kepermukaan. Apa daya transisi ke demokrasi 
tidak hanya melahirkan pejuang democrat, namun juga 
para demagog yang memainkan sentiment primordial. 

Para democrat memperjuangkan pluralisme, 
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toleransi, social trust dan kesempatan yang sama bagi 
semua warga negar, apapun warna kulit, jenis kelamin, 
ideology dan agama warga Negara itu. Sebaliknya para 
demagog melalui sentiment primordial memperjuangkan 
homogenitas, intoleransi, kecurigaan kelompok, baik 
berbasis agama, etnis maupun ras, serta keinginan agar 
kelompoknya memperoleh hak khusus dalam politik 
Negara.

Demokrasi memang tidak bisa menghindari 
tumbuhnya aneka sentiment politik, termasuk 
bangkitnya politik primordial. Namun yang membuat 
demokrasi itu terkonsolidasi dan menetap secara 
permanen, atau demokrasi itu hanya datang dan pergi 
(kembali ke Negara otoriter) sangat bergantung pada 
seberapa dominannya para demagog yang memainkan 
politik primordial. Bahkan, di Negara seperti di Amerika 
Serikat, para demagog terus hadir, tetapi selalu dalam 
posisi marginal dan tidak pernah dominan.

Kasus di Amerika Serikat dapat kita jadikan model 
bagaimana memberikan kebebasan bagi politik 
primordial itu satu sisi, namun di sisi lain membuat 
kekuatan politik marginal itu selalu menjadi marginal.

***

Di sekitar gedung putih, Washington DC, 4 oktober 
1996, ratusan ribu orang berkumpul memenuhi jalan, 
menghadap kesebuah panggung raksasa. Menurut CNN 
, itu salah satu kerumunan terbesar yang pernah ada 
dalam sejarah Amerika Serikat. Sebagian dari mereka 
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kadang bersujud, menangis, mengucapkan sumpah, 
bersorak, bertepuk tangan.

Kerumunan itu mengikuti sebuah prosesi keagamaa 
mereka penganut promise keepers, sebuah sekte 
Kristen. Mereka datang secara berkelompok dari 
berbagai bagian engan mencarter bus, kereta pai, atau 
pesawat terbang, agar bisa menjadi bagian peristiwa 
religious yang kolosal itu.

Setahun sebelumnya, sekte itu mengelilingi 20 
negara bagian di Amerika Serikat. Mereka membuat 
ritual agama di stadion sepak bola yang berkapasitas 
50.000 sampai 70.000 orang, di masing-masing Negara 
bagian. Stadfion itu selalu penuh sesak.

Amerika Serikat saat ini, ujar chip Berlet dan 
Qugley (1977) sedang dilanda perang kebudayaan. 
Kini tengah bangkit dengan perkasa gerakan politik 
sayap kanan yang menggunakan ajaran agama sebagai 
panduan politik. Tokoh utama gerakan politik itu adal 
Pat Robertso, pendiri Christian coalition, yang ingin 
mengubah Amerika Serikat menjadi sejenis “Negara 
teokrasi otoritarian”.

Robertson mengikrarkan perang terhadap 
system Amerika Serikat yang makin bobrok karena 
mengandalkan kebudayaan sekuler. Sebagai alternative, 
Robertson, menawarkan system yang berlandaskan 
agama yang diyakini nya”tidak akan pernah ada rasa 
damai” ujar Pat Robertson, ”sampai rumah Tuhan  dan 
pengikut Tuhan diberikan haknya untuk memimpin 
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dunia. Bagaimana ada rasa damai jika pemabuk, 
penganjur minuman keras, komunis, ateis, pemuja 
setan dan sekuler humanis, dictator, spekulan uang, 
pembunuh revolusioner, dan homo seks berada pada 
top kepemimpinan”?

Peace Keepers, yang hari itu berdemo di Washington 
yang didirikan oleh Bill Mc Cartney tujuh tahun 
silam memang terkesan jauh lebih moderat ketimbang 
kelompok Pat Robertson. Namun penganalisis politik 
melihatnya hanya sebagai strategi. Ada agenda politik 
yang disembunyikan, yang baru akan dimunculkan 
setelah gelombang gerakan menjadi besar.

Fenomena diatas menunjukan bahwa di Amerika 
telah terjadi pergeseran area konflik, dari persoalan 
ekonomi dan politik ke persoalan kultur dan gaya hidup. 
Tidak ada lagi perdebatab ideologis yang menyangkut 
sistim ekonomi dan politik. Kapitalisme sebagai model 
ekonomi dan demokrasi sudah mengakar dan di terima 
secara luas. Kalaupun ada perselisihan di bidang 
ekonomi atau politik, sifatnya tidak mendasar. Paling- 
paling menyangkut masalah graduasi, seperti seberapa 
besar pajak di tingkatkan atau diturunkan dan seberapa 
besar keterlibatan pemerintah dalam ekonomi.

Namun dalam masalah kultur dan gaya hidup, 
konflik makin menganga menyentuh ke masalah 
ideologis  dan emosional. Isu kultur dan gaya hidup 
sedemikian rupanya memecah masyarakat ke dalam 
pro kontra serta pemihakan, misalnya pro kontra atas 
aborsi, homosesual atau orang tua tunggal. Mereka 
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yang kini aktif di berbagai kelompok agama yang 
mengambil posisi seperti Pat Robertson, bersebrangan 
dengan mereka yang tumbuh dalam kultur yang sekuler 
humanis. 

***

Kelompok Pat Robertson dan Promise Keepers 
mendapat momentum dari persoalan besar yang kini 
tengah di hadapi Amerika Serikat. Misalnya tingginya 
angka perceraian, maraknya tindakan kriminalitas 
dikota besar atau meluasnya gerakan homoseksual, 
yang semuanya dianggap mengancam kenyamanan 
hidup dan nilai-nilai konservatif.

Masalah diatas tidak lagi dapat diatasi dengan hanya 
mengubah institusi atau struktur social. Dibutuhkan 
respon yang berhubungan dengan filsafat hidup dan 
system makna perorangan. Dan agama yang sudah 
mentradisi adalah obat yang mujarab.

Persoalan Pat Robertson dan tokoh sejenisnya telah 
mempolitisasikan agama sedemikian rupa sehingga 
agama menjadi eksklusif. Bermacam gerakan politik 
agama yang di Amerika Serikat sebagai ekstrim kanan itu 
memiliki cirri menomorduakan kelompok masyarakat 
tertentu. Ada yang mengunggulkan kulit putih dan 
mendiskriminasikan kult berwarna. Ada yang memuja 
patriotisme Amerika Serikat dan anti migrant. Promise 
Keepers misalnya, hanya mencari pengikut lelaki dan 
menomorduakan wanita. Ada pula yang membuat 
diskriminasi berdasarkan agama. 
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Tidak mengherankan jika berbagai kelompok yang 
ingin memelihara keberagaman dan persamaan hokum 
bagi semua warga Negara sebagai ancaman. Didalam 
masyarakat sendiri tumbuh berbagai macam organisasi 
yang siap melawan gerakan sejenis Pat Robertson. 
Mereka antara lain American united for separation 
church and state, Institute for amandement studies, 
The interfaith alliance dan Equal Partners in Faith. 
kelompok lintas agama, ras dan gender itu cukup efektif 
membentuk opini public.

Disamping itu pemerintah Amerika Serikat dan 
aneka kekuatan politik Di AS  yang pro pada demokrasi, 
pluralisme dan terbentuknya Negara AS yang modern 
dan sekuler, tentu harus member tempat bagi politik 
primordial itu untuk masuk memperoleh hak khusus 
dalam konstitusi Negara, walau agama yang menjadi 
dasar perjuangan kelompok itu adalah agama mayoritas 
di AS.

Konstitusi yang pro pada pluralism dan netral 
terhadap agama adalah prinsip dasar yang tidak bisa 
ditawar untuk Negara yang modern dan maju. Sekeras 
apapun desakan politik kaum fundamentalis agama, 
selalu ada area konstitusi yang tidak boleh di lampaui. 
Secangih apapun kelompok fundamentalis memainkan 
isu agama dan ingin memenangkan opini public, 
pemerintah dan kelompok yang pro pada pluralisme 
memikul tanggung jawab untuk menahannya agar tidak 
mempengaruhi hokum Negara yang netral agama.

Ada baiknya jika tokoh masyarakat di Indonesia 
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meniru dinamika politik di AS, disatu sisi, para 
pejuang demokrasi terus memfasilitasi dan membentuk 
kelompok kerukunan antar agama, ras ataupun etnik, 
seperti The Interfaith Alliance atau Equal Partners In 
faith dalam kualitas dan kuantitas yang terus membesar. 
Jika kelompok kerukunan itu mampu mengakar di 
massa, politik primordial di negri kita selalu bisa di 
buat marginal.

Di sisi lain, mereka terus menjaga agar area 
pemerintahan tetap netral dalam hal agama. Konstitusi 
Negara tidak boleh di beri peluang untuk di pengaruhi 
oleh politik primordial. Sebagai sumber dari segala 
sumber hokum nasional, konstitusi mesti tetap dapat 
member kesempatan yang sama kepada semua warga 
Negara, apapun agama, jenis kelamin, warna kulit dan 
ideologi warga Negara itu.

Strategi lainnya untuk menghadapi bangkinya 
kembali politik primordial yang membonceng kebebasan 
politik di era demokrasi, apalagi jika mereka sudah 
mulai masuk untuk mempengaruhi konstitusi Negara, 
para pejuang demokrasi mesti terus mencari partner 
dari kalangan komunitas primordial itu sendiri. Selalu 
ada sayap Liberal dan demokratik disetiap komunitas 
baik itu komunitas agama, ataupun komunitas etnis.

Sayap Liberal dalam komunitas Hindu,Kristen, 
ataupun Islam sebagai missal adalah kekuatan yang 
paling mampu membuat fundamentalisme Hindu, 
Kristen, atapun Islam untuk marginal, dan tidak 
mendapat dukungan public.**
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Memburu Hantu 
Komunisme

Melewati tanggal 30 september yang diperingati 
sebagai tonggak G30SPKI discourse tentang gerakan 
kiri di Indonesia kembali marak. Dikhawatirkan, 
komunisme bangkit kembali memanfatkan momentum 
kebebasan, lalu tampil dengan gaya lama atau pun gaya 
baru. Berbagai spanduk di ibukota menuliskan dengan 
jelas  “Hati-hati komunisme yang berbaju reformasi, 
demokrasi dan agama” pawai missal antikomunisme 
juga digelar di Bundaran Hotel Indonesia.

Kekhawatiran akan komunisme sebagai ekspresi 
politk di era yang bebas seperti sekarang adalah hal yang 
dibolehkan. Sikap anti atas ideologi komunisme, itupun 
hal lumrah. Namun jika menganggap komunisme akan 
bangkit lagi,sebagai mana yang terjadi di Indonesia 
seperti tahun 1960 an, itu sudah menjadi ilusi. Dunia 
sudah sedemikian berubah.sanagat lah sayang jika 
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terlalu banyak energy dihabiskan untuk menghadapi 
ideology yang sudah mati. Menakuti komunisme sama 
dengan menakuti hantu.

***

Sebagai ideology, di zaman ini komunisme sudah 
bangkrut. Dua pusat komunisme Rusia dan China, kini 
justru bergerak menuju kapitalisme. Patung Marx dan 
Lenin sudah diturunkan  dari singgasananya. Seperti 
yang ditulis A Dictionary of Modern Politic. Komunisme 
berarti dua hal. Pertama ia adalah ide teoritis yang 
ditemukan dalam tulisan Karl Marx. Kedua, ia adalah 
prinsip pemerintahan yang historis di dunia modern 
yang diawali oleh Lenin.

Marx membayangkan lahirnya masyarakat ideal 
komunisme. Masyarakat itu, ia ilustrasikan sebagai 
kondisi yang orang orang bekerja hanya sampai siang 
hari, sore hari memancing dan malam hari berdiskusi 
mengenai filsafat, dan membaca puisi. Itu sebuah 
bayangan masyarakat yang sudah terbebaskan dan 
bermasyarakat.

Akar dari eksploitasi, ia berpendapat, adalha 
pemilikan alat-alat produksi secara pribadi. Hal itu 
yang melahirkan kelas yang memiliki alat itu, dan 
kelas yang bekerja untuk mereka. Situasi itu membuat 
pemilik bukan saja menyerap keuntungan dari keringat 
kelas pekerja, tapi pula menciptakan situasi dominasi. 
Kelas pekerja akan mengalami ketergantungan ekonomi, 
ketergatungan psikologi dan system nilai.



D
E

N
N

Y
 J

.A43

Masyarakat komunisme menurut Marx adalah 
masyarakat yang tidak berkelas yang menghapus hak 
kepemilikan pribadi, dengan tingkat pemerataan yang 
tinggi. Negara dan pemerintahan pun akan menghilang 
karena semua manusia hidup dalam harmoni dan kerja 
sama, tanpa pembagian social yang menuntut hadirnya 
otoritas seperti Negara itu.

Oleh Lenin, ide Marx di terjemahkan  kedalam politik 
praktis. Bagi Lenin, harus ada situasi antara (mediasi) 
ditengah robohnya kapitalisme dan berdirinya 
masyarakat komunis.  Fase ini disebut Sosialisme yang 
membutuhkan partai pelopor.

Dalam kenyataan historis, partai ini berkembang 
menjadi birokrasi raksasa yang secara efektif mengontrol 
masyarakat. Control yang ketat ini diperlukan, menurut 
mereka, disamping buat membersihkan masyarakat 
dari ide-ide borjuis yang menentang terbentuknya 
masyarakat komunisme, ataupun sebagai implementator 
ideology yang akan menggiring public ke “jalan yang 
benar”.

Birokrasi itu mengambil kebijakan ekonomi yang 
terentral. Harga barang, sebagi missal tidak ditentukan 
mekanisme pasar tetapi oleh politik. Dimasyarakat tidak 
muncul pengusaha besar, karena alat-alat produksi 
dikuasai oleh Negara sebagai wakil rakyat secara 
keseluruhan. Birokrasi menjadi selector ide politik, 
yang menentukan mana yang boleh berkembang di 
masyarakat. Kebijakan itu berujung pada sensor politik 
yang ketat dan penyeragaman pandangan.
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Akhirnya, komunisme yang terbentuk di dunia 
nyata sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Karl 
Marx. Negara yang dianggap akan menghilang, dalam 
kenyataan didunia komunis justru bertambah besar 
dan melilit bagi gurita . Masyarakat   yang dikira akan 
terbebaskan, justru akhirnya akan meronta mencari 
kebebasan dalam system social yang lain. System 
ekonomi tidak efesien dan produktif, politik sangat 
menekan, sementara msyarakat lumpuh karena hidup 
dalam kekangan yang ketat.

Di ujung dekade delapan puluhan, bagaikan rumah 
kartu, system pemerintahan komunisme roboh satu 
persatu. Ia roboh bukan karena dipuku secara politik 
, tetapi diluluh lantakan oleh kenyataan yang semakin 
kompleks dan beragam. Kompleksitas dunia ekonomi 
tidak bisa lagi disentralisasi dan di control oleh hanya 
satu pusat kekuasaan,seperti birokrasi pemerintah. 
Sementara penyeragaman aspirasi politik dipecahkan 
oleh semakin berbedabya kebutuhan dan kesadaran 
berbagai segmen masyarakat.

Kecenderungan dunia justru mengarah pada 
Liberalisasi yang ditandai oleh dua hal. Pertama, 
semakin mengecilnya peran Negara di sector ekonomi 
dan politk, serta semakin membesarnya mekanisme 
pasar. Robert Nozick menyebutnya sebagai “The 
Minimal State”, Negara yang hadir dengan peran 
minimal. Kedua, semakin besarnya peran individu, 
seperti yang disinggung Naissbit dalam Global 
Paradox, semakin global ekonomi dunia, berparadoks 
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dengan semakin besarnya peran individu dan unit kecil 
ekonomi. Jelaslah dua kecenderungan itu semaki jauh 
meninggalkan prinsip komunisme dengan birokrasi 
besar dan spirit kolektivismenya.

Tentu saja sentiment kepada rakyat jelata dan 
mereka yang lemah dan struktur masyarakat yang 
masih terus mendak lagi menggelora. Tetapi spirit itu 
tidak lagi mengambil bentuk dalam ideology ekstrim 
seperti komunisme. Ia kini diwakili oeh konsep 
Welfere State, yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang 
mengharap pemerintah lebih berperan dalam program 
kesejahteraan bagi kalangan bawah.

Dalam pertarungan ideology, komunisme sudah 
menjadi sejarah dan tampak sangat inferior. Apalagi 
yang perlu ditakutkan dari ideology yang sudah 
bangkrut itu?

***

Kita dapat belajar pula dari cara Negara barat 
menghadapi perbedaan ideology, termasuk komunisme. 
Dunia modern pun tidak dapat menghindari pluralisasi 
cara berpikir dan sikap politik. Berarti pluralisasi 
ideology adalah suatu kondisi yang tidak terhindari 
akibat semakin kompleksnya masyarakat. Dengan 
demikian, seseorang tidak boleh didiskriminasi hanya 
karena mempunyai keyakina politik yang berbeda. 
Namun jelaslah seseorang harus dihukum jika 
melakukan kekerasan politik, apapun ideology yang 
diyakininya.
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Salah satu funsi pemerintah, seperti yang di 
utarakan Milton Friedman, adalah melindungi warga 
dari paksaan dan kekerasan(coercion) pihak lain. 
Hokum dibuat sebagai aturan legal untuk melindungi 
kebebasan warga Negara. Memilih sebua ideology dan 
keyakinan, belum termasuk dalam kategori mengganggu 
atau melakukan paksaan. Dinegara Barat, meyakini 
komunisme, sebagai mana meyakini kapitalisme, tidak 
termasuk tindakan criminal. Namun sekali lagi ideology 
itu ingin diterapkan dengan menggunakan kekerasan 
dan melanggar kostitusi, ia akan dikenakan sangsi.

Agama yang diyakini absolut  dan datang dari wahyu 
Tuhan saja tidak dipaksakan. Sebaimana tercantum 
dalam Al Qur’an(2 : 256), bahwa tidak ada dalam paksaan 
dlam agama, sejak jalan yang benar sudah terbedakan 
secara jelas dari jalan yang salah. Apalagi ideology 
relatif diciptakan oleh para pemikir. Mengabsolutkan 
ideology berarti membawa ideology setingkat agama. 
Konsekwensinya harus diberikan kebebasan kepada 
setiap warga untuk memilih ideologinya sendiri. 

Dokumen hak asasi manusia universal dengan jelas 
mengatakan bahwa manusia tidak boleh didiskriminasi 
hanya karena keyakinannya. Para pendiri bangsa kita, 
dalam UUD 1945, juga tidak pernah menyinggung 
berlakunya diskriminasi kepada penganut ideology 
tertentu. Meraka yang melakukan kejahatan kriminal 
dengan sendirinya harus dihukum. Namun ketika 
hukuman selesai ia pulih kembali sebagai warga Negara 
utuh yang tidak boleh dihilanhkan hak politiknya.
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Adalah sebuah takhayul jika kita meyakini aktivis 
komunis akan mampu membawa Negara kita pasca 
reformasi 1998 menjadi Negara komunis dan mengganti 
system ekonomi atau konstitusi. Jika niat itu ada 
mereka akan dilawan bukan hanya oleh sebagian besar 
masyarakat, namun oleh sejarah gerakan itu sendiri. 
Ini adalah sejarah yang tidak bisa di balika lagi. Yaitu 
menuntutefisiensi ekonomi dan kebebasan politik, yang 
tidak dapat dipenuhi oleh ideology komunisme itu.

Zaman sudah berubah. Komunisme harus dibiarkan 
mati. Menakuti komunisme  justru akan memitoskan 
barang yang sudah mati dan membuatnya gentayangan 
sebagai hantu. **
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Memperkuat Paham 
Kebangsaan

Peristiwa sumpah pemuda 1928 merupakan salah satu 
masterpiece yang dibuat the founding father. Berbagi 
tokoh masyarakat dari latar belakang kultur yang 
beragam menikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu 
bahasa. Mereka yang berasal dari berbagai agama, etnis, 
ras, dan ideology berkomitmen menyatakan identitas 
nasional yang telah menyatukan mereka. Sampai kini, 
identitas nasional telah menjadi perekat yang mampu 
menyatukan Negara Indonesia yang beragam dari aneka 
gerakan pemisahan diri atau separatism.

Namun, diera demokrasi seperi sekarang, niscaya 
paham kenbangsaan yang lahir dari Sumpah Pemuda 



D
E

N
N

Y
 J

.A49

perlu diperkuat sekaligus diperbaharui. Ia perlu 
diperkuat akibat bangkitnya kembalo politik identitas 
local, baik yang bersandar pada agama, ataupun 
kedaerahan. Jika tidak diperkuat, sentiment agama dan 
kedaerahan akan mengalahkan identitas nasional. Pada 
gilirannya, sunggupun kita masih berada dalam satu 
Negara, fragmentasi dan konflik primordial akan selalu 
hadir. Kebersamaan dan komitmen sebagai suatu Negara 
hanya menjadi formalitas yang kehilangan ruhnya.

Pada saat yang sama, paham kebangsaan itu juga 
perlu diperbarui. Realitas dunia sekarang berbeda 
dengan era sumpah pemuda 1928. Dunia kini semakin 
terkait secara ekonomi, dan saling bergantung. Revolusi 
yang melahirkan internet dan televise membuat dunia 
saling mengawasi. Di era ini setiap Negara nasional 
tidak dapat menghindari hadirnya bahkan investasi 
badan dunia seperti PBB, IMF, World Bank, dan aneka 
perjanjian internasional.

Tanpa memperkuat dan memperbarui paham 
kebangsaan, niscaya demokrasi kita akan selalu goyah 
disatu sisi akibat konflik primordial antar warga 
Negara. Di sisi lain, demokrasi kita akan pula ter isolasi 
dari dunia akibat berkebangnya paham kebangsaan 
yang sempit, yang menolak kehadiran dan intervensi 
badan dunia sebagai realitas dunia baru.

Tidak lagi bisa ditawar bahwa masyarakat kita 
adalah masyarakat yang beragam secara agama, etnis, 
ras, gender, dan ideologi. Dalam bahasa ilmu politik 
masyarakat kita berada dalam level Devided Society. 
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Istilah itu merujuk pada hadirnya riwayat panjang 
konflik internal antar warga masyarakat, baik yang 
bersandar pada agama, etnis, maupun ideologi.

Masih terbayang dalam memori kolektif kita konflik 
yang terjadi dalam geografis Indonesia sejak zaman 
kolonial, yaitu konflik muslim dengan non muslim, 
anta non pri versus pribumi, antara etnis yang satu 
denga etnis yang lainnya, serta antar ideologi seperti 
komunisme versus anti komunis.

Konflik itu bukan hanya meresahkan masyarakat, 
namun acap kali pula muncul secara terbuka dan 
berdarah yang menyebabkan matinya ratusan bahkan 
ribuan orang. Tak terhitung terbakar dan hancurnya 
aneka property. Namun yang paling parah konflik ini 
melukai perasaan bersama sebagai warga Negara satu 
Indonesia

Selama orde baru, identitas politik local itu, terutama 
yang bersandar pada agama, etnis, dan ideologi, 
telah diatasi denagn represi. Rezim orde baru tampil 
sebagai kekuatan politik yang sangat powerfull dan 
tersentralisasi. Kata kunci SARA pun diperkenalkan. 
Konflik primordial diatasi dengan cara melarang hal 
ini dibicarakan secara public. Setiap isu yang mulai 
mempersoalkan elemen primordial dituding sebagai 
isu SARA yang terlarang. Pembawa isu akan terkena 
represi bahkan dimasukan penjara.

Konflik ideology juga diatasi dengan memperkenalkan 
ideology Tunggal Negara Pancasila. Semua partai dan 
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kekuatan politik masyarakat diwajibkan memeluk 
ideologi tunggal itu. Semua buku dan tokoh yang terkait 
dengan ideology komunisme direpresi.

Politik yang represif terkesan berhasil mengatasi 
aneka konflik politik identitas local. Selama orde 
baru, relative jarang kita melihat adanya konflik 
terbuka antar agama, etnis, ataupun ideology. Namun 
tidak pernah kita sadari apa yang terjadi di bawah 
permukaan. Kebijakan represi orde baru sebenarnya 
bukan mengikis habis konflik politik identitas local 
itu, namun menyembunyikannya. Itu sama dengan 
sampah yang ditutupi permadani. Tampak luar, seolah 
permadani membentang sedemikian indahnya. Namun 
dibawah permadani, tetap ada tumpukan sampah yang 
membusuk.

Era Reformasi telah mengganti Orde Baru. Yang 
terjadi bukan saja pergantian pimpinan nasional. 
Lebih dari itu reformasi membuat hilangnya kekuatan 
politik represif  dan tersentralisasi ala ORBA. Larangan 
SARA pun hilang. Akibatnya, pemerintah pusat tidak 
lagi dapat sepenuhnya mengontrol daerah dan politik 
identitas lokal.

Karena konflik primordial itu selama Orde Baru 
bersembunyi, tidak hilang di era kebebasan, konflik 
primordial itu muncul lagi, juga dengan bebasnya. Itu 
yang terjadi mulai dari Aceh sampai Irian jaya. Konflik 
horizontal yang berlandaskan agama telah terjadi di 
berbagai temapat. Paling parah, konflik ini terjadi 
di Ambon. Konflik antara pribumi dan non pri, atau 
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tepatnya kekerasan yang terjadi dengan non pri, terjadi 
dalam kerusuhan  Mei 1998 di Jakarta. Konflik antar 
etnis, antar suku,anatr suku asli dan pendatang, terjadi 
di berbagai provinsi. Yang terparah, konflik yang terjadi 
di Kalimantan.

Konflik horizontal diatas berlangsung dalam 
bentuknya yang paling barbar. Bukan saja konflik itu 
memakan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu warga 
Negara. Konflik itu telah membunuh sesama anak negeri 
dengan cara yang kejam, seperti membakar mereka 
secara missal ataupun memancung kepala. Aneka 
media internasional secara jelas-jelas menampilkan foto 
kekejaman ala Indonesia itu.

Semangat sumpah pemuda justru telah di injak-injak 
di era kebebasan, diera reformasi, di era demokrasi. 
Jika bangsa ini ingin survive , mau tidak mau, semangat 
kebangsaan itu harus dihidupkan kembali. Identitas 
nasonal meski lebih kuat dari identitas politk local 
masing-masing warga Negara. Si A seorang muslim, 
seorang jawa, namun sekaligus ia harus merasa sebagai 
bagaian dari orang Indonesia yang beraudara dengan 
orang Indonesia yang lainnya. Hal yang sama dengan 
si B, seorang Kristen, seorang batak namun ia harus 
sekaligus merasa sebagai bagian dari orang Indonesia  
juga. Kebanggan yang tinggi menjadi orang Indonesia 
tidak melunturkan kesalehan agama ataupun identitas 
politik lokalnya. 

Pada saat yang sama, paham kebangsaan perlu 
diperbarui. Era millennium ketiga saat ini sudah 
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berbeda sangat jauh dengan suasana dunia pada 1928. 
Kini revolusi tekhnologi , melalui revolusi transportasi 
dan komunikasi, telah menyatukan dunia. Melalui 
internet dan televisi, peristiwa yang terjadi di AS 
dan Afganistan secara langsung dapat dirasakan dan 
di tonton oleh penduduk dunia yang lain. Peristiwa 
dipelosok dunia yang jauh seolah juga terjadi di ruang 
keluarga kita sendiri melalui televisi

  Barang-barang yang di produksi sebuah Negara kini 
juga mendunia. Coca Cola, MC Donald’s, dan Levi’s 
sudah menyebar keseluruh benua. Film, music, serta 
perdagangan sudah pula mengglobal. Siapa yang tidak 
kenal dengan Mike Tyson atau Maradona? Siapa yang 
tidak kenal dengan Ricky Martin? Sementara produk 
barat masuk ketimur, produk timur juga masuk ke 
barat. Meditasi mewarnai aneka Negara Eropa dan 
Amerika Serikat

Namun, yang paling signifikan dalam perkembangan 
dunia baru adalah lahirnya badan dunia yang 
berpengaruh antara lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), lembaga ekonomi semaca IMF, World Bank, 
CGI, Paris Club, serta ideology internasional seperti 
Deklarasi Hak Asasi. Tak dapat lagi dibantah, dalam 
realitas dunia baru, badan dunia ini dapat mengintervesi 
semua Negara nasional.

Wilayah nasional sebuah Negara kini sepenuhnya 
tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah nasional 
Negara itu, suka ataupun tidak suka.
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Realitas dunia baru ini jelas harus juga mempengaruhi 
paham kebangsaan kita. Tidak bisa lagi kita terlalu sempit 
mengartikan kedaulatan nasional. Semua kehendak 
popular seperti menolak kehadiran dan intervensi IMF, 
Worl Bank, atau CGI, serta keinginan memutuskan 
hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat sangat 
bertentangan dengan fenomena dunia baru. Kehendak 
itu hanyalah cerminan paham kebangsaan lama yang 
tidak lagi sesuai dengan zaman. Jika kehendak popular 
itu diikuti, Indonesia justru terisolasi dan membunuh 
dirinya sendiri.

Apa boleh buat,dunia sudah mengubah. Perubahan itu 
tidak dapat dilawan karena ia sudah menjadi kekuatan 
sejarah yang impersonal. Yang dapat dilakukan adalah 
memperbarui paham kebangsaan kita  untuk menerima 
realitas baru. Menjadi Indonesia ditengah bangkitnya 
politik identitas local dan gloalisasi ekonomi dunia 
tentu semakin sulit, namun menantang.***
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Utusan Golongan dan
Tanggung Jawab PDI-P

Seperti yang sudah diduga, Sidang Tahunan(ST) 
MPR 2001 berakhir dengan deadlock. MPR gagal 
mencapai kesepakatan untuk amandemen pasal 
yang sangat penting, komposisi MPR dan pemilihan 
presiden. Diluar dua pasal krusial itu, sebenarnya 
cukup banyak pasal lain yang diamandemen dalam ST 
MPR 2001, termasuk masalah Mahkamah Konstitusi. 
Namun karena dua pasal krusial ituyang paling 
mencolok, yang berhubungan dengan penataan ulang 
pola kekuasaan (power arrangement), MPR dianggap 
gagal melaksanakan tugas sejarahnya tahun ini.

Akibatnya, ST MPR akan dikenang justru untuk 
hal-hal yang buruk, misalnya saling dorong anggota 
MPR yang terhormat digedung rakyat yang terhormat 
pula dihari pertama. Atau, sepinya siding komisi dan 
paripurna karena para anggota dari lembaga tertinggi 
Negara itu banyak yang absen dan mangkir. Serta 
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habisnya uang 18,7 miliar disaat krisis ekonomi untuk 
menyelengarakan acara ini tanpa hasil amandemen 
konstitusi yang berarti. Hasil positif diluar yang 
negative itu kalah gaung atau kalah pamor.

Menarik untuk menyimak lebih dalam mengapa 
MPR gagal mengamandemen dua  pasal krusial itu. 
Kegagalan amandemen untuk pasal pemilihan presiden 
sedikit banyak dipahami. Dengan memegang teguh 
prinsip demokrasi, memang perbaan visi tentang proses 
pemilihan presiden (kepala eksekutif) dapat terjadi. 
Memilih presiden secara langsung (di ronde pertama 
dan kedua)  sama sahnya dengan pemilihan kepala 
eksekutif melalui parlemen(MPR) semua sudah di pilih 
rakyat melalui pemilu.

Namun, kegagalan untuk pasal utusan golongan 
agar tidak lagi menjadi bagian dari MPR sangat sulit 
dimengerti. Padahal anggota MPR terhormat duduk di 
kursi sekarang karena adanya gerakan reformasi yang 
ingin menegakan demokrasi. Jelas-jelas ditinjau dari 
segala sisi, utusan golongan adalah hal yang tidak lazim 
bahkan bertentangan dengan sistem demokrasi.

***

Utusan golongan diciptakan dengan prinsip 
dimana MPR seharusnya mewakili semua golongan 
di masyarakat. Sementara DPR menjadi bagian utama 
komposisi MPR hanya  mewakili partai politik atau 
kekuatan yang memang aktif dalam politik. Golongan 
lain diluar politik diwakili MPR melalui utusan 
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golongan. Jika tidak ada utusan golongan, MPR diangap 
tidak mewakili semua lapisan dan unsure masyarakat 
Indonesia, terutama yang tidak aktif dalam partai 
politik.

Prinsip diatas benar namun operasionalisasinya yang 
jelas salah alamat. Benar bahwa MPR harus mewakili 
semua golongan masyarakat.  Namun jika hal tersebut 
dioperasionalisasikan melaui kehadiran wadah khusus 
utusan golongan, prisip itu dilaksanakan secara salah 
total.

Semua golonga sebenarnya sudah diwakili oleh 
pemilu. Dalam pemilu yang bebas dan universal 
berlaku kaidah suffrage. Semua orang dewasa, apapun 
jenis kelami, warna kulit, agama, profesi, hobby, jenis 
pekerjaan mempunya hak yang sama dalam pemilu. 
Semua golongan bebas memilih siapapun yang mereka 
percaya untuk mewakili mereka dilembaga perwakilan 
rakyat. Hasil pemilu itu adalah utusan semua golongan 
tanpa kecuali secara paling sah. Tidak diperlukan 
sebuah wadah yang bernama utusan golongan lagi 
untuk golongan tertentu.

Dari sisi prosedur, konsep utusan golongan juga sama 
membingungkannya. Semua anggota perwakilan rakyat 
harus dipilih oleh rakyat yang diwakilinya.  Pemilihan 
itu apat dilakukan secara langsung oleh rakyat sendiri 
melalui pemilu. Namun pemilihan dapat pula dilakukan 
oleh dewan perwakilan daerah jika yang dipilih adalah 
anggota yang mewakili daerah itu.  
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Namun bagaimana dengan utusan golongan? Siapa 
yang memilih anggotanya? Praktek politik selama ini 
menunjukan bahwa utusan golongan itu diangkat oleh 
presiden atau oleh KPU sejak era reformasi. Sementara 
kita tahu KPU berisikan wakil partai politik dan 
pemerintah. Ini berarti utusan golongan mewakili pihak 
yang mengangkatnya(partai politik dan pemerintah), 
bukan mewakili golongan yang dimaksud. Golongan  
yang di wakili tidak memilih sendiri secara bebas siapa 
utusanya dalam golongan itu.

Dari sisi klasifikasi utusan golongan itu tidak 
kalah ngawurnya. Diatur bahwa utusan golongan 
mewakili golongan agama, perempuan, penyandang 
cacat, ekonomi,  dan badan kolektif, etnis minoritas, 
budayawan, cendikiawan, ilmuwan, PNS, mahasiswa, 
pemuda, dan LSM, serta veteran perintis kemerdekaan.

Menjadi pertanyaan, siapa yang punya otoritas 
menentukan golongan mana yang harus punya wakil. 
Jika penyandang cacat diwakili, mengapa penduduk 
usia lanjut tidak ada wakilnya?, jika etnis minoritas 
diwakili, mengapa fakir miskin tida? Jika agama besar 
diwakili, mengapa aneka gerakan spiritual yang kini 
subur di luar agama besar tidak di wakili?

Mengapa pula PNS diwakili oleh lima orang, mengapa 
wakil PNS itu lebih banyak dari wakil agama Kristen, 
Katholik, dan Buddha digabung menjadi satu? Mengapa 
pula penyandang cacat diwakili oleh dua orang?, lalu 
cacat yang mana yang harus diwakili? Apakah mereka 
orang yang cacat berbicara, cacat menengar, cacat 
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penglihatan, atau cacat berjalan? Jika jatah dua orang 
itu untuk cacat mlihat dan mendengar, bagai mana 
dengan yang cacat bicara dan cacat berjalan?semua itu 
menggambarkan kekacauan konsep utusan golongan 
itu dalam ketatanegaraan kita.

***

Sungguh mengherankan untuk menghapus utusan 
golongan yang secara terang benderang begitu jelas 
kelirunya, para anggota MPR yang terhormat, di era 
reformasi juga tidak mampu. Mereka memilih jalan 
aman menunda persoalan sampai tahun depan.

Seandainya yang menentang penghapusan utusan 
golongan datang dari utusan golonan sendiri, itu bisa 
dipahami. Mereka memang sedang berjuang untuk 
kepentinga kelompoknya sendiri, bukan kepentingan 
prinsip demokrasi. Bahkan TBI/POLRI juga masuk 
akal untuk membela keberadaan utusan golongan. Jika 
TNI/POLRI kelak dihapus dari keanggotaan DPR, TNI/
POLRI masih bisa masuk MPR melalui jalur utusan 
golongan.

Namun sulit membayangkan mengapa aneka 
partai besar ikut-ikutan menjadi tidak bisa bersikap 
tegas. Jika tidak salah data, PDI-P adalah partai yang 
membela keberadaan utusan golongan, sehingga tidak 
di amandemen oleh ST MPR 2001. Karena didukung 
oleh PDI-P , ditambah dengan suara TNI/Polri dan 
utusan golongan sendiri , pihak lain jadi mengkerut. 
Mereka yang ingin menghapuskan utusan golongan dan 
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membuat komposisi MPR hanya terdiri atas anggota 
DPR dan PD yang dipilih rakyat, mengurungkan niat.

Hitungan sederhana, jika dipaksakan voting, tanpa 
dukungan PDI-P  kuorum mungkin tidak tercapai, 
senadainya pun tercapai,mayoritas 2/3 dari kuorum 
tidak terpenuhi. Padahal untuk mengubah pasal 
dibutuhkan prasyarat mayoritas 2/3 dari kuorum. 
Akibatnya ramai-ramai semua partai menunda masalah 
amandemen utusan golongan di tahun 2002.

Ini adalah sebuah ironi dari PDI-P. padahal partai itu 
adalah partai terbesar. Partai pemenang pemilu. Di era 
Orde Baru partai itu dikenal menderita karena represi 
rezim otoriter. Dalam pemilu bebas pertama setelah 32 
tahun rezim orde baru, public berbondong bondong 
memilih PDI-P, karena simpati atas penderitaannya. 
Diduga kerena menderita di rezim yang otoriter, kelak 
PDI-P akan berjuang mati-matian membela prinsip 
dasar demokrasi.

Namun semakin hari, PDI-P tampak semakin 
konservatif , semakin khawatir dengan perubahan yang 
mendasar. Padahal muara dari perubahan mendasar 
, untuk kasus golongan dan komposisi MPR, itu 
adalah tujuan penerapan prinsip demokrasi. Tidak 
mengherankan jika public mulai bertanya, dimana 
tanggung jawab PDI-P selaku partai pemenang pemilu 
diera pemilu pertama reformasi?

Hanya ada dua kemungkina mengapa PDI-P menolak 
menghapus utusan golongan dalam ST MPR 200, 
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kemungkinan pertama adanya kepentingan jangka 
pendek. Dengan membela utusan golongan PDI-P akan 
mendapatkan dukungan 65 suara utusan golongan dan 
38 suara TNI/Polri. Untuk aneka maneuver selanjutnya 
di MPR, utusan golongan dan TNI/Polri akan membalas 
jasanya mendukung PDI-P . itu semata mata kepentingan 
kelompok aliansi yang tidak berhubungan dengan visi 
politik apa pun.

Kemungkinan kedua,ada visi politik lebih jauh yang 
mendasari  sikap PDI-P. kepentingan PDI-P justru 
sangat jangka panjang dan visioner bagi kelangsungan 
hidup Indonesia. Bagi PDI-P,utusan golongan dan TNI/
Polri adalah elemen yang mendasar dalam kehidupan 
bangsa yang kehadirannya dalam lembaga tinggi MPR 
justru untuk memperkuat MPR. Sehingga MPR benar-
benar representative.

Itu tentu visi politik yang sah, namun harus dikatakan 
visi itu bukanlah visi yang lahir prinsip demokrasi. 
Alasan dibagian tengah tulisan ini, penulis sudah 
menjelaskanya. Sangat disayangkan jika partai terbesar 
PDI-P, memperjuangakan visi politk yang berbeda 
bahkan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Citra 
PDI-P dimata public luas akan terganggu, public 
akan mengambil sikap. Jika demokrasi yang hendak 
diperjuangkan, berarti tidak bisa lagi diharap hal itu 
bisa diperjuankan melalui PDI-P.

PDI-P tidak akan dikenang seperti partai konres 
di India atau ANC di Afrika Selatan. Dua partai 
itu adalah partai terbesar dinegaranya di era awal 
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transisi demokrasi., yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan dan mengoperasikan prinsip demokrasi. 
Megawati tidak akan pernah disamakan oleh Nehru 
atau Nelson Mandela yang gigih mempersatukan 
partainya agar konsisten untuk memperjuangkan 
prinsip demokrasi.

PDI-P mungkin tetap menjadi partai besar atau 
terbesar dalam satu atau dua pemilu berikutnya. Namun 
tidak akan pernah dikenang sebagai partai bersejarah, 
yang secara sadar mengambil tanggungjawab zaman.

Pihak-pihak yang demokrat di PDI-P harus cepat 
bertindak. Jangan biarkan partai yang potensial 
itu “dibajak” oleh kekuatan konservatif  yang akan 
memperburuk citra partai bahkan mempersulit transisi 
Indonesia menuju demokrasi. Masih ada waktu bagi 
PDI-P untuk kembali ke image semula, menjadi partai 
yang memperjuangkan agenda demokrasi sesuai dengan 
namanya”Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

Setahun lagi Negara kita tertunda memiliki desain 
politik baru, yang lebih demokratis. Ketidakpastian 
agenda reformasi semakin tinggi. Ironisnya, ketidak 
pastian itu justru turut diciptakan oleh PDI-P, yang 
dulu pernah menjadi tumpuan harapan. PDI-P kini 
harus menentukan sikap. Apakah ingin membuat 
sejarah, atau ditinggalkan sejarah? **  
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Poso, Idul Fitri dan Natal

Indonesia di bulan Desember tahun 2001. Tanggal 25 
di bulan itu, umat Kristiani merayakan Natal. Tanggal 
16 dan 17 di bulan yang sama, umat Islam merayakan 
Idul Fitri. Dua hari besar bagi penganut agama, Kristen 
dan Islam, mengingatkan pentingnya agama bagi 
perdamaian sunia yang sejati.

Namun di Poso, Sulawesi Tengah, hal sebaliknya 
yang terjadi. Pada awal Desember, bahkan sudah tiga 
tahun lamanya, agama (Kristen versus Islam) justru 
menjdai basis konflik kekerasan. Lebih dari 80 rumah 
ibadah kedua belah pihak dihancurkan.

Di daerah kecil itu, lebih dari 500 nyawa melayang. 
Ribuan rumah penduduk porak-poranda, berikut 
dengan berbagai gedung publik seperti perkantoran 
dan sekolah. Selama konflik, kerugian diperkirakan 
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mencapai lebih dari 300 miliar rupiah, pada saat 
ekonomi sedang krisis. Tidak terhitung kerugian 
yang berbentuk psikologis, seperti rasa ketakutan, 
kebencian, kesedihan dan kemarahan massal. 

Pihak yang bertikai memang sudah menandatangani 
kesepakatan di Malino. Di minggu ketiga Desember 
2001, pemerintah dibawah Menko Kesra Jusuf Kalla 
berhasil menjadi mediator dan fasilitator. Upaya 
mediator itu didampingi pula oleh pemimpin umat 
Kristen dan Islam di tingkat lokal maupun di tingkat 
nasional (MUI dan PGI). Diharapkan resolusi konflik 
itu akan merembes ke tingkat akar rumput.

Kesepakatan formal itu semoga menjadi pemandu 
dan awal kehidupan baru di Poso. Agama diharapkan 
tidak lagi menjadi basis konflik, tetapi sebaliknya justru 
menjadi motif perdamaian dan berkah bagi semua, 
seperti yang dipesankan baik oleh Natal maupun Idul 
Fitri.

Walau harus optimis dan mendorong kemajuan, 
sikap kritis kita yang meragukan tetap baik untuk 
dipelihara. Dengan sikap kritis itu, minimla semua 
pihak menjadi awas untuk tetap melihat kendala 
apa yang ada dilapangan, serta kesulitan apa yang 
mungkin menghadang di Poso, atau di daerah rawan 
lainnya. Dengan demikian, upaya resolusi (pemecahan) 
konflik dan perdamaian akan lebih realistis, dan lebih 
antisipasif atas kemungkinan terburuk.

***
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Atas kasus konflik bernuansa SARA di Poso, 
menarik untuk memperhatikan hasil survey tentang 
tema itu. Survey dilakukan oleh Pusat Studi Demokrasi, 
Universitas Jayabaya, bekerjasama dengan OTO/USAID, 
pada Maret dan April 2000. Responden sebanyak 2.000 
(500 per kota) dipilih secara acak terstratifikasi yang 
mewakili semua segmen status ekonomi di Jakarta, 
Makasar, Surabaya dan Solo. Hasil survey yang 
dilakukan satu setengah tahun lalu masih relevan untuk 
dijadikan basis analisis karena dalam jangka waktu itu 
belum banyak perubahan yang terjadi.

Berdasarkan survei itu, sangat nyata sebenarnya tidak 
ada masalah dengan mayoritas penduduk. Persoalan ada 
pada apa yang disebut dalam ilmu politik sebagai the 
active minority. Istilah itu merujuk hanya sekelompok 
kecil dari penduduk, dari masing-masing agama, yang 
bertindak ekstrem. Namun Karena segelintir penduduk 
itu sangat aktif dan mobil, serta menguasai tata cara 
mobilisasi the silent mayority, keseluruhan wilayah 
terlibat. The active minority itu yang harus menjadi 
sasaran utama.

Menurut hasil survey, mayoritas masyarakat 
Indonesia (lebih dari 90 persen) adalah masyarakat 
yang toleran atas keberagaman agama, etnis dan status 
ekonomi. Hanya sedikit sekali (kurang dari 10 persen) 
dari masyarakat itu yang memiliki persepsi negative 
atas keberagaman.

 Mayoritas responden dari berbagai latar belakang, 
agama, etnis dan status ekonomi, merasa nyaman 
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dengan keberagaman yang ada. Mereka merasakan ada 
kesempatan yang sama dalam mencari nafkah dengan 
mereka yang beda agama (94,3 persen); dengan mereka 
yang berbeda etnis/suku (90,8 persen); dan dengan 
pendatang (jika mereka penduduk asli) ataupun 
dengan penduduk asli jika mereka pendatang (92,9 
persen). Yang merasakan terjadinya diskriminasi 
karena identitas yang mereka punya hanya 5,4 persen 
(untuk beda agama), 8,6 persen (untuk beda suku) dan 
6,4 persen (untuk pendatang atau penduduk asli).

Dalam soal karier (seperti karier didunia politik), 
mayoritas reponden juga merasakan kenyamanan yang 
sama atas keberagaman. Mereka merasa tidak dibedakan 
hanya Karen agam yang dipeluk (91,5 persen), tidak 
dibedakan hanya karena asal muasal etnis/suku (90 
persen) atau tidak dibedakan hanya karena pendatang 
atau penduduk asli (91,3 persen).

Mereka yang memiliki persepsi atau pandangan 
negatif atas keberagaman, seperti masa didiskriminasi, 
cukup kecil. Yang merasa didiskrimasi dalam karier 
karena agama yang dipeluk sebesar 8,7 persen, Karen 
asal muasal etnis/suku (9,3 persen), karena mereka 
pendatang atau penduduk asli (7,7 persen).

Mayoritas responden juga punya pengalaman yang 
menyenangkan dengan keberagaman itu. Lebih dari 
95 persen dari responden merasa diperlakukan secara 
wajar, dengan bersahabat atau bahkan dianggap seperti 
berasal dari identitas yang sama. Yang merasa dimusuhi 
atau dicurigai hanya 3 persen (oleh yang lain agama), 
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2,4 persen (oleh yang lain suku/etnis) dan 3 persen 
(oleh pendatang atau penduduk asli).

Fakta itu menceritakan, dalam kondisi negara yang 
normal, Indonesia adalah Negara  plural yang toleran 
dan damai. Mayoritas penduduknya merasa nyaman 
dengan keberagaman itu. Mereka yang berpersepsi 
negatif atas keberagaman hanyalah kelompok kecil 
yang kurang dari 10 persen. (untuk kasus kesempatan 
sosial) dan kurang dari 3 persen (untuk kasus merasa 
dimusuhi atau dicurigai).

Namun kondisi masa transisi di Indonesia memberikan 
suasana tersendiri. Dalam ilmu politik, kondisi transisi 
itu menjadi political opportunity structure  (kondisi 
yang member insentif) bagi munculnya aneka protes 
sosial dan kerusuhan. Krisis ekonomi, suasana yang 
tidak pasti dan pertikaian politik antar elite yang 
berpengaruh merembes dan meradikalkan berbagai 
segmen masyarakat.

***

Kerusuhan dan konflik SARA itu dapat lahir secara 
alami. Sekelompok kecil yang berpersepsi negatif atas 
keberagaman (yang kurang dari 10 persen itu) mampu 
mengorganisasi diri untuk melampiaskan persepsi dan 
pengalaman buruknya. Disisi lain, konflik itu dapat 
juga direkayasa (tidak alami). Isu SARA dijadikan 
political resources (sumber daya politik). Yang sengaja 
dimanipulasi oleh elite yang bertikai untuk tujuan 
politik dan ekonomi tertentu dalam rangka pertarungan 
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kekuasaan belaka.

Serangan dari satu kelompok dibalas oleh sekelompok 
yang diserang, sampai akhirnya konflik itu mengalami 
eskalasi. Hasil dari eskalasi itu dapat saja kerusuhan 
massal yang brutal dan berdarah seperti terjadi di 
berbagai wilayah Indonesia.

Konflik dan kerusuhan yang bernuansa SARA 
di era transisi di Indonesia menjadi laten, mungkin 
selalu timbul dan ditimbulkan. Harga dari konflik dan 
kerusuhan itu sangatlah mahal dan menjadi kendala 
yang serius bagi lahirnya masyarakat plural yang equal 
dan damai. Dari sisi demokrasi, harga termahal yang 
mesti dibayar adalah rusaknya common citizenship. 
Ada tiga elemen dari common citizenship yang dapat 
rusak karena konflik dan kerusuhan bernuansa SARA.

Pertama, prinsip kewarganegaraan. Dalam Negara 
demokrasi, identitas seseorang (agama, suku, 
pendatang atau penduduk asli) tidak boleh menjadi isu 
public yang dapat mendiskriminasikan seseorang dari 
kesempatan sosial dan jabatan publik. Namun konflik 
bernuansa SARA justru menegaskan bahwa identitas 
seseorang (agama, etnis,  pendatang/penduduk asli) 
menjadi masalah dan bahkan dapat menyebabkan jiwa 
terancam. Seseorang tidak hanya didiskrimasi tapi 
terancam keselamatannya, bukan Karen tindakan yang 
dilakukannya, tapi semata-mata karena identitasnya.

Kedua, prinsip kebangsaan. Dalam demokrasi, 
semua warga Negara yang beragam mesti berada ada 
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dalam rasa satu bangsa yang sama. Perasaan itu sangat 
penting karena ia dapat menjadi dasar dari kerja yang 
sama dan saling percaya (social trust) yang melintasi 
keneragaman SARA. Namun konflik dan kerusuhan 
bernuansa SARA justru menegaskan, kelompok yang 
beragam itu bukan saja tidak dapat bekerjasama 
tetapi menjadi musuh satu sama lain. Politik menjadi 
zero sum game, keberuntungan satu kelompok sosial 
hanya mungkin dicapai dengan membuat rugi atau 
menghancurkan kelompok sosial lainnya.

Ketiga, prinsip pluralitas.    Dalam demokrasi, 
keberagaman dipahami secara positif dapat membuat 
unsur yang beragam itu bersinergi satu sama laim 
menuju manfaat bersama (common interest). Perbedaan 
kepentingan diselesaikan dengan kompetisi yang tidak 
mempersoalkan identitas seseorang. Namun konflik 
dan kerusuhan bernuansa SARA justru menegaskan, 
keberagaman adalah musibah. Aliansi dan kerja sama 
yang didasarkan pada kepentingan bersama yang 
mengatasi perbedaan SARA dianggap pengkhianatan 
atas identitas SARA masing-masing. Karena buruknya 
konflik dan kerusuhan bernuansa SARA itu bagi 
transisi Indonesia menuju demokrasi, upaya meredam 
konflik dan kerusuhan bernuansa SARA harus menjadi 
prioritas. Mayoritas responden sendiri menyarankan 
agar pemerintahan baru bertindak setegas mungkin 
kepada pihak yang memobilisasi terlibat konflik itu. 

Diharapkan pula agar kebijakan public pemerintahan 
baru bersifat nonsekretarian (tidak hanya ingin 
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menguntungkan kelompok SARA tertentu).

Namun ketimbang pemerintaha pusat, mayoritas 
responden lebih mempercayai pemimpin informal 
didaerah dan pemerintahan lokal (daerah) sebagai 
pihak untuk mengatasi konflik dan kerusuhan SARA 
itu. Desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat 
menjadi insentif bagi menguatnya pemerintah daerah 
dan pemimpin informal local. Pada gilirannya, penguatan 
itu menjadi positif pula bagi upaya penyelesaian, dan 
pencegahan konflik di masa datang.

Bagi umat Kristen dan Islam, pada Desember ini 
seharusnya menjadi momentum dan perenungan yang 
dalam. Baik Natal maupun Idul Fitri 2001 terjadi di bulan 
ini, dan hanya berjarak sekitar seminggu. Tentu sebuah 
langkah maju, diantara Idul Fitri dan Natal (setelah 
Idul Fitri sebelum Natal), pihak Kristen dan Islam di 
Poso bersepakat untuk berdamai. Mayoritas penduduk 
Poso kita yakini memang mengharap datangnya suasana 
damai.

Namun the active minorit, seperti yang ditunjukkan 
oleh survei, adalah kelompok yang paling sukar diraba. 
Kelompok kecil di masing-masing agama itu selama 
ini menjadi penyulut konflik. Ideologi, keyakinan dan 
tabiat kelompok kecil itu acap kali jauh lebih keras dan 
tidak dapat diatasi hanya melalui formalitas kesepakatn 
diatas kertas. Demi kepentingan kelompok yang lebih 
besar, pemerintah mesti memberikan perhatian ekstra 
dan pendekatan khusus kepada the active minority itu. 
**
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Bom Bali :                           
The Event of the Year 2002

Di Indonesia, di tahun 2002, peristiwa apakah yang 
terjadi paling dramatis, yang menjadi pusat pemberitaan 
dalam jangka waktu lama, dan yang efeknya bagi 
kehidupan orang banyak sangat terasa? Dari sekian 
peristiwa menghebohkan, Bom Bali pada 12 Oktober 
2002 dapat dinobatkan menjadi the Event of the Year 
2002.

Sangat jarang Indonesia menjadi pusat berita dunia. 
Namun bom yang meledak di Bali menjadi perkecualian. 
Pada banyak pers Australia, kisah Bali menjadi top 
story selama berminggu-minggu. Separuh dari korban 
bom Bali yang menyebabkan lebih dari 180 orang 
tewas berasal dari Australia. Di Amerika Serikat, Bali 
juga menjadi hot issue dan headline di CNN, Time, 
Newsweek, Washington Post, New York Times dan 
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aneka media utama lainnya. Setelah tragedi September 
2001, bom Bali dianggap aksi terorisme terbesar.

Bagi politik dan ekonomi domestic Indonesia, 
Bom Bali menjadi peristiwa terbesar, terpenting dan 
terburuk dilihat dari tiga hal. Pertama, efek ekonomi 
dan politik yang disebabkannya. Kedua, terror di bali 
menjadi modus baru aksi terror yang berbeda dengan 
aksi terror generasi sebelumnya. Ketiga, Bom Bali juga 
menjadi picu terbongkarnya sebuah jaringan kejahatan 
politik dengan kedok agama yang sangat berbahaya.

Pekerjaan besar yang tersisa pada 2003 adalah 
bagaimana menuntaskan persang atas terorisme demi 
rasa nyama publik luas. Tokoh yang melakukan terror 
dapat saja semuanya ditangkap. Namun paham yang 
berada dibalik aksi terror itu mungkin selalu hidup 
atau dihidupkan kembali. Peham itu berbahaya karena 
pada gilirannya dapat kembali menyebabkan aksi terror 
berikutnya yang mungkin lebih besar.

***

Efek yang paling terasa dari Bom Bali adalah 
meluasnya perasaan terancam. Tidak hanya warga 
asing, terutama dari Amerika Serikat dan Autralia yang 
merasa terancam, penduduk Indonsia juga merasakan 
hal yang sama. Betapa tidak? Bom itu membabi-buta 
dapat membunuh siapa saja secara massal. Kakek, nenek, 
bapak, ibu, anak muda, si kaya, si miskin, dimanapun, 
apapun agamanya berpotensi menjadi korban.

Lihatlah betapa dahsyat kekejaman bom Bali. Begitu 
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banyak jasad yang tidak lagi dikenali. Begitu banyak 
potongan tubuh yang tercecer. Banyak pula mayat yang 
kaku dengan aneka posisi. Sebelum korban menyadari 
apa yang terjadi, ia sudah menjadi mayat. Begitu 
banyak keluarga yang kehilangan kerabat, kekasih, 
anak, saudara yang disayangi. Padahal mereka tidak 
tahu menahu soal apapun yang dibenci oleh kelompok 
teroris itu.

Bali pun berubah, dari surge dunia menjadi neraka 
yang dijauhi. Sebelumnya, Bali dianggap tempat wisata 
paling favorit di Asia. Namun setelah bom meledak, 
begitu banyak negara yang memberlakukan travel 
banned, larangan berkunjung ke Bali. Secara mendadak, 
bali menjadi sangat sepi. Seketika itu pula kehidupan 
ekonomi penduduk disana terganggu secara signifikan.

Hunian kamar hotel yang biasanya di atas 60 persen, 
bahkan diatas 80 persen pada akhir tahun, merosot 
drastis hanya dibawah 30 persen. Pemutusan hubungan 
kerja secara massal mengancam Bali. Indonesia juga 
menderita citra yang semakin buruk. Country Risk 
untuk berbisnis di Indonesia semakin parah. Akan 
semakin sedikit investor yang datang. Bahkan investor 
ada juga yang berpotensi hengkang, perhi ke tempat 
lain yang lebih aman. Akibatnya, pengangguran dan 
krisi ekonomi terus mengancam.

Bom Bali juga mengungkapkan modus baru aksi 
terorisme yang berbeda dengan terorisme generasi 
sebelumnya. Sulu, aksi terror hanya mengambil 
korban secukupnya. Korban diperlakukan hanya 
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untuk menarik perhatian dunia. Sengaja korban itu 
dibuat minimal, Karena kelompok teroris masih ingin 
mendapatkan simpati dunia. Mereka tidak punya 
cara lain mendapatkan perhatian, kecuali dengan cara 
kekerasan.  

Namun kini aksi terorisme justru ingin 
memaksimalkan jumlah korban. Semakin besar jumlah 
korban, semakin aksi terorisme itu dianggap berhasil. 
Diledakkannya bom di Sari Club dengan pertimbangan 
maksimalisasi korban. Sama halnya dengan dipilihnya 
Worl Trade Center untuk diledakkan. Kelompok teroris 
tidak lagi peduli apakah aksi mereka mendapatkan 
simpati dunia. Kemarahan dan kebencian tampaknya 
sudah begitu dalam, dan menimbulkan sebuah fantasi 
kenikmatan untuk membunuh korban sebanyak 
mungkin, dengan efek sedramatis mungkin.

Dulu, aksi terorisme dilakukan secara terbuka. 
Tidak lama setelah aksi terror dilakukan, akan muncul 
klaim dari pihak tertentu, melalui Koran atau saluran 
lain, yang mengaku sebagai pelaku. Kelompok teroris 
kemudian menyebutkan apa yang menjadi tujuannnya. 
Mungkin mereka ingin sebuah konsesi politik tertentu, 
atau hanya sekedar kompensasi keuangan dalam jumlah 
besar.

Namun kelompok teroris sekarang sudah sma 
sekali berbeda. Mereka justru ingin menyembunyikan 
identitas. Nomor mesin mobil yang digunakan untuk 
meledakan bom sudah dirusak. Tidak ada klaim dari 
pihak manapun setelah Bali meledak. Tidak jelas pula 
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apa yang menjadi tujuan ledakan itu. Semua serba 
rahasia dan tertutup. Adalah kecanggihan pihak polisi 
yang mampu mengungkapkannya.

Dulu terorisme beraksi dengan target yang strategis. 
Mereka tidak ingin mengorbankan pihak lain yang 
tidak terlalu terkait dengan konflik. Mereka mungkin 
menculik seorang tokoh atau pejabat Negara. Mereka 
mungkin menyandera staf kantor kedutaan. Atau 
mereka menyerang basis pertahanan seperti Pearl 
Harbour. Public luas memahami bahwa korban memang 
berurusan dengan persoalan konflik.

Namun aksi terror sekarang sudah sangat berbeda. 
Mereka tidak peduli lagi siapa yang menjadi target. 
Maka sebuah klub malam si Bali, seperti Sari Club atau 
Paddy’s Club dijadikan sasaran. Tak peduli siapa yang 
mati disana, dan apakah korban memang terkait atau 
tidak dengan isu konflik. Tidak hanya warga asing yang 
mati disana. Penduduk Indonesia juga mati. Korban 
yang nyata di Bali datang dari berbagai agama. Jelaslah 
ini kejahatan yang sempurna dan buta.  

Bali sebagaimana World Trade Center menjadi 
monumen berkembangnya aksi terorisme jenis baru, 
yang lebih jahat, lebih terorganisir dan lebih nekat. 
Semua tahu aksi terorisme itu tidak terkait dengan 
agama mana pun. Pada dasarnya semua agama memusuhi 
terorisme, memusuhi pembunuhan secara membabi-
buta.

Namun kelompok teroris dapat saja memainkan 
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sentimen agama demi mendapatkan simpati publik luas. 
Ini pula yang membuat aksi terorisme jenis baru lebih 
berbahaya. Pembunuhan massal ayang kejam itu dapat 
dipersepsikan sebagai perang suci yang diwajibkan 
Tuhan. Akibatnya kenekatan kelompok teroris sangat 
tinggi. Bahkan mereka tidak takut mati karena mati itu 
ditafsir secara buta sebagai mati di jalan yang benar, dan 
mendapat ganjaran yang lebih baik di dunia akhirat.

***

Pelaku yang sebenarnya dari Bom Bali tengah diusut. 
Pengadilan yang nanti memutuskan pakah ada sebuah 
jaringan di belakang Bom Bali yang divonis bersalah. 
Sebelum vonis pengadilan, semua tuduhan harus 
dianggap sebagai bukti awal yang mungkin benar dan 
mungkin salah.

Sambil menunggu keputusan pengadilan, polisi 
agaknya mulai berhasil membongkar sebuah jaringan 
terorisme. Jelaslah ini prestasi yang sangat luar biasa. 
Jika pengusutan polisi itu terbukti, jajaran polisi dan 
Menko Polkan selaku pimpinan tertinggi pemberantasan 
terorisme layak dinobatkan sebagai the men of the Year 
2002 untuk Negara Indonesia.

Sejak reformasi, begitu sering kita dilanda oleh terror 
bom. Tak tanggung-tanggung, bom itu meledak di 
tempat ibadah, mulai dari gereja sampai Mesjid Istiqlal. 
Bom juga meledak di malam Natal dan malam Idul 
Fitri, ketika publik hening ingin menikmati kedamaian 
dengan Sang Pencipta.
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Sejak reformasi, kita juga dibingungkan dengan 
meluasnya konflik horizontal. Berbagai kekerasan 
dengan nuansa agama di berbagai daerah meluas. 
Terutama di Ambon dan Poso, konflik horizontal itu 
terkesan sangat sulit diatasi karena ada kelompok 
terorganisir yang bermain.

Jika segala hal berjalan lancer, jaringan terorisme 
dibalik banyak bom itu akan segera terbongkar. 
Bahkan kelompok itu pula dianggap bertanggung 
jawab, sebagian, dengan aneka konflik horizontal di 
daerah lain. Lebih dari itu, kelompok itu diduga sudah 
berjaringan internasional di kawasan Asia Tenggara. 
Polisi sendiri negatakan, hamper pasti bahwa Jemaah 
Islamiyah berada dibalik banyak terror kekerasan di 
Indonesia, bahkan si Asia tenggara.

Penagkapan dan pengadilan atas pelaku bom itu 
sangat penting. Namun juga tidak kalah pentingnya 
dalah melawan ideologi atau paham dibalik aksi 
terorisme. Kita menolak mengaitkan paham itu dengan 
agama Islam. Bagi kita, islam adalah agama yang suci 
dan cinta damai. Namun paham yang berbahaya itu 
“membajak” agama Islam, dan menggunakan simbol-
simbol Islam untuk merebut simpati publik luas.

Pada 2003, tinggal beberapa hari lagi. Di tahun itu 
pengadilan atas Bom Bali akan digelar. Para pelakunya 
akan segera diadilidan diberikan ganjaran yang setimpal 
jika memang mereka terbukti bersalah. Namun, paham 
dan ideology dibalik terorisme itu masih terus hidup. 
Adalah tugas agamawan, terutama dari komunitas 
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Islam, untuk mgisolasi paham yang berbahaya itu agar 
tidak menjadi racun bagi public awam di tahun 2003 
dan selanjutnya. 

Tokoh puncak dari NU dan Muhammadiyah, 
ataupun aktivis muda dan jaringan Islam liberal sudah 
sering menyatakan bahwa terorismeitu bertentangan 
dengan ajaran Islam. Pada 2003, para tokoh dari Islam 
Mainsteram itu harus bekerja lebih keras, agar paham 
yang berbahaya itu tidak lagi “membajak” agama Islam, 
yang justru “memburuk-burukkan” citra Islam itu 
sendiri sebagai agama suci dan damai. **
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Lemahnya Komunikasi 
Politik

Bayangkan skenario seperti ini. Jauh hari sebelum 
kenaikan harga BBM, listrik dan telepon di awal tahun 
2003, Presiden Megawati secara khusus berpidato di 
TVRI dan RRI secara langsung. Beberapa stasiun TV 
dan radio swasta juga diminta menyiarkan acara itu. 
Bahkan berbagai wartawan dari media cetak diberi 
tempat untuk meliput. 

Dalam siaran itu, Megawati menyampaikan rencana 
kenaikan harga BBM, listrik dan telepon. “Saudara-
saudara sebangsa dan setanah air” ujar Megawati 
memulai pidatonya. “Demi menciptakan iklim ekonomi 
yang lebih sehat, pemerintah terpaksa mengambil sebuah 
kebijakan yang mungkin tidak popouler. Kepentingan 
yang lebih luas, “Megawati menyambung “memaksa 
saya meminta pengertian Saudara-saudara sekalian 
untuk merelakan pengurangan subsidi”. Lalu Megawati 
memaparkan alasan mengapa subsidi atas BBM, listrik 
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dan telepon itu perlu dikurangi. Para pembantunya 
juga sudah menyiapkan table dan diagram yang mudah 
dibaca. Dalam table itu, tergambar angka-angka yang 
sederhana yang memperkuat argument perlunya subsidi 
dikurangi. Diproyeksikan apa keuntungan kita sebagai 
bangsa dalm jangka pendek dan jangka panjang melalui 
kebijakan itu. 

“Namun Saudara sebangsa sekalian” ujar Megawati 
lagi “Saya tahu, kenaikan harga ini akan menyulitkan 
sebagian besar kita. Karena itu, pemerintah menyiapkan 
beberapa kebijakan kompensasi untuk penduduk yang 
masih dalam garis kemiskinan, disiapkan beberapa 
kompensasi dibidang kesehatan, pendidikan, dan 
penyedia sembako murah. Sementara untuk kalangan 
pengusaha, agar terus dapat berusaha dan tidak 
menambah pemutusan hubungan kerja, dipersiapkan 
aneka kemudahan dan pengurangan pajak.”

Lalu kembali Megawati kembali memaparkan 
angka dan grafis secara detil mengenai kompensasi 
dan kemudahan pajak yang akan diberikan. Kembali 
Megawati memberikan analisis apap yang terjadi jangka 
pendek dan jangka panjang dengan aneka kompensasi 
serta kemudahan itu bagi masyarakat yang ditargetkan. 

Untuk menyentuh rasa keadilan masyarakat, Presiden 
Megawati dalam siaran langsung itu juga memaparkan 
rencana pemberantasan korupsi. Bagaimanapun para 
koruptor telah menggerogoti keuangan Negara yang 
membuat Negara menjadi bangkrut seperti sekarang. 
Jika perlu, ada pula pengumuman satu atau dua pejabat 
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tinggi, yang diberhentikan dari jabatannya, tentu 
dengan bukti yang bersangkutan mengkomersilkan 
jabatannya. 

Dinyatakan pula dalam pidato, Megawati sudah 
mengumpulkan pihak yang terkait untuk diajak 
bicara. Presiden Megawati, mengundang pengurus 
KADIN dan aneka asosiasi pengusaha untuk berdiskusi 
soal kenaikan itu. Juga presiden mengundang wakil 
para buruh, mahasiswa dan kalangan pers. Tak lupa 
Megawati mengajak DPR untuk sekali lagi menguji baik 
buruk pengurangan subsidi BBM, listrik dan telepon. 

Jika komunikasi politik itu dilakukan, niscaya 
pemerintah akan tetap dapat menaikan harga BBM, 
listrik dan telepon, tanpa perlawanan yang berarti. 
Niscaya Megawati tidak akan mengalami kesulitan 
seperti sekarang. Pertanyaannya, mengapa komunikasi 
politik sederhana seperti diatas tidak kunjung pula 
dilakukan oleh Presiden Megawati? Bukankah sejak 
lama sudah banyak kritik dan rekomendasi yang 
menyoroti pentingnya komunikasi politik itu? Apa 
yang sebenarnya terjadi?

***

Karena komunikasi model diatas tidak dilakukan, 
maka demonstrasi atas harga BBM, telepon dan listrik 
membuat dilemma pemerintah. Gelombang aksi protes 
itu sudah sedemikian meluas. Dari sisi geografis, aksi 
itu terjadi hampir di semua kota besar di seluruh 
Indonesia. Dari sisi partisipasi, hampir semua kalangan 
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terlibat. Tak hanya buruh dan mahasiswa yang menjadi 
pemain utama aksi protes, tetapi para ibu rumah tangga 
sampai pengusaha, juga sudah terlibat.

Menjelang pemilu 2004, dengan sendirinya kondisi 
itu menjdai lahan empuk bagi para politisi. Disamping 
mereka peduli terhadap nasib rakyat, tentu mereka 
juga peduli dengan kepentingan politik mereka sendiri. 
Politisi pun dapat bermain sirkus memainkan sentiment 
massa. Jika politisi kebetulan bersebrangan dengna 
pemerintah dan ada niat menggantikan pemerintahan, 
tentu isu itu akan diolah sedemikian rupa. Secara 
canggih ataupun kasar, politisasi atas kenaikan harga 
dilakukan untuk menyerang Megawati. Politisasi isu 
itu akan membuat situasi semakin panas dan kompleks. 

Tinggallah pemerintaha yang berada dalam situasi 
yang serba salah. Apapun yang memenuhi tuntutan 
masyarakat untuk menunda kenaikan harga. Jika itu 
dilakukan, pada satu sisi memang pemerintah terasa 
peduli dan mau mendengar. 

Namun pada sisi lain, akan timbul citra betapa 
pemerintah bekerja secara asal-asalan. Kebijakan itu 
diambil tanpa memperhitungkan konsekuensinya, 
dan tanpa menyiapkan kondisinya dahulu. Akibatnya, 
kebijakan yang sudah diambil kini dicabut kembali. 
Timbulah citra pemerintah Megawati sangat plin-plan 
dan lemah karena mudah sekali ditekan.

Selanjutnya, apapun yang diputuskan pemerintah 
Megawati akan kembali ditekan dengan harapan akan 
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berubah kembali. Akibatnya, pemerintah Megawati 
tidak akan pernah mengambil kebijakan yang popular, 
walau kadang-kadang diperlukan. 

Mengubah kebijakan secara cepat akan merusak citra 
Megawati sendiri. Selama ini Megawati terkesna sangat 
kukuh dengan pendiriannya. Sekali ia mengangkat 
Menteri, ia tidak akan menggantinya. Sekali membuat 
kebijakan, ia akan mempertahankannya karena merasa 
kebijakan itu dibuat dengan proses yang semestinya. 
Jika kini Megawati mencabut kebijakan pengurangan 
subsidi, citra sebagai pemimpin yang kukuh dan 
konsisten itu runtuh seketika. 

Sebaliknya, jika Megawati bertahan dengan 
kebijakan sekarang, dan membiarkan harga BBM Listrik 
dan telepon naik, ia menjadi target politik yang empuk. 
Aksi protes sudah meluas sedemikian rupa. Bahkan 
patung dirinya dan Hamzah Haz dibakar massa.Oleh 
lawan politiknya, mudah sekali isu itu digunakan untuk 
mobilisasi kebencian public luas atas Megawati.

Pada satu sisi, Megawati menyadari, sulit bagi 
lawan politik menjatuhkannya sebelum pemilu 2004. 
Akibat amandemen konstitusi MPR sekarang tidak lagi 
memiliki kekuasaan seperti sebelumnya. Siding tahunan 
MPR 2003 kelak juga tidak seperkasa sebelumnya yang 
dapat menjatuhkan presiden. Pemimpin politik yang 
ada sekarang juga tidak akan untung jika presdien jatuh. 

Namun disisi lain, Megawati juga menyadari, 
dengan tidak mengubah kebijakan harga BBM, listrik 
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dan telepon, ia mengijinkan lawan politik merusak 
citranya secara maksimal. Pada ujung 2003 dan awal 
pemilu presiden kelak tahun 2004, sangat mungkin 
ia tidak sepopuler tahun 2002. Peluangnya terpilih 
kembali semakin kecil akibat mobilisasi kebencian atas 
isu kenaikan harga itu. Situasi itu membuat posisinya 
serba salah. 

***

Seandainya saja presiden Megawati dan tim di 
sekitarnya lebih memperhatikan komunikasi politik, 
situasi pemerintah tidak sedilematis sekarang. 
Persoalannya, mengapa komunikasi politik atas 
kebijakan pemrintah tidak kunjung dilakukan? Padahal 
komunikasi itu dapat dilakukan sejak dini melalui 
sosialisasi, conditioning, dialog dan marketing?

Pemerintah agaknya masih kagok dengan system 
politik demokratis. Sungguhpun sudah berubah, tradisi 
birokrasi dan politik otoriter masih dominan. Opini 
public belum dianggap penting. Pada era Soeharto yang 
otoriter, memang tidak diperlukan opnini public. Segala 
hal ditentukan dari atas. Yang penting adalah kemauan 
politik Soeharto sendiri. Apakah public protes atau 
tidak toh kekuasaan tetap kukuh tidak goyah.

Namun pada era reformasi, kekuasaan ada juga 
di masyarakat. Pers bebas, civil society jug punya 
kapabilitas politik. Dan public luas punya opini. Mereka 
perlu didengar. Mereka perlu diberi penjelasan. Mereka 
perlu dikondisikan agar setiap kebijakan pemerintah 
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dapat dimengerti dan didukung. 

Jika public mendukung, segala upaya politisasi oleh 
lawan politik akan mudah dipatahkan. Public sendiri 
tidak akan bergerak terkena provokasi oposisi politik 
jika mereka merasa memahami dan diajak bicara.

Saatnya presiden memiliki tim komunikasi politik 
diseputar presiden. Mengikuti lembaga kepresidenan 
di Amerika Serikat, tim komunikasi politik itu dapat 
diletakkan di bawah kantoe kepresidenan, atau mungkin 
kesekretariat Negara. Tim itu bertugas mencari tahu 
apa yang menjadi reaksi public jika sebuah kebijakan 
diambil. Tim itu juga dapat mengusulkan untuk 
memodifikasi sebuah kebijakan untuk mengurangi 
resistensi public.

Di dalam negara modern, bahkan tim komunikasi 
politik itu memiliki pollster dan maketing. Pollster 
bertugas melakukan jejak pendapat untuk mendapatkan 
gambaran makro reaksi public. Sementara marketing 
bertugas mencari cara sosialisasi seefektif mungkin 
agar sebuah kebijakan mendapatkan dukungan seluas 
mungkin. Memimpin sebuah Negara modern di era 
demokrasi memang lebih rumit. Namun segala hal 
menjadi lebih mudah jika kita mengikuti model sebuah 
Negara yang berhasil menjadi modern. Satu syaratnya 
adalah mempunyai tim komunikasi politik bagi 
pemimpin tertinggi. Janagan lagi pemerintah seperti 
domba yang terantup batu berkali-kali. **
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Gerakan Mahasiswa di 
Simpang Jalan?

Gerakan yang berhasil adalah gerakan yang tahu 
kapan harus mulai dan kapan harus berhenti.tanpa 
waktu yang tepat untuk memulai suatu gerakan, aksi 
protes tidak akan pernah mendapat dukungan ari 
kelompok yang beragam. Sebaliknya, tanpa kesadaran 
kapan harus berhenti, sebuah aksi protes akan 
kebablasan, dan justru akan menjadi noda hitam bagi 
gerakan itu sendiri.

Aksi mahasiswa yang kini tengah membara, tahu 
kapan harus memulai gerakan. Kenaikan harga BBM, 
Tarif dasar listrik dan telepon dilakukan secara serenta 
oleh pemerintah tanpa sosialisasi yang memadai. 
Masyarakat terkejut. Para nelayan kesulitan mencari 
nafkah karena harga solar membumbung tinggi. Para 
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ibu rumah tangga terkena pula akibat kenaikan harga 
minyak tanah dan transportasi. Dalam situasi tidak 
normal, dengan pengangguran sudah berjumlah 40 
juta, kemarahan kepada pemerintah menemukan 
momentumnya.

Itu memang saat yang tepat untuk memulai sebuah 
gerakan. Seketika aksi protes mahasiswa bak gayung 
bersambut meluas ke berbagai kota. Gerakan itu 
didukung oleh segmen masyarakat yang beragam. Tak 
hanya buruh, pengusaha pun ikut demo. Tak hanya 
kalangan populis dan “kiri”, tetapi kelompok yang 
berbasis agama dan “kanan” juga meramaikan aksi 
protes. Ibu rumah tangga dan artis tidak pula ketinggala. 
Luasnya dukungan atas aksi mahasiswa tidak bisa tidak 
membuat kita harus menyimpulkan bahwa ini memang 
saat yang tepat bagi sebuah aksi protes.

Namun, kapan gerakan mahasiswa itu harus 
berakhir? Pemerintah sudah menunda harga kenaikan 
telepon. Bahkan pemerintah sudah pula merevisi 
kenaikan harga BM dan listrik. Sebagian aspirasi aksi 
protes sudah diakomodasi pemerintah. Apakah ini saat 
yang tepat bagai gerakan mahasiswa untuk mengakhiri 
aksi protesnya?

Pada titik itu, kita melihat gerakan masiswa 
mendua. Kini mereka berada disimpang jalan. Sebagian 
berpandangan bahwa saatnya mengakhiri gerakan. Jika 
gerakan itu diteruskan, akan terjebak pada kepentingan 
politik yang leih sempit da justru buruk bagi citra 
gerakan mahasiswa itu sendiri.
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Namun, sebagian sudah tergoda oleh tujuan politik  
yang lebih radikal. Mereka ingin punya prestasi politik 
sebagaimana angkatan mahasiswa sebelumnya. Prestasi 
politik itu di ukur dari keberhasilan menurunkan 
presiden dan mengganti pemerintahan. Bagi mereka, 
yang salah bukan hanya kebijakan menaikan harga 
BBM, Tarif dasar listrik dan telepon. Yang salah adalah 
pemerintaha dan pemimpin sekarang yang memang 
sudah tidak lagi peka kepada kepentingan orang 
banyak, maka pemimpin sekarang harus diturunkan 
ditengah jalan.

***

Saya termasuk yang berpandangan bahwa saatnya 
gerakan mahasiswa diakhiri. Gerakan itu sudah 
berprestasi dan berhasil membuat pemerintah merevisi 
kebijakannya atas BBM, tarif dasar listrik dan telepon. 
Akibat gerakan mahasiswa, dimasa datang pemerintah 
sekarang mungkin akan lebih sensitif  untuk 
mengambil kebijakan yang tidak popular. Konsultasi 
public, sosialisasi, perlu dilakuakn lebih dulu sebelum 
kebijakan tidak popular diambil.

Jika gerakan mahasiswa saat ini tergoda untuk 
menjatuhkan presiden ditenga jalan, gerakan itu kan 
kebablasan. Secara politik, hampir mustahil presiden 
dapat diturunkan ditengah jalan hanya karena 
kebijakannya. Secara moral, seandainya pun berhasil, 
gerakan mahasiswa justru menjadi cacat karena tidak 
menumbuhkan kultur demokrasi yang dibutuhkan 
untuk mentradisikan pergantiam pemimpin hanya 
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melalui pemilu. Terkecuali jika pemimpin yang 
bersangkutan  melakukan pelanggaran hokum tingkat 
tinggi.

Gerakan mahasiswa harus menyadari 
keterbatasannya. Dalam konstalasi politik, mereka 
adalah kekuatan penunjang, bukan kekuatan utama. 
Kekuatan utama politik di negri ini masih berada 
di tangan pimpinan partai dan militer/kepolisian. 
Gerakan mahasiswa yang terpecah tetapi didukung 
oleh kekuatan politik yang utama, jauh lebih kuat di 
bandingkan gerakan mahasiswa yang solid dan bersatu 
tetapi tidak didukung oleh kekuatan politik utama.

Gerakan mahasiswa di era presiden Gus Dur dapat 
dijadikan perbandingan saat itu gerakan mahasiswa 
justru tepecah. Yang berbasiskan islam dan nasionalis 
mengambil posisi yang berseberangan dengan Gus Dur 
sebaliknya, gerakan mahasiswa yang “kiri” dan populis, 
justru membela Gus Dur. Dalam berbagai kesempatan, 
dua front gerakan mahasiswa itu saling serang.

Tetapi praktis kekuatan politik utama saat itu berada 
di belakang gerakan mahasiswa yang anti Gus Dur. 
Masing-masing partai besar memiliki alasan sendiri 
untuk kecewa kepada Gus Dur.   Megawati dan PDI-P 
kecewa karena Gus Dur memecat Laksamana Sukardi.  
Puncaknya, Gus Dur tidak konsisten menyerahkan 
kekuasaan operasional kepada wakil presiden seperti 
yang disepakati.

Golkar juga punya alasan sendiri untuk mengambil 
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jarak kepada Gus Dur. Jusuf Kalla, mentri andalan 
Golkar, juga dipecat Gus Dur. Dalam beberapa kali 
pertemuan dengan DPR yang dipimpin Akbar Tanjung, 
ketua umum DPP Golkar, Gus Dur memperlihatkan sikap 
yang meremehkan. PPP dan PAN juga memiliki anti pati 
yang sama. Hamzah Haz juga dipecat dari cabinet Gus 
Dur, sementara Amien Rais yang menolongnya menjadi 
presiden.

Tidak hanya partai, militer dan polisi memiliki 
alasan untuk kecewa kepada Gus Dur. Polisi melihat 
Gus Dur memainkan politik adu domba, akaibatnya 
poisi sebagai lembaga berada dalam posisi yang sangat 
berbahaya karena adanya dualsme kepemimpinan. 
Sementara itu, seajack lama tentara merasa diobok-
obok oleh Gus Dur. Tak terhitung betapa Gus Dur 
sering membuat situasi politik gunjang-ganjing karena 
pernyataanya yang controversial. Sebagai pemimpin, 
Gus Dur bukannya menenagkan situasi,tetapi justru 
sering memanaskannya.

Dalam kondisi politik seperti diatas, Gus Dur 
berhasil diturunkan dari kursi presiden. Walau 
gerakan mahasiswa terpecah belah dan melemah, tetapi 
toh berhasil menggantikan presiden. Apalagi saat itu 
konstitusi UUD 1945 masih memungkinkan pergantian 
presiden ditengah jalan. MPR(dan DPR) memiliki 
kekuasaan mutlak untuk mengganti presiden. kondisi 
politik saat ini sangat berbeda. Memang gerakan 
mahasiswa lebih solid dan bersatu. Aksi protes dari 
berbagai kalangan, dari “kiri” atau pun “kanan” tidak 
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terpecah. Mereka di cut oleh solidaritas yang sama. 

Tetapi, kekuatan elite utama sangat berbeda. Semua 
kekuatan partai besar tidak ada yang berkehendak 
menjatuhkan presiden ditengah jalan, baik Golkar, PPP, 
PAN mau pun PKB berkepentingan agar calon mereka 
yang kelak menjadi presiden. Dunia internasional 
dan public mood politik domestic hanya memberikan 
legitimasi tinggi jika mereka merebutnya melalui 
pemilihan umum. Bukankah waktu pemilihan umum 
tinggal satu tahun lagi.

Jika presiden Megawati dijatuhkan sekarang, belum 
tentu kursi presiden jatuh ke tangan presiden. Belum 
tentu pula pemerintah yang baru akan ikut jadwal 
pemilu di tahun 2004. Ada kemungkinan penguasa baru 
justru memundurkan pemilu ke 2005, 2006 atau 2007. 
Jika yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta 
bahkan sangat mungkin politik demokrasi itu tamat.

Tidaklah mengherankan jika pemimpin partai besar 
itu akan pasang badan dan mati-matian membuat 
Megawati bertahan sampai tahun 2004. Itu dilakukan 
bukan karena mereka mencintai atau menghormati 
Megawati,  tetapi justru untuk melindungi kepentingan 
politik dan ambisi mereka sendiri. Bukankah akan lebih 
baik jika kelak mereka dicatat sejarah sebagai presiden 
RI yang pertama kali dipilih secara langsung?

Di samping itu, kepolisian dan militer saat ini makin 
bersatu dan yakin dengan jalan professional. Diantara 
yang aktif saat ini makin yakin bahwa politik militer 
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dan polisi adalah politik kenegaraan. Kesetiaan mereka 
yang tertinggi ada pada konstitusi. Sekali mereka 
mengkhianati konstitusi, selanjutnya membuka peluang 
pada pengkhianatan konstitusi berikutnya. Tidak ada 
Negara yang dapat stabil jika pengkhianatan konstitusi 
menjadi tradisi. 

Sementara itu, berdasarkan konstitusi yang sudah di 
amandemen saat ini, tidak ada jalan untuk menurunkan 
presiden di tengah kekuasaannya. Hanya jika presiden 
melakukan pengkhianatan, korupsi, kriminalitas 
tingkat tinggi, dan perbuatan tercela, presiden dapat 
diproses untuk di pecat. Namun kebijakan BBM, tarif 
dasar listrik dan telepon, bahkan divestasi indosat, 
tidak termasuk dalam kategori itu. 

Tanpa dukungan politik utama, gerakan mahasiswa, 
walau bersatu, tidak akan pernah berhasil untuk 
menurunkan presiden di tengah jalan. Di samping 
terlalu banyak kendala dalam politik praktis, 
menurunkan presiden ditengah jalan juga buruk 
bagi tradisi demokrasi. Masa jabatan empat presiden 
terdahulu, selalu berakhir dengan buruk. Tiga presiden 
diturunkan di tengah jalan (Soekarno, Soeharto dan Gus 
Dur). Satu presdien ditolak pertanggung jawabannya 
oleh MPR (Habibie). Jika sekali lagi mereka berhasil 
menurunkan Megawati, politik di Indonesia tidak akan 
pernah nyaman.

Negara demokrasi adalah Negara yang dapat 
mengganti kekuasaannya secara terlembaga dan tanpa 
kekerasan. Selama dua ratus tahun lebih merdeka, 
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tidak ada presiden yang di pecat di Amerika Serikat 
dan diturunkan di tengah jalan. Satu-satunya yang 
dipaksa mundur adalah Richard Nixon Karena ia 
melanggar hukum. Saatnya pula kita menumbuhkan 
kultur demokrasi itu, dengan cara menjadikan pemilu 
sebagai satu-satunya mekanisme untuk mengganti da 
mempertahankan presiden.

Gerakan mahasiswa saat ini memang berada di 
disimpang jalan. Semoga para pemimpin mahasiswa 
yang sudah tercerahkan mengambil keputusan penting. 
Bahwa saatnya gerakan mahasiswa itu diakhiri. Jika 
pemerintah kembali membuat keputusan yang buruk, 
tentu saja gerakan mahasiswa tersebut harus bangkit 
kembali. **
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Gerakan Anti Megawati

Akankah Megawati  jatuh sebelum pemilu 2004? 
Seandainya ia selamat, akankah Megawati terpilih 
kembali melalui pemilihan presiden langsung di tahun 
2004? Pertanyaan itu muncul secara spontan ketika 
melihat meluasnya gerakan anti Megawati. Tak hanya 
pendukung PDIP dan pemuja Megawati yang kaget 
dengan gerakan politik mutakhir itu. Mereka yang 
peduli dengan tumbuhnya demokrasi di Indonesia juga 
harus merenung, apa yang sesungguhnya terjadi.

Telah muncul berbagai aksi yang melibatkan dan 
merangkum banyak kalangan politik. Koalisi nasional 
dideklarasikan. Didalamnya terdapat berbagai 
komponen politik, mulai dari tokoh partai baru dan 
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partai kecil, juga buruh, dan mantan aktivis mahasiswa 
tahaun 1980an.

Lahir pula front ampera, dengan komponen politisi 
dan tokoh yang jauh lebih berpengaruh. Rachmawati 
Soekarno Putri, beserta Abdurrahman Wahid, dan 
aneka kelompok dari kalangan Islam, kumpul bersama 
purnawirawan dan kelompok ekonomi kerakyatan, 
serta berbagai tokoh mahasiswa yang masih aktif. 
Perbedaan platform politik seolah telah di nisbikan oleh 
hadirnya musuh bersama di kalangan mereka. Mengapa 
kekuatan anti Megawati semakin lama semakin banyak? 
Sungguh pun sama-sama anti Megawati, gerakan politik 
mutakhir itu punya motif dan target yang beragam. 
Sebagian murni, sebagian di mobilisasi, dan sebagian di 
politisasi. Semua bercampur baur menjadi satu. Namun 
demi kepentingan analisis, aneka motif itu dapat diurai. 

Pertama, sebagian gerakan anti-Megawati berasal 
dari gerakan protes dan control public biasa. Mereka 
marah terhadap situasi. Bukan kenaikan harga BBM, 
tariff dasar listrik dan telepon itu yang menjadi the 
prime cause dari gerakan, tetapi mereka merasa adanya 
ketidakadilan yang dilakukan pemerintah. Tak lagi 
penting apakah benar pemerintah sudah tidak adil, 
namun persepsi itu sudah terbentuk.

Subsidi atas BBM memang dapat menghemat uang 
Negara sebesar 17 triliun rupiah, tetapi mereka tahu, 
hutang konglomerat hitam itu jauh lebih besar, lebih 
dari 80 triliun rupiah. Muncul persepsi, pemerintah 
memilih mengurangi subsidi, akibatnya harga BBM, 
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listrik dan telepon naik. Tapi pada saat yang bersamaan, 
sebagian hutang konglomerat hitam itu juga dikurangi 
dan tindakan pidana mereka diampuni. 

Mereka yang meyakini, pemerintah memilih 
kongkalikong dengan konglomerat hitam, dan 
mengorbankan rakyat banyak. Mereka yakin pula, 
kongkalikong dengan konglomerat hitam itu pasti jug 
ada unsure KKN yang membuat tebal sebagian kantong 
tokoh penguasa. 

Sementara subsidi untuk rakyat banyak dikurangi, 
pemerintah juga membiarkan korupsi  meluas. Tak 
hanya public, bahkan lembaga internasional seperti 
transparency international berpandangan korupsi 
di era reformasi justru bertambah buruk. Mereka 
menyaksikan pemerintahan Megawati tidak bertindak 
keras terhadap misalnya jaksa agung, yang oleh trial 
by the press, sudah dinyatakan berbohong tentang 
kekayaannya sendiri.

Sungguh pun mereka anti-Megawati, tetapi gerakan 
mereka dapat dikatakan murni, berdasarkan kalkulasi 
rasional yang mandiri. Terlepas apakah persepsi politik 
dan ekonomi mereka benar atau salah, namun mereka 
memang bertidak atas nama hati nuraninya sendiri. 
Rasa ketidakadilan itu yang membuat mereka turun 
ke jalan. Umumnya mereka adalah intelektual, aktivis 
LSM papan atas, dan mayoritas gerakan mahasiswa.

***

Kedua,  ada pula gerakan anti-Megawati yang sudah 
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dengan target politik tertentu. Mereka membaca situasi 
bahwa public sedang berada dalam kemarahan kolektif. 
Mereka juga melihat memang banyak kebijakan, sikap 
pribadi, serta gaya kepemimpinan Megawati dapat 
menjadi target kemarahan. Kemarahan public itu 
mereka mobilisasi denagn tujuan memburukkan citra 
Megawati secara maksimal.

Hal yang lumrah pula di alam demokrasi bahwa 
politisi saling bersaing. Mereka memanfaatkan semua 
situasiyang potensial untuk saling memburukkan. 
Semakin menjelang pemilu, sikap saling memburuk-
burukan si kalangan elite itu semakin intensif. Bahkan 
dalam istilah politik Amerika pun dikenal negative 
campaign. Istilah itu merujuk pada teknik kampanye 
yang negative, dengan sasarannya hanya untuk 
meburuk-burukan citra lawan politik.

Dikalangan kelas menengah atas, popularitas 
Megawati memang sudah jatuh secara mencolok. Jejak 
pendapat harian kompas membuktikannya. Setelah 
18 bulan memerintah, ketidakpuasan public atasnya 
sangat tinggi. Untuk beberapa kasus ketidak puasan 
itu bahkan melampaui angka 90 persen.

Tetapi metodologi jejak pendapat hanya menggunakan 
responden yang memiliki telepon. Sementara, pemilik 
telepon di Indonesia hany 5-7 persen. Berarti lebih 
dari 90 persen public luas tidak terwakili dalam jejak 
pendapat itu. Sangat mungkin public luas yang tidak 
memiliki telepon punya pandangan yang berbeda.
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Survei yang dibuat IAIN (sekarang UIN) Syarif 
Hidayatullah Ciputat misalnya dengan metodologi face 
to face dan semua populasi dijadikan responden (tidak 
hanya yang memiliki telepon), memang menunjukkan 
hasil yang berbeda.

Megawati tetap menjadi tokoh yang  paling mungkin 
dipilih kembali pada tahun 2004. Rakyat dari kalangan 
bawah rupanya tidak serasional kalangan menengah 
atas. Bagi pengikut yang fanatic, mati dan hidup yang 
penting ikut Mega.

Bagi lawn politik, itu saat yang sangat tepat untuk 
kampanye anti-Megawati. Mereka meyakini jumlah 
pengikut fanatic Megawati dapat diperkecil. Didengang-
dengungkan bahwa wong cilik sudah ditinggal oleh 
Megawati. Komunitas nasionalis dan pengagum Bung 
Karno jug dipecah dengan menampilkan Rachmawati 
Soekarno Putri sebagai tokoh oposisi atas Megawati. 

Pendukung jenis protes itu adalah aktivis partai 
besar. Mereka berkepentingan agar jago mereka yang  
menang dalam pemilihan presiden di tahun 2004. 
Dengan upaya memecah belah kelompok nasionalis dan 
memperluas oposisi, pada waktunya di tahun 2004, 
Megawati diharapkan terpuruk citranya, tidak hanya 
dikalangan kelas menengah atas, tetapi juga dikalangan 
luas.

Sesungguh pun ingin mengantam Megawati 
secara sengaja, namun gerakan jenis itu tidak ingin 
menjatuhkan Megawati ditengah jalan. Bagi mereka 
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jauh lebih menguntungkan Megawati tetap berkuasa, 
toh kekuasaannya tinggal setahun lagi. Lebih  terbaik 
mereka mengambil alih kekuasaan melalui pemilu 
dengan cara mengalahkan Megawati yang sudah 
terpuruk. Jika Megawati jatuh di tengah jalan, ibarat 
bola liar, kursi kekuasaan dapat jatuh ke tangan pihak 
lain. 

***

Ketiga, ada pula jenis gerakan anti-Megawati yang 
memang bertujuan menjatuhkan Megawati-Hamzah. 
Kelompok ini tidak hanya protes atas kebijakan buruk 
Megawati, seperti kelompok pertama. Kelompok ini 
juga tidak ingin hanya memburukkan citra Megawati 
agar tidak terpilih kembali dalam pemilu 2004. Lebih 
dari itu, kelompok ini memang ingin menjatuhkan 
Megawati beserta Hamzah Haz di tengah jalan. Jika 
bisa awal tahun ini juga, Megawati dan Hamzah Haz 
lengser dari kekuasaan. 

Kelompok itu juga memperkenalkan konsep 
presidium nasional. Jika Megawati dan Hamzah Haz 
lengser atau dilengserkan, presidium nasional itu akan 
mengambil alih pemerintahan. Kemungkinan pemilu 
di undur sampai 2005 atau 2006. Presidium nasinal 
diharapkan mengkonsolidasi kekuasaannya dahulu. 
Sangat mungkin pula pemilu itu ditunda untuk waktu 
yang lebih lama jika presidium yang baru tidak yakin 
dapat menang dalam pemilu. 

Kelompok ketiga ini datang dari kalangan yang lebih 
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kecil dan radikal. Umumnya mereka politisi kelas dua 
yang mustahil dapat meraih kekuasaan melalui pemilu. 
Mereka bukan hanya datang dari pertai besar. Mereka 
berharap terjadi revolusi. Hanya revolusi yang mungkin 
membawa mereka ke puncak kekuasaan. Seagaian 
kecil aktivis mahasiswa berhasil di radikalisasi untuk 
menempuh jalan revolusi itu.

Mereka memiliki spirit anti partai yang cukup tinggi. 
Pemilu diangap hanya menjadi mekanisme pembenaran 
orang partai untuk berkuasa. Sementara kualitas dan 
orientasi orang partai dianggap tidak hanya korup, tetapi 
juga primordial dan terlalu partisan. Indonesia tidak 
akan pernah lebih baik walau dilakukan pemerintahan 
baru yang dipilih melalui pemilu 2004.

Secara benar ataupun salah, mereka membayangkan 
presidium nasional adalah jawaban yang dibutuhkan. 
Presidium itu terdiri atas tokoh yang credible, dan 
gabungan dari beberapa unsure. Yang terbaik jika 
presidium itu dibenuk sendiri oleh MPR. Namun jika 
terpaksa, presidium itu mengambil alih kekuasaan 
untuk sementara, demi kepentingan nasional yang lebih 
luas. Substansi perubahan Indonesia dianggap lebih 
penting dari pada formalism prosedur politik melalui 
pemilu. 

***

Dari kacamata demokrasi, aksi protes jenis pertama 
dan jenis kedua masih dapat dibenarkan. Setiap warga 
dan kekuatan politik dibolehkan untuk protes dan 
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marah kepada pemimpinnya, sejauh masih dalam 
koridor hukum demokrasi.

Bahkan setiap pesaing politik dibolehkan pula ikut 
memburukkan lawan-lawan politiknya, sejauh data dan 
faktanya akurat. Justru kritik dan deklarasi keburukan 
lawan politik membuat politisi akan semakin hati-hati 
dengan track recordnya.

Dari kacamata demokrasi, aksi protes jenis ketiga 
yang tidak sehat. Tradisi menjatuhkan presiden dalam 
sistem presidensialisme tidak berujung kemanapun, 
kecuali hancurnya pelembagaan politik negara itu. 
Ketidak pedulian pada lembaga pemilu juga tidak 
membawa kemana-mana kecuali rusaknya tradisi 
demokrasi Negara tersebut. 

Di Amerika Serikat selama 200 tahun merdeka, tidak 
ada presiden yang di jatuhkan di tengah jalan. Semua 
pergantian kekuasaan dilakukan melalui pemilu. Hanya 
Nixon yang pernah mengundurkan diri. Kecuali hanya 
presiden yang melakukan kejahatan tinggi, sebaiknya 
kita mentradisikan pergantian presiden hanya melalui 
pemilu. Setidaknya hal itu juga membuat pemilih 
bertanggung jawab dengan pilihan politiknya. Jika 
tidak ingin pemimpin yang buruk, harus hati-hati dan 
mengenal tokoh yang dipilihnya.

Mengganti presiden juga haruslah tokoh lain yang 
dipilih rakyat melalui pemilu, bukan presidium yang 
tidak dikenal dalam konstitusi. Konstitusi dibuat 
sebagai aturan main yang melembagakan demokrasi. 
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Sekali prinsip konstitusi dilanggar, maka akan terjadi 
pelanggran berikutnya. Tidak ada Negara di dunia 
yang stabil dan maju jika konstitusi ditradisikan 
untuk dilanggar. Sedangkan presidium nasional adalah 
pelanggaran konstitusi tingkat tinggi. **
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Soal Pasal Kudeta Itu

Pasal Kudeta sebenarnya bersifat contradictio in 
terminis. Dua kata dalam terminology “Pasal Kudeta” 
itu bersifat saling berkontradiksi. Agak mengherankan 
bagaimana kata “ Pasal” dan kata “Kudeta” itu dapat 
disatukan. Dua kata itu hanya mungkin dipasangkan 
sebagai bentuk ekspresi sensasional, untuk menarik 
perhatian public.

Secara gambalang, pasal kudeta menyiratkan 
sebuah kudeta, atau pengambilan kekuasaan, yang 
dilegalkan atau doatur dalam sebuah pasal. Kudeta 
itu berarti berjalan sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku. Karena sesuai dengan hukum, pengambilalihan 
kekuasaan itu menjadi sah, dan tidak perlu dipersoalkan.

Sementara kudeta justru berarti perubahan 
kekuasaan dengan cara diluar aturan hukum, bahkan 
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berlawanan dengan konstitusi Negara. Kudeta justru 
terjadi karena pengambilalihan kekuasaan itu tidak 
sesuai dengan pasal dan hukum yang berlakudi Negara 
itu. Keabsahan sebuah kudeta tidak berdasarkan pada 
legitimasi hukum, tetapi pada dukungan politik.

Demikianlah kudeta yang terjasi di Iran, misalnya. 
Imam Khomeini mengambil alih kekuasaan dari Shah 
Iran. Pengambilalihn kekuasaan itu sama sekali berjlan 
bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang 
berlaku di Iran. Bersandarkan hukum yang ada, system 
kerajaan di Iran hanya memungkinkan perubahan 
kekuasaan kepada keturunan raja.

Toh, rezim yang dibangun Khomeini masih 
bertahan sampai sekarang. Penyebabnya, karena 
kudeta itu didukung secara politik oleh masyarakat 
setempat. Untuk melakukan kudeta itu, Khomeini dan 
pendukungnya tidak memerlukan perubahan pasal atau 
konstitusi terlebih dahulu. Yang ia perlukan hanyalah 
ketidakpuasan public terhadap penguasa saat itu. 
Sehingga kudeta atau pengambilalihan kekuasaan yang 
menentang konstitusi pun didukung luas.

Tentu sangat mustahil jika militer ingin melakukan 
kudeta di Indonesia dengan menyiapkan pasal dan aturan 
hukum terlebih dahulu. Sebagaimana yang dilakukan 
Khomeini dan pendukungya, kudeta tidak memerlukan 
keabsahan hukum. Jika sesuai dengan hukum, bukan 
lagi kudeta namanya, tetapi pergantian kekuasaan yang 
normal. Pasal Kudeta dengan sendirinya tidak pernah 
msuk akal, atau salah secara terminology.
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Tetapi mengapa pasal 19 draf UU TNI yang disebut 
pasal kudeta mendapat tanggapan dan kritik yang 
luas? Toh semua dapat memahami pasal itu tidak 
dimaksudkan oleh TNI untuk kudeta? Tiga alasan yang 
menjadi penyebabnya : alasan politik, alasan yuridis 
formal dan alasan prinsip demokrasi.

***

Gerakan reformasi sejak 1998, baru saja mengubah 
format politik TNI. Secara bertahap, bahkan TNI sendiri 
mengambil inisiatif untuk memasuki era baru, dengan 
bentuk keterlibatan social TNI yang baru pula. Pasal 
19 dalam draf UU TNI itu dikhawatirkan berlawanan 
dengan arah peran TNI yang dibangun dalam format 
politik TNI. 

Sejak reformasi, perubahan peran TNI sangat 
dahsyat. Militer meninggalkan doktrin dwi fungsi 
yang selama ini “disucikan”, dengan tekanan ataupun 
secara sukarela, TNI meninggalkan panggung politik. 
Posisi Kasospol dihapuskan. Pimpinan militer sendiri 
menyadari bahwa masuk dalam gelanggang politik 
praktis, bagi tentara adalah sebuah kesalahan. 

Militer kemudian mengkhususkan diri pada 
pertahanan Negara. Bahkan peran sebagai penjaga 
keamanan politik domestic juga ditinggalkan. Peran 
keamanan diberikan kepada polisi. Terminology Aoleh 
BRI pun diganti  oleh TNI. Polisi dikeluarkan dari korps 
militer, tidak lagi tunduk pada Panglima Militer tetapi 
mandiri dan langsung dibawah presiden. Bukan hanya 
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politik yang ditinggalkan militer, tetapi juga peran 
keamanan.

Militer aktif juga dilarang untuk duduk dalam jabatan 
public. Tak ada lagi posisi Gubernur, duta besar, rector, 
menteri, atau apa saja diluar kemiliteran, yang boleh 
diduduki oleh tokoh militer aktif. Jika ingin dikaryakan, 
tokoh militer harus dipensiunkan dulu atau menjadi 
purnawirawan. Dengan sendirinya, militer yang sudah 
menjadi pension kembali menjadi penduduk sipil, 
bukan militer lagi. Mereka kan punya hak yang sama 
dengan warga sipil yang lain dan terbuka untu duduk 
dimana saja, bahkan untuk menjadi presiden sekalipun. 

Perubahan mencolok lainnya adalah hengkangnya 
militer dari lembaga legislative. Selama ini, militer 
diberikan toleransi untuk dusuk di MPR sampai 2009. 
Sebuah inisiatif yang sangt cemerlang dibuat pimpinan 
militer karena mereka sendiri menyutujui untuk 
hengkang dari MPR secra lebih cepat. Mulai tahun 
2004, tidak ada lagi perwakilan militer aktif di DPR 
bahkan MPR.

Militer Indonesia secara perlahan beralih menjadi 
tentara professional sebagaimana yang ada di Negara 
demokrasi barat. Namun perubahan ini dianggap masih 
rawan. Perubahan baru saja dimulai pada 1998, dan 
belum lagi berusia lima tahun. Secara kelembagaan, 
perubahan itu dianggap belum kukuh. Apalagi secara 
cultural, perubahan peran militer belum benar-benar 
mengakar sampai ke tulang sumsum. Pasal 19 ayat (1) 
draf UU militer itu dikhawatirkan menjadi “batu kerikil” 
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bagi perubahan bertahap ini. Pasal itu tidak hanya 
akan memperlambat perubahan yang sudah terjadi. 
Sebaliknya, pasal itu dikhawatirkan membalikkan 
segala yang baik-baik itu ke masa silam. 

Pasal 19 ayat (1) itu lengkapnya berbunyi, “dalam 
keadaan mendesak dimana kedaulatan Negara, 
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa 
terancam, Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI 
sebgai langkah awal guna mencegah kerugian yang 
lebih besar”.

Dalam penjelasan, pasal itu lebih di detilkan. Yang 
dimaksud dengan kekuatan TNI dalam keadaan mendesak 
adalah tindakan awal dalam situasi, dimana keputusan 
harus segera diambil berdasarkan pertimbangan ruang, 
waktu dan sasaran, dengan perkiraan resiko yang 
dihadapi dan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan kode etik TNI. Yang dimaksud dengan 
kerugian Negara adalah kerugian moril ataupun materil 
yang disebabkan oleh pelanggaran wilayah/kedaulatan 
Negara, kerusuhan missal, bencana alam, dan lain-lain. 
Sedangkan pasal 19 (2) berbunyi “ pengeraha kekuatan 
TNI sebagaimana yang dimaksud dengan pasal (1) 
harus dilaporkan kepada presiden paling lama dalam 1 
x 24 jam”. Secara politik yang controversial dari pasal 
itu adalah otoritas Panglima TNI. Secara sepihak, 
tanpa persetujuan presiden terlebih dahulu, panglima 
dapat mengambil sebuah tindakan. Apalagi itu bukan 
sembarang tindakan. 

Itu kewenangan pengerahan kekuatan TNI, yang 
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mau atau tidak mau pasti punya konsekuensi politik 
yang besar. Memang ada pelaporan kepada presiden. 
Tetapi pelaporan itu diberikan setelah tindakan 
yang dilakukan. Seandainya presiden tidak setuju, 
ketidaksetukuan presiden sudah terlambat, karena 
sudah diambil tindakan. 

Tindakan panglima TNI itu memang tidak harus 
kudeta yang mengambil alih kekuasan. Tindakan itu 
dapat saja, misalnya, penyerbuan markas GAM (Gerakan 
Aceh Merdeka) yang mengakibatkan terbunuhnya 
banyak pimpina teras GAM. Akibatnya, konflik di Aceh 
semakin meletup. Semua proses damai yang disetujui 
presiden tidak lagi efektif. 

Pasal 29 itu akan kembali mengantar TNI memasuki 
wilayah politik praktis. Tindakan panglima yang 
mengerahkan TNI itu pasti punya konsekuensi politik, 
dan dapat pula mengubah haluan politik nasional. Ini 
kekhawatiran paling nyata. Seluruh proses depolitisasi 
militer yang sudah dilakukan sejak 1998 dapat batal 
karena kehadiran pasal 19 UU TNI itu.

Ibarat kemarau yang sudah terjadi tahunan, kini 
menjadi basah kembali han diguyur hujan sehari. Pasal 
29 itu berfungsi sebagai “hujan sehari” bagi “kemarau 
panjang” depolitisasi militer secara bertahap. 

***

Namun yang jauh lebih mendasar, Pasal 19 UU TNI 
itu berpotensi melanggar prinsip tertinggi TNI sendiri. 
Sudah tersosialisasi, bahwa kesetiaan tertinggi TNI 
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adalah para konstitusi Negara. Jika TNI “berpolitik”, 
itu adalah politik Negara yang selalu menjunjung 
prinsip konstitusi. Pasal 29 itu justru melanggar prinsip 
konstitusi, UUD 1945.

Pasal 10 UUD ’45, menyatakan bahwa presiden 
memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 12 UUD ’45 
menyatakan presiden menyatakan keadaan  bahaya. 
Syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan oleh 
undang-undang.

Sementara dalam undang-undang sendiri, khususnya 
Undang-undang Pertahanan Negara No. 3/2002, Pasal 
14, menyatakan bahwa presiden bertanggung jawab 
atas pengerahan kekuatan TNI. Dalam waktu paling 
lambat 2 x 24 jam, presiden harus meminta persetujuan 
DPR. Jika DPR tidak menyetujui, presiden harus 
menghentikan pengerahan pasukan.

Dalam konstitusi ataupun undang-undang yang sudah 
disahkan, sangat jelas, presiden yang punya wewenag 
mengerahkan TNI, bukan panglima TNI. Sangat jelas 
pula, definisi keadaan bahaya itu akan diatur dalam 
undang-undang. Panglima TNI tidak dapat secara 
sepihak merumuskannya sendiri. Sangat jelas pula, 
yang harus menyetujui pengerahan TNI itu tidak hanya 
presiden, tapi juga DPR. Secara legal formal, Pasal 19 
draf UU TNI itu tidak hanya bertentangan dengan UU 
pertahanan No. 3/2002. Yang jauh lebih fundamental, ia 
melanggar pasal konstitusi. Sebaik apa pun motif TNI, 
dan sebagus apa pun hasil kerja pengerahan TNI itu 
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kelak, jika sandaran hukumnya bertentangan dengan 
konstitusi, maka pasal itu tidak dapat dibenarkan.

Pasal itu juga melanggar prinsip demokrasi, yang 
sudah disepakati menjadi format politik Indonesia 
sejak 1998. Demokrasi membedakan kerja politik, dan 
kerja militer. Kerja politik harus dilakukan oleh mereka 
yang dipilih rakyat melalui pemilu. Karena militer tidak 
dipilih rakyat, militer tidak boleh mengambil keputusan 
politik.

Pengerahan militer untuk solusi keadaan mendesak 
adalah kerja politik. Itu murni keputusan politik 
karena ia punya alasan dan konsekuensi politik. Dengan 
sendirinya, demokrasi menyerahkan pengerahan militer 
itu kepada pimpinan politik. Panglima militer bukan 
pimpinan politik, karena itu tidak dapat mengerahkan 
militer jika tidak diperintahkan oleh pimpinan politik.

Tentu saja kita percaya pimpinan TNI punya niat 
naik di Pasal 29 draf UU TNI itu. Kecintaan militer 
kepada NKRI tidak perlu diragukan. Sementara sejak 
era transisi, Timor Timur sudah lepas. Sipadan-Ligitan 
juga sudah lepas. Aceh terus membara ingin merdeka. 
Papua dapat pula mengikuti jejak Aceh. Lahir pula 
kehendak merdeka di Maluku. Sementara elite sipil 
dapat saja membuat keputusan yang salah, lambat atau 
tidak kompeten, yang menyebabkan semakin banyak 
wilayah Indonesia yang lepas.

Pasal 19 draf UU TNI mungkin saja lahir keprihatinan 
itu. Namun dalam demokrasi, yang berdaulat adalah 
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rakyat. Melalui pemilu rakyat sudah memilih pemimpin 
politiknya. Militer memang diharap mendukung 
pimpinan politik sejauh pimpinan itu tidak melanggar 
konstitusi. Yang memutuskan apakah pimpinan 
politik melanggar konstitusi juga bukan militer, tapi 
Mahkamah Konstitusi.

Dengan apresiasi kita yang tinggi atas niat baik TNI 
dibalik pasa 19 draf UU TNI itu, atas nama konstitusi, 
atas nama demokrasi, dan atas nama reformasi di tubuh 
TNI sendiri, pasal itu memang selayaknya dicabut. **
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Rhoma Irama Versus Inul

Tidak diduga, kasus “pertengkaran” Rhoma Irama 
versus Inul meluas. Tak hanya komunitas music dangdut 
atau kesenian yang membahasnya. Kini kalangan 
LSM, intelektual bahkan politisi angkat bicara. 
“Pertengkaran”  Rhoma Irama versus Inul menjadi 
perdebatan dua segmen komunitas yang semakin saling 
tidak menyukai. Mengelaborasi pertengkaran du “raja 
dan ratu” ini, membuat kita lebih paham sentiment dan 
atmosfer kesadaran cultural public luas era reformasi.

Rhoma Irama yang mewakili komunitas yang meras 
dalam hierarki high culture. Dalam soal kebudayaan, 
kesenian, khususnya music dangdut, Rhoma Irama 
dan pendukungnya mengidentifikasikan diri mewakili 
kalangan “priyayi”. Ia sangat tahu mana seni yang tinggi 
dan mana yang murahan. Lalu “yang tinggi” berhak 
menegur dan marah kepada “yang murahan”.
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Rhoma Irama sudah mersa berjasa sudah mengangkut 
kualitas music dangdut dari music selera rendah. Ia 
sudah memadukan lirik dan atmosfer music rock seperti 
deep purple ataupun Led Zeppelin ke dalam dangdut. 
Setelah Rhoma Irama, dangdut dimainkan pula oleh 
artis kelas tinggi. Tak hanya dipinggir jalan, dangdut 
bahkan sudah masuk ke TV, kafe, bahkan istana Negara.

Inul dianggap kembali menjatuhkan wibawa 
music dangdut ke tingkat yang rendah. Gara-gara 
Inul, mereka yang menikmati dangdut ini tidak lagi 
benar-benar peduli dengan kualitas musiknya, tetapi 
goyangan ngebor. Menurut pendukung Rhoma Irama, 
setelah datangnya Inul, yang popular kini di kalangan 
TV dan public luas adalah “goyangan pinggul”, bukan 
lagi musiknya. 

Rhoma Irama pun merasa mewakili komunitas 
dengan selera moral dan kesantunan yang tinggi. Ia 
merasa tahu betul apa yang pantas dan tidak pantas, dan 
apa yang harus dipuji dan dilarang.  Music dangdutnya 
sudah ia angkat fungsinya tidak hanya sebagai music 
dangdut belaka, tetapi juga punya misi berdakwah. 
Ajaran agama ia selipkan dalam bait-bait syair dangdut.

Inul dianggap menurunkan kembali kualitas music 
dangdut. Melalui Inul, dangdut bukan saja tidak lagi 
mengandung misi dakwah . Sebaliknya, kalangan itu 
menganggap sensualitas rendahan ikut disebarkan 
Inul. Tanpa penelitian, langsung saja dibuat tuduhan, 
goyangan Inul dapat menyebablan meningkatnya 
perkosaan.
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Sebaliknya, Inul dengan pendukungnya mewakili 
segmen komunitas yang lain sama sekali. Bagi mereka, 
tidak ada seni yang tinggi dan seni yang rendah. Rhoma 
Irama pun tidak mewakili seni tingi dan berkualitas. 
Banyak yang menyukai music Rhoma Irama, namun 
banyak pula yang tidak menyukainya. Hal yang sama 
terjadi pada music dan goyangan Inul. 

Sebagaimana soal gagasan dan kepentingan, 
komunitas juga punya selera yang beragam. Semua 
selera music dan goyangan punya derajat yang sama, 
dan hak yang sama untuk tumbuh. Yang ada hanyalah 
tontonan yang disukai dan tidak disukai. Inul sudah 
membuktikan diri sebagai tontonan yang disukai. 
Teguran Rhoma Irama atas Inul dianggap hanyalah 
kepongahan dan arogansi raja dangdut yang sudah 
lewat masa jayanya, dan digeser oleh popularitas Inul.

Lebih jauh lagi komunitas Inul menolak hierarki 
moral dan kesantunan. Siapa yang bilang music Rhoma 
Irama dan pentas panggungnya lebih santun dan 
lebih bermoral dari pada Inul? Pasar punya ukuranya 
sendiri. Sejauh tidak melanggar hukum, semua atraksi 
panggung sha-sah saja. Biarkan konsumen yang 
menilainya. Harus ada liberalisasi dalam pertunjukan 
seni yang memisahkannya dengan segala ukuran moral 
dan kesantunan. 

***

Rhoma Irama dan pendukungnya mungkin cukup 
kaget. Mereka tidak menyangka Inul mendapatkan 
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simpati yang luar biasa. Tak hanya para artis sinetron 
dan penyanyi yang mengecam Rhoma Irama dan memuji 
Inul. Para intelektual, bahkan tokoh politik secra tegas 
menegur Inul untuk terus dengan goyang ngebornya. 
Jika kita analisis pendukung Inul, ada tiga segmen 
dengan motivasi yang beragam. Umumnya mereka 
bukanlah pengemar Inul. Mereka mendukung Inul 
Karena ada isu yang jauh lebih besar.

Pertama, era reformasi sudah membentuk kultur 
baru yang serba terbuka dan sangat anti dengan 
dominasi. Sebagian public yang mendukung Inul bukan 
karena Inulnya, juga bukan karena Rhoma Iramanya. 
Rhoma Irama mewakili otoritas yang terkesan ingin 
mendominasi ruang public. Seolah hanya mereka yang 
ounya selera dan persepsi sama dengannya yang berhak 
muncul di ruang public.

Siapapun yang berada dalam posisi Rhoma Irama 
akan dikecam. Sebaliknya, siapapun yang berada dalam 
posisi Inul akan dibela. Public di era kebebasan dan 
keberagaman seperti sekarang semakin “muak” dengan 
otoritas yang ingin menyeragamkan atau mengesankan 
berkuasa penuh.

Jangankan Rhoma Irama, bahkan Negara adidaya 
seperti Amerika Serikat sekalipun akan mendapatkan 
kecaman yang sama. Ketika AS sangat tahu apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan Negara lain, apalagi 
kemudian menyerang secara militer, dengan segera 
AS mendapatkan kecaman yang sama. Mereka yang 
mengecam AS dan membela Irak, sebagaimana yang 
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mengecam Rhoma Irama dan membela Inul, mungkin 
juga tidak suka pada yang dibela. Namun solidaritas 
anti dominasi ini sudah sedemikian mengakar. Rhoma 
Irama pun menjadi korbannya.   

Dominasi Rhoma Irama terhadap Inul bisa banyak 
bentuknya. Dominasi itu bisa berbentuk dominasi  
pihka yang merasa punya level spiritual yang tinggi 
kepada yang lebih rendah. Atau dominasi seniman 
yang sudah senior terhadap pendatang baru lugu. 
Bahkan dapat pula berbentuk dominasi laki-laki yang 
chauvinist yang ingin “melindungi syahwat wanita” 
terhadap perempuan yang punya persepsinya sendiri.

Kedua, era reformasi juga membuat public semaki 
lelah dengan jargon dan semboyan yang menggunakan 
alasan formalism agama atau moral. Bukan karena 
public tidak ingin bermoral. Namun untuk kasus 
Indonesia, sudah sedemikian sering jargon moral dan 
agama dijadikan tameng kemunafikan. Alasan moral 
dan agama untuk menghentikan “Inul” juga berbau 
kemunafikan yang sama. 

Lihatlah negar Indonesia. Di Negara ini, jarhon 
keagamaannya luar biasa. Tapi semua tahu, Indonesia 
termasuk Negara paling korup di dunia. Lihtlah betapa 
sering dikumandangkan di sekolah agama ataupun 
rumah ibadah, bahwa kebersihan adalah sebagian 
dari iman. Namun lihat juga apa yang terjadi dengan 
Ciliwung, misalnya. Sungai itu menjadi salah satu 
sungai terkotor dan bak sampah terpanjng di dunia. 
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Lihat pula apa yang terjadi dengan aksi masa yang 
begitu sering menggunakan slogan moral dan agama. 
Banyak yang tahu, betapa dibalik aksi itu bermain 
politik uang. Agama sudah ditungangi sedemikian 
rupa untuk menutupi sesuatu yang semakin terang 
benderang, yaitu kemunafikan yang luar biasa.

Rhoma Irama juga menjadi korban sentiment public. 
Yang sudah “muak” terhadap segala alasan moral atau 
agama diruang public. Apa benar yang menegur (Rhoma 
Irama) secara moral posisinya lebih bersih dari pada 
yang ditegur (Inul)? Apa benar dalam substansi agama, 
yang memarahi (Rhoma Irama) lebih tulus ketimbang 
yang dimarahi (Inul)? Kelelahan public atas meluasnya 
kemunafikan dia tanah air, membuat teguran moral dan 
agama Rhoma Irama justru ditanggapi secara serius.

Ketiga, era reformasi belum lama. Pubilik sangan 
sensitive dengan posisi kaum yang tertindas. Siapapun 
yang tertindas, apalagi jika ia terkesan tidak berdaya 
dan menerima nasibnya, justru semakin dicintai dan 
didukung public. Sebelum ia tertindas public mungkin 
tidak memperhatikanapalagi mendukungnya. Namun 
setellah ada kasus penindasan, dukungan datang 
bertubi-tubi. 

Ini juga dialami oleh Megawati dan PDI. Di era 
Soeharto, betapa public melihat tokoh dan partai ini 
ditindas. Melalui operasi kilat, Megawati dipaksa 
turun dari kekuasaannya di partai. Melalu oprasi yang  
juga rahasia, kantor resmi PDI di rebut. Tetapi itu 
semua justru melahirkan simpati. Ketika pemilu bebas 
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dilaksanakan untuk pertama kali setelah Orde Baru, 
suara simpati itu akhirnya membuat PDI-P menjadi 
partai terbesar. Disamping mendapat suara dari 
publiknya,banyak pula suara untuk Megawati datang 
dari aksi simpati. 

Inul mengalami”berkah” yang sama.karena ditegur 
dan dikuliahi Rhoma Irama, Inul terkesan menjadi pihak 
yang ditindas dan tidak berdaya. Di tivi diperlihatkan 
betapa “berkuasanya” Rhoma Irama. Sementara Inul 
hanya terdiam dengan mata yang sembab karena 
menangis. Adegan itu dengan sendirinya memancing 
kemarahan kepada Rhoma Irama dan mengundang 
simpati yang luas kepada Inul. Akibat adegan itu, di 
beragai daerah dukungan buat Inul membesar

Kasus Rhoma Irama versus Inul membuat kita 
sadar. Betapa reformasi mampu membuat public bebas 
mengungkapkan semua jenis ekspresinya.pihak yng 
merasa berdiri pada hirarki yang lebih tinggi dalam soal 
selera dan moral, apalagi jika pihak itu mengesankan 
sangat berkuasa engan me”larang” pihak lain yang 
dianggap “lebih rendah”, segera ia menjadi The Public 
Enemy Number One. Suka atau tidak, inilah realitas 
yang ada. **
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Wacana Mahkamah 
Konstitusi

Bayangkan situasi keruh seperti ini saat ini UU 
Mahkamah Konstitusi baru saja ditetapkan oleh DPR. 
Namu  UU itu tidak kunjung ditanda tangani oleh 
presiden. Sungguh pun UU itu tetap sah, terkesan 
tidak mendapatkan dukungan politik yang penuh dari 
presiden. Pada hari yang sama, sekelompok masyarakat 
meminta MA untuk melakukan judicial reviuw terhadap 
UU itu. Mereka mengclaim UU Mahkamah Konstitusi 
sudah menetang beberapa prisip dasar UUD 1945.

Situasi diatas mungkin saja terjadi. Perbedaan 
pandangan antar wakil rakyat di DPR dan pemerintah 
mengenai RUU Mahkamah Konstitusi sudah tercium 
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public. Sementara kekecewaan para akademisi, 
intelektual, dan tokoh masyarakat atas respon DPR 
mengenai RUU Mahkamah Konstitusi semakin keras 
pula. DPR dan pemerintah terkesan meremehkan 
dan tidak serius mebahas RUU itu. Padahal, sejak 
laam UUD 1945 sudah mengamanatkan bahwa paling 
lambat sebelum 17 agustus 2003, Mahkamah Konstitusi 
tebentuk. Sementara DPR dan pemerintah baru tampak 
sibuk membahasnya menjelang dead line.

Bagaimana mungkin lembaga sepenting Mahkamah 
Konstitusi itu di bahas secara tergesa-gesa? Bukan 
sembarangan, Mahkamah Konstitusi memiliki 
kewenangan yang lusar biasa. Ia diberi wewenang 
langsung oleh UUD 1945 dapat membatalkan UU, 
membatalkan hasil pemilu, membubarkan partai politik, 
menyatakan siapa yang bersalah dalam konflik lembaga 
Negara, serta ikut memecat presiden/ wakil presiden. 

Pembahasan asal jadi dan asal memenuhi tuntutan 
UUD 1945 saja dapat menciptakan sebuah monster baru 
yang berbahaya, yang begitu berkuasa, dan dapat dengan 
mudah membulatlonjongkan negeri ini. Mumpung RUU 
itu belum diketok palu, saatnya Mahkamah Konstitusi 
dijadikan bahan debat public yang keras. Segala aspek 
dari kewenangan ataupun susunan dan kedudukannya 
ataupun hukum acaranya perlu “ditelanjangi” sebulat-
bulatnya.

***

Dalam system demokrasi yang sama, Mahkamah 
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Konstitusi dapat diberikan kerangka yang sama sekali 
berbeda. Aneka hukum acara ataupun prosedur bekerja 
Mahkamah Konstitusi dapat sama sekali berbeda jika 
diberikan kerangka yang berbeda. Setidaknya ada dua 
kerangka besar yang dapat digunakan untuk menyusun 
Mahkamah Konstitusi.

Kerangka pertama meletakkan Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga yang popular, yang dapat diakses semua 
Negara. Katakanlah kerangka ini lebih menekankan 
pada aspek  akses demokratis dan mengoperasikan 
Mahkamah Konstitusi. Kerangka kedua meletakkan 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berjarak 
dengan public luas namun mampu bekerja secara 
fungsional menunjang terbentuknya pemerintahan yang 
demokratis, tetapi sekaligus stabil. Kerangka kedua itu, 
katakanlah lebih menekankan aspek governability atau 
“ kemampuan bekerja” dari Mahkamah Konstitusi itu.

Kerangka demokratis itu akan menyusun Mahkamah 
Konstitusi sedemikian rupa sehingga dapat diakses 
siapa saja. Semua warga Negara yang berkepentingan 
dapat mengadu secara langsung kepada Mahkamah 
Konstitusi. Tidak ada pembatasan. Keuntungan 
kerangka ini, Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi 
rumah rakyat. Namun kerugiannya, Mahkamah 
Konstitusi ada kebanjiran masalah, rawan terhadap 
politisasi, dan mungkin sulit bekerja secara tenang.

Sebaliknya, kerangka governability akan membuat 
Mahkamah Konstitusi berjarak dengan public luas. 
Public tidak dapat mengakses langsung atau mengadu 
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kasusnya ke Mahkamah Konstitusi secara langsung. 
Antara public dan Mahkamah Konstitusi, berdiri 
sebuah lembaga independen yang bertugas memfilter 
semua pengaduan masyarakat. Kesannya, Mahkamah 
Konstitusi menjadi menara gading. Tetapi, lembaga 
ini lebih dapat bekerja dengan tenang dan semakin 
terhindar dari gegap gempita kepentingan politik 
praktis masyarakat luas.

Dua kerangka itu memberikan solusi yang berbeda atas 
prosedur dan tata cara Mahkamah Konstitusi bekerja. 
Ambilah contoh soal kewenangan pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, misalnya. 
Kerangka demokratis cenderung membolehkan semua 
pihak mengajukan kasusnya langsung ke Mahkamah 
Konstitusi. Warga biasa, kelompok masyarakat atau 
partai politik dianggap sebagai pihak yang langsung 
diuntungkan ataupun dirugikan oleh kehadiran sebuah 
undang-undang. Pihka itu pula yang harus diberikan hak 
langsung membawa keberadaannya kepada Mahkamah 
Konstitusi.	

Sedangkan kerangka governability membuat 
prosedur yang berbeda. Kerangka itu cenderung 
membuat filter satu pintu. Hanya lembaga tertentu 
yang boleh membawa kasus undang-undang untuk di 
- judicial review. Lembaga itu harus ditunjuk langsung 
oleh undang-undang. Lembaga itu hanya berisi mereka 
yang ahli hukum tata Negara atau ahli konstitusi dan 
netral secara politik.

Public luas selaku undang-undang tetap 
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diperbolehkan membawa kasusnya. Tetapi kasus 
itu tidak langsung disampaikan kepada Mahkamah 
Konstitusi. Kasus itu harus disampaikan kepada 
lembaga perantara untuk diseleksi terlebih dahulu. 
Melalui kepakaran dan obyektivitas anggotanya, 
lembaga itu hanya menyampaikan undang-undang 
yang memang layak di-review. Mahkamah Konstitusi 
dihindari dari kebanjiran masalah yang tidak perlu.

Dua kerangka itu juga akan memberikan wewenang 
yang berbeda soal lingkup judicial review. Kerangka 
demokratis cenderung memberikan Mahkamah 
Konstitusi hak untuk me-review semua undang-undang 
yang ada. Sejauh undang-undang itu masih berlaku. Tak 
hanya undang-undang di masa datang, tapi undang-
undang di era orde baru, orde lama, bahkan era colonial 
dapat di review. 

Sementara kerangka governability justru berbeda, 
kerangka itu justru tidak ingin Mahkamah Konstitusi 
punya kewenangan yang berlaku surut. Undang-undang 
masa silam biarlah hadir, dan toh dapat direvisi oleh DPR 
dan pemerintah sendiri. Mahkamah Konstitusi hanya 
di design untu menangani undang-undang yang dibuat 
setelah Mahkamah Konstitusi lahir. Kerja lembaga 
itu sedikit selektif, tetapi dapat efektif dan mampu 
menyelesaikan tuganya. Dua kerangka itu juga berbeda 
dalam menyusun aktivitas Mahkamah Konstitusi.

Kerangka demokratis akan membuat Mahkamah 
Konstitusi yang aktif. Selaku lembaga pengawal 
konstitusi, kerangka itu ingin Mahkamah Konstitusi 
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ingin bekerja aktif, mencari undang-undang yang 
bertentangan dengan konstitusi. Tanpa diminta 
sekalipun, Mahkamah Konstitusi dapat berinisiatif 
melakukan judicial review. Hanya dengan sikap aktif 
seperti itu, Mahkamah Konstitusi dapat menjadi 
penjaga konstitusi sejati. 

Sebaliknya, kerangka governability justru membuat 
design berbeda. Kerangka itu tidak ingin Mahkamah 
Konstitusi berperan aktif selayaknya lembaga 
pengawas. Kerangka itu mendesign untuk pasif saja 
menerima pengaduan. Hanya menunggu, Mahkamah 
Konstitusi sudah akan kebanjiran masalah, apalagi 
jika Mahkamah Konstitusi aktif mencari. Dengan 
menunggu, Mahkamah Konstitusi juga tidak terjebak 
dalam politisasi kasus, Karen mendahulukan undang-
undang tertentu, ketimbang yang lainnya.

***

Untuk kewenangan mengenai partai politik, dua 
kerangka diats juga akan memberikan design Mahkamah 
Konstitusi yang berbeda. Kerangka demokratis tidak 
akan pernah memberikan hak kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk membubarkan partai politik. 
Sebagaimana dengan koran atau majalah, partai politik 
harus tetap dibiarkan tetap hidup. Jika ada yang salah 
atau perlu dihukum,  pengurus partai itu yang dituntut. 
Sedangkan partai politik adalah barang mati, yang arah 
dan gerakannya ditentukan oleh orang per orang. 

Sebaliknya kerangka governability bertindak lebih 
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keras. Kerangka itu memungkinkan partai untuk 
dibubarkan. Memang untuk kasus ini, pengurus dapat 
dibawa ke pengadilan jika bersalah. Namun untuk kasus 
khusus, terutama jika terjadi pelanggaran konstitusi, 
sebuah partai dapat dibubarkan. Misalnya, jika partai 
itu menjadi agen kekuatan asing, atau terlibat dalam 
gerakan separatism.

Siapa yang dapat mengajukan pembubaran partai 
atau sanksi untuk partai? Kerangka demokratis tentu 
saja cenderung memberikan akses seluas mungin 
kepada masyarakat. Konsumen politik adalah orang 
per orang atau kelompok masyarakat. Yang merasakan 
kejahatan atau kebaikan partai politik adalah public 
luas. Setiap warga dengan sendirinya harus dibolehkan 
dalam kasus partainya kepada Mahkamah Konstitusi, 
tanpa perantara atau di filter.

Sebaliknya, kerangka governability membatasi akses 
kepada Mahkamah Konstitusi. Kembali kerangka itu 
akan menunjuk sebuah lembaga independen, yang 
terdiri atas pakar dan non partisan. Lembaga itu diberi 
wewenang menerima pengaduan masyarakat soal 
pengaduan politik. Lalu lembaga itu yang menyeleksi 
dan menyajikan kepada Mahkamah Konstitusi, kasus 
mana yang layak untuk diuji dan dielaborasi. Dengan 
cara itu, Mahkamah Konstitusi dianggap akan terhindar 
dari upaya politisasi dan kebanjiran pengaduan.

Dua kerangka itu masing-masing memiliki filsafat, 
pembenaran, dan pendukungnya sendiri-sendiri. 
Sebeleum wakil rakyat dan tokoh masyarakat sibuk 
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berpolemik atau ranting dan tugas detilnya mereka harus 
memilih dulu kerangka mana yang akan dikembangkan 
untuk menyusun Mahkamah Konstitusi sendiri. Saya 
sendiri beranggapan, untuk Negara yang masih labil 
dan rawan seperti Indonesia, kerangka governability 
tampaknya lebih pas. **
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Setelah Bom Marriot 
Meledak

Setelah bom meledak di hotel Mariiot, para pemimpin, 
politisi, pejuang hak asasi serta kalangan pers perlu 
sekali lagi berfikir jauh. Kebebasan memang tidak 
cukup jika tidak disertai oleh rasa aman. Persoalnnya, 
seberapa besar kita siap berkorban untuk mendapatkan 
rasa aman itu? Bersediakah kita memperoleh keamanan 
yang lebih besar dengan mengorbankan sedikit prinsip 
keebasan dan hak asasi manusia, misalnya? Relakah kita 
menghidupkan internal security act model Malaysia, 
yang hanya secara terbatas diterapkan untuk isu 
terorisme?

Kasus bom Bali ataupun Mariot menunjukan pada kita 
sedang menghadapi gerakan terorisme dengan modus 
operandi yang sangat nekat. Hampir dapat dipastikan 
bahwa pelaku bom itu ikut mati bersama dengan 
meledaknya bom yang dibawa. Namun masih terus 
dijajki, apakah kematian pelaku itu hanya kecelakaan 
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biasa? Misalnya, ada kesalahan tekhnis semata. Bom itu 
menggunakan handphone. Sangat mungkin hanphone 
bordering lebih cepat daripada yang dijadwalkan akibat 
kesalahannya.

Jika ini hanya kesalahan tekhnis, tentu kenekatan 
pelaku belum seberapa. Yang dikhawatirkan justru 
ketika kematian pelaku itu bukan karena kesalahan 
tekhnis, tapi bagian dari scenario. Misalnya, bom yang 
meledak adalah bagian ekspresi bom bunuh diri. Jika ini 
terjadi niscaya kita memasuki peperangan jenis baru.

Dengan bom bunuh diri, semakin lama, mobil 
tidak lagi dibutuhkan sebagai medium bom. Dengan 
berkembangnya tekhnologi bom, bahan itu cukup 
dililit di tubuh manusia. Sang pelaku memang siap 
mati. Dibanding mobil, pelaku individual dapat 
bergerak bebas menyelinap kepusat keramaian. Tanpa 
diduga, lalu badan sipelaku meletus bersama bom yang 
dibawanya.	

Jika sudah begitu banyak aktivis bersedia mati, 
perang gerilya kota akan begitu sulitnya. Sang teroris ini 
tidak hanya menargetkan bangunan vital yang langsung 
berhubungan dengan pihak yang dianggap musuh. 
Tak jarang, pelaku hanya menargetkan publikasi dan 
meluasnya rasa takut. Dengan kenekatannya, ia siap 
meledakan diri dengan bom bunuh diri dimana saja, 
asal ada keramaian. Padahal mustahil semua keramaian 
dapat dijaga oleh pihak keamanan.

***
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Disamping nekat dan militant, kelompok teroris itu 
secara mungkin berjaringan secara regional. Sejak lama 
kita mendengar tuduhan yang dibuat oleh pemerintah 
dan pers diluar negeri. Selama ini tuduhan tidak terlalu 
dipandang serius oleh public luas. Namun dengan 
seringnya meledaknya bom,tuduhan pihak asing itu 
benar-benar harus direspons.

Sejak lama Indonesia dianggap sebagai surge 
terorisme. Di Indonesia, misalnya, era kebangsaan seang 
mekar-mekarnya. Undang-undang yang sangat keras 
model ISA(internal security act) di Malaysia ataupun 
Singapura, pasti banyak ditentang oleh kampin hak 
asasi. Akibatnya, aturan kita memang lebih nyaman 
bagi pluralism politik, sekalugus nyaman pula bagi 
kelompok teroris.

Besarnya kepulauan dan wilayah laut Indonesia juga 
enyulitak pengawasan ihak keamana atas penyelundup. 
Kasus pemasokan gula , sembako dan barang illegal 
lainnya melalui aneka pulau sudah sering terdengar. 
Bagaimana jika yang dipasok itu adalah bahan peledak, 
sekaligus pelaria  teroris dari Negara lain?

Karena mendapatkan control yang keras di Singapura 
dam Malaysia jaringan teroris menggunakan Indonesia 
sebagai tempat bersarang. Jika Indonesia hanya menjadi 
tempat singgah dan kosolidasi, itu sudah menjadi 
problem. Apalagi jika Indonesia dijadikan tempat untuk 
membuat peringatan yang berskala regional dan global. 
Yang diincar, misalnya, pmerintah asing. Tapi yan 
diledakan adalah symbol asing yang berada di wilayah 
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Indonesia.

Akibat bom yang meledak, pihak asing itu tidak 
terlalu dirugikan, Indonesia jauh lebih dirugikan. 
Disamping politik menjadi tidak stabil, rasa tidak aman 
dalam negri juga meluas. Investor dan turis menjadi 
takut datang. Banyak juga korban dan property yang 
berasal dari Indonesia sendiri.

Jamaah Islamiyah acapkali disebut sebagai jaringan 
teroris regional yang kini paling kuat. Kita selaku public 
awam tidak tahu secara pasti  kebenaran tuduhan itu. 
Namun dari kasus pengadilan yang ada baik di Filiphina, 
Singapura, Malaysia, dan Indonesia, semakin terlihat 
adanya kesamaan tokoh dan modus operandi. Apalagi 
tertuduh di eberapa Negara tampak saling kenal. 
Jaringan regional menambah bobot gerakan teroris.

Ditambah lagi, jaringan ini secara sengaja ataupun 
tidak telah memainkan symbol agama besar, Islam. 
Nama yang digunakan adalah nama yang sebenarnya 
suci bagi umat Islam , Jamaah Islamiyah. Sebenarnya 
terrorisme itu tidak bersumber dari ajaran resmi agam 
Islam. Semua organisasi Islam besar seperti NU, dan 
Muhamadiyah menetang terorisme. Bahkan organisasi 
yang dikenal sangat keras dengan symbol Islam seperti 
FPI, juga mengecam terorisme.

Namun selepas dari kecaman itu, secara nyata, 
memang symbol agama Islam telah disalahgunakan. 
Symbol itu bahkan membrikan ikatan ideologis yang 
kuat dikalangan jaringan teroris. Lebih dari sekedar 
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pengikat, symbol keagamaan itu agaknya memberikan 
pula makna pembenaran dan kenekatan , termasuk bom 
bunuh diri itu. Semakin sulit terorisme ditekuk karena 
agama besar telah dimanipulasi oleh tokohnya.

***

Setelah bom meledak di hotel Mariot, sudah harus 
dipikirkan langkah preventif. Beberapa langkah 
antisipasi dapat dibuat dengan melihat kecenderungan 
kelompok terorime itu.

Pertama, kelompok teroris cenderung menargetkan 
pusat keramaian, terutama yang punya elemen 
onternasional. Mustahil pihak keamanan seperti polisi 
dapat mengawasi semua tempat keramaian itu di seluruh 
Indonesia. Namun pihak keamanan dapat menerapkan 
standard system keamanan minimal yang harus dimiliki 
oleh setiap kelompok security lokal.

Hotel, mall, restoran besar, gedung pemerintahan, 
kedutaan asing dan tempat hiburan yang banyak 
dihadiri oleh warga asing, diberikan perhatian khusus. 
Tempat itu hanya boleh beroperasi jika ada kelompok 
security swasta yang memenuhi kwalifikasi standar. 
Misalnya, ada tekhnologi dan pengecekan baik bagi 
orang dan mobil yang lalu lalang di tempat itu.

Hotel Marriot sebelum meledak sudah melalui 
pengecekan yang memadai. Mereka yang masuk hotel 
harus melalui pintu khusus dengan detector. Mobil yang 
masuk kerah parker pun sudah di cek. Yang dilupakan, 
jika ada mobil yang masuk kearea lobby , mobil itu b
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Dimasa datang, semua kemungkinan penyusupan 
bom harus dihitung dan dicegah.  Pemerintah bertindak 
hanya sebagai regulator dan inspector saja. Namun 
pemerintah akan ketat dan keras sekali kepada semua 
pihak yang tidak memenuhi system keamanan standar, 
agar tidak bisa disusupi oleh bom. Apa daya ini langkah 
preventif yang paling pasti dan sederhana.

Kedua, diupayakan agar bahan kimia dan segala hal 
untuk membuat bom semakin sulit diperoleh. Penjualan 
bahan kimia secara resmi meti lebih terkontrol. 
Misalnya, mesti ada kriteria siapa yang berhak membeli 
dan seberapa banyak. Ada laporan berkala bagi jual beli 
bahan kimia itu. Bahkan jika pembeli bahan itu dari 
lembaga resmi pemerintahan harus pula ada kontrolnya. 
Korupsi dan pengkhianatan di era kini mudah terjadi.

Yang paling sulit mungkin pengawasan wilayah 
Indonesia dari pemasok illegal. Laporan sementara 
dari Hotel Marriot, ditemukan baterai yang mungkin 
digunakan sebagai bagian bom. Baterai itu tidak dijual-
belikan di Indonesia. Jika laporan itu benar, sekali 
menunjukkan betapa pasokan barang dari luar, baik 
legal ataupun illegal, dapat membuat Indonesia benar-
benar menjadi surge bagi pembuat bom swasta.

Namun justru disini letak persoalannya. Pemasokan 
senjata buat GAM dari luar sudah sering kit dengar 
beritanya. Keahlian penyelundupan gula dari negeri lain 
juga sering tercium. Jika senjata dan gula dapat mudah 
dipasok, tentu peralatan dan bahan bom juga bernasib 
sama. Titik penyelendupan dari berbagai kepulauan 
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mesti mendapat perhatian ekstra.

Ketiga, yang penting untuk direnungkan adalah 
perangkat hukum yang mudah untuk menangkap 
teroris. Malaysia dan Singapura punya ISA (Internal 
Security Act). Indonesia memang sudah punya UU 
terorisme. Menteri Pertahanan Matori mengusulkan 
Indonesia untuk mengadopsi sejenis ISA itu. Dengan 
ISA, minimal kita memiliki perangkat yang lebih efektif 
untuk langkah pencegahan.

Ini tema berikutnya yang penting untuk dijadikan 
debat public. Bagaimanapun ISA itu pisau bermata dua. 
Ia dapat digunakan secara efektif mmenggulung jaringan 
terorisme. Namun ia dapat pula digunakan untuk 
memukul oposisi politik secara tidak fair. Mungkin 
ISA yang dibutuhkan Indonesia kini hanya boleh 
digunakan secara terbatas, khusus untuk isu terorisme. 
Diskusi yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk 
mematangkan rencana ISA itu. **
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Setelah Hambali 
Ditangkap

Ibarat petinju, jaringan terorisme, khususnya di 
Asia Tenggara, sedang terhuyung-huyung diatas 
ring. Ditangkapnya Hambali ibarat upper cut telak 
yang membuat “sang petinju” jaringan terorisme itu 
KO (knock out). Persoalannya, pertarungan belum 
berakhir. Sang petinju dapat terus tersudut dan benar-
benar KO ataupun kalah angka. Namun selalu pula 
terbuka kemungkinan sang petinju kembali recovery 
dan memberikan pukulan telak sekali  atau dua kali lagi 
berupa ledakan bom berskala besar.

Agustus ini, politik Indonesia sangat ramai dengan 
isu terorisme. Aneka peristiwa yang berhubungan 
dengan terorisme datang silih berganti. Ibarat 
pertarungan tinju, pada Agustus ini, terjadi “jual beli” 
pukulan antara Pemerintah Indoensia dengan jaringan 
terorisme.
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Pukulan Hook kiri yang sangat keras dimulai pada 
awal Agustus 2003. Saat itu Hotel Marriot meledak. 
Lebih dari sepuluh korban tewas. Dan ratusan luka-
luka. Berita itu segera mengalami internasionalisasi. 
Disamping ada warga asing yang terbunuh, dipilihnya 
Hotel Marriot sebagai target buka sembarangan. 
Symbol Amerika Serikat dibalik hotel itu membuat 
aksi peledakan itu mempunyai gaung yang sangat luas. 
Sudah lama public internasional percaya, kepentingan 
AS diseluruh dunia menjadi incaran jaringan terorisme.

Ibarat pertarungan tinju, Pemerintah Indonesia 
sedikit terjerembab ke belakang terkena “hook kiri” 
melalui bom di Hotel Marriot itu. Namun pertarungan 
terus berlanjut. Tak lama kemudian, giliran jaringan 
terorisme terkena “jab” yang sangat keras. Pemerintah 
Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada Amrozy. 
Ia menjadi tokoh pertama Bom Bali yang divonis, dan 
yang pertama pula menjadi korban UU Terorisme 
Tahun 2003.

Memang Amrozy tersenyum simpul. Hukuman 
mati ia dengar sambil lalu, seenteng ketika ia ikut 
meledakan bom Bali. Namun jelas, pengadilan bom Bali 
sudah menghancurkan salah satu sindikat terorisme di 
Indonesia. Yang paling penting dari pengadilan bom 
Bali adalah tumbuhnya keyakinan dikalangan publik 
luas. Dengan pengadilan itu, public tahu dan mulai 
yakin memang  ada jaringan terorisme itu, dan sangat 
penting untuk dibongkar.

Juga pada  Agustus ini, pemerintah kembali 
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melancarkan kombinasi “jab” kearah jaringan terorisme. 
Kali ini adalah rencana revisi dan amandemen UU 
terorisme. Walau belum setahun berlaku, UU itu 
dianggap kurang member keleluasaan kepad pemerintah 
untuk mencegah aksi terorisme. Amandemen 
diharapkanlebih memberikan otoritas kepada aparat 
keamanan, terutama dalam laporan intelijen dan 
penangkapan. Terorisme memang diniatkan untuk 
digulung habis-habisan dan secepat-cepatnya.

Ibarat petinju, kembali jaringan terorisme terhuyung-
huyung. Ia beruntung masih bisa bersandar di ring 
tinju sehingga belum jatuh KO. Ditangkapnya Hambali 
menjadi upper cut yang nyaris meng-KO sang petinju. 
Apa langkah selanjutnya yang perlu diambil pemerintah 
agar “pertarungan tinju” ini segera berakhir.

***

Dari empat peristiwa terror pada Agustus ini, ada 
satu isu yang benar-benar perlu dieksplorasi secara 
maksimal oleh pemerintah. Yaitu pematangan rencana 
amandemen UU Terorisme Tahun 2003. Diharapkan 
amandemen itu cepat selesai, tanpa kontroversi yang 
terlalu bertele-tele dimasyarakat. Itu tentu hanya 
mungkin terjadi jika amandemen cukup memperhatikan 
penyimpangan atas prinsip hak asasi, yang memang 
dibolehkan, jika ada alasan rasional yang sangat kuat.

Sedangkan soal Hambali, pemerintah RI tentu tidak 
perlu membuang waktu meminta Hambali diekstradisi 
ke Indonesia. Permintaan itu secara riil politik hampir 
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mustahil wlau Hambali adalah warga Negara RI. Posisi 
Hambali terlalu penting bagi AS. Ia juga dikaitakn pada 
tragedy 11 September yang menyebabkan lebih dari 
tiga ribu penduduk tewas di AS dalam waktu sehari. 
Apalagi, AS merasa aka nada serangan susulan. Hambali 
menjadi tokoh kunci untuk “dikorek-korek”.

Cukuplah bagi Indonesia untuk mempunyai akses 
informasi. Karena sudah ada kesepakatan global 
memerangi terorisme, pemerintah AS tentu tetap 
terbuka untuk akses itu. Jika jaringan terorisme di 
Indonesia terbongkar berdasarkan informasi tambahan 
dari Hambali, tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia 
dan AS sendiri akan merasakan manfaatnya. Tuntutan 
akses informasi ke Hambali dari pemerintah Indonesia 
jauh lebih realistis.

Sedangkan mengenai pengadilan bom Bali, upaya 
hukum tengah memasuki tahap akhir. Hampir bisa 
dipastikan, semua tertuduh akan meminta banding. 
Dengan demikian makin lama lagi kita berurusan 
dengan pengadilan terorisme. Selama pengadilan itu 
berlangsung, mulai dari pengadilan negeri sampai 
kepada kasasi, bahkan grasi, selama itu pula mereka 
menjadi berita. Efek publikasi memang menjadi salah 
satu target dari terorisme.

Sedangkan Bom Hotel Marriot mulai pula memfokus 
kepada para pelaku. Indonesia sudah menunjukkan 
reputasi yang sangat baik daam membongkar pelaku 
bom Bali. Keberhasilan serupa agaknya juga ditunjukkan 
dalam investasi bom di Hotel Mariiot. Bahkan 
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investigasi bom di Hotel Marriot sangat mungkin 
terbuka lebih cepat. Pelaku bom sudah teridentifikasi. 
Kapolri juga melaporkan sudah sepuluh tersangka 
ditangkap kerja selanjutnya yang lebih perlu perhatian 
memang masalah amandemen UU terorisme  tahun 
2003. Kali ini amandemen dan revisi harus dilakukan 
sekomprehensif mungkin. Jangan sampai baru beberapa 
bulan disahkan, UU itu kembali diamandemen, dan 
kembali dimanademen lagi.

Satu argument penting mengapa UU Terorisme 
itu perlu diamandemen adalah isu migrasi terorisme. 
Semakin jelas, jaringan terorisme yang kini beroperasi 
adalah jaringan regional. Hambali adalah warga Negara 
Indonesia, tapi ia ditangkap di Thailand. Ada pula warga 
Indonesia, yang tertangkap di Filipina untuk kasus 
terorisme yang sama. Dr. Ashari adalah warga Negara 
Malaysia, tapi sedang dicari pemerintah Indonesia 
karena diduga ikut dalam bom Bali dan bom Marriott.

Jika jaringan itu bersifat ragional, migrasi teroris 
dari satu Negara ke Negara lain merupakan hal yang 
biasa. Berlaku hukum alam bahwa jaringan itu akan 
memilih tempat yang paling nyaman, yang paling lunak 
terhadap terorisme. Tempat itu, disamping dijadikan 
markas, sangat mungkin pula dijadikan wilayah untuk 
meledakan bom. Toh, misinya, misi internasional, yang 
akan sampai pula secara internasional.

Hukum yang berlaku didunia terorisme regional itu 
sama dengan hukum bisnis glonal. Capital akan pergi 
ke tempat yang tekanan buruhnya paling lunak, dan 
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upahnya semurah mungkin. Jika politik di Negara itu 
stabil, hukum alam yang akan memindahkan Kapital ke 
negeri itu.

Jika hukum di Indonesia jauh lebih lunak soal 
terorisme, dengan sendirinya ini akan menjadi insentif 
bagi teroris untuk migrasi ke Indonesia. Mengapa 
harus susah-susah tinggal di wilayah keras, jika di 
wilayah yang lunak merka bisa mendapatkan perhatian 
internasional dengan “prestasi” bomnya.

Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, 
hukum di Indonesia terhadap terorisme menag lebih 
lunak. Di Singapura dan Malaysia berlaku ISA (Internal 
Security Act). Berdasarkan laporan intelijen belaka, 
pemerintah setempat dapat menagkap teroris. Sang 
teroris itu dapat ditahan sampai 60 hari. Bahkan jika 
perlu, menteri dalam negeri dapat menambah masa 
penahanan.

Sementara di Indonesia, UU terorisme lebih 
mengkomodasi prinsip hak asasi manusia. Penangkapan 
belum boleh dilakukan, misalnya, sebelum ada 
persetujuan dari hakim atau pengadilan. Polisi selaku 
pemeren utama keamanan juga baru disapih dari 
induknya ABRI. Ibarat burung, polisi baru dilepas dari 
sangkar dan kini harus survive dialam luar yang penuh 
badai.

Mustahil bagi Indonesia untuk memfotokopi ISA dari 
Malaysia atau Singapura, Pemerintah Indonesia, bahkan 
Matori Abdul Djalil sendiri memang tidak pula ingin 
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menghidupkan bulat-bulat prinsip ISA. Di Malaysia, 
misalnya, ISA dapat digunakan untuk memkul oposisi 
politik juga tanpa kekerasan yang sebenarnya sah. 

Amandemen UU Terorisme tidak mengadopsi prinsip 
ISA, tapi mungkin akan memudahkan penangkapan, 
demi pencegahan terorisme. Misaknya, bukti awal 
intelijen tidak lagi diverifikasi oleh hakim, namun cukup 
oleh Kapolri saja. Kapolri yang bertanggung jawab jika 
da kasus salah tangkap. Penangkapan dengan metode 
itu hanya boleh digunakan untuk terorisme, tidak 
untuk oposisi politik tanpa kekerasan.

Disamping itu, aparat militer juga lebih 
didayagunakan. Polisi tetap menjadi agen utama 
keamanan. Namun mungkin akan asa korps bersama 
polisi dan militer, khusus untuk menjaga keamanan 
dari serangan teroris. Koordinasi intelijen juga makin 
dikompakkan dibawah satu tangan.

Hambali memang sudah tertangkap. Ibarat petinju, 
jaringan terorisme kini sedang terhuyung-huyung diatas 
ring. Satu pulukan upper cut lagi sudah dapat membuat 
jaringan itu KO. Upper cut itu adalah kapabilitas yang 
agresif dari pihak keamanan, tentu dengan dukungan 
perangkat hukum yang memadai. **
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Membelah Politik Papua

Untuk sementara, konflik di Papua berhenti. Dua 
kelompok yang bertikai sepakat untuk damai dengan 
ritus upacara adat. Deklarasi provinsi baru di Papua 
ditunda. Papua diputuskan berada dalam posisi status 
quo, posisi sebelum deklarasi provinsi baru. Masyarakat 
Papua sudah menyimpan kembali berbagai senjata, 
mulai dari parang sampai anak panah.

Namun pertarungan kebijakan atas Papua terus 
berjalan. Belum ada kesepakatan yang kuat bagaimana 
Papua harus dikelola, baik dikalangan pemerintah 
pusat, DPR ataupun politisi local di Papua sendiri. 
Pertarungan kebijakan atas Papua dinginkan dulu. 
Namun pada waktunya, pertarungan itu bangkit 
kembali, dan mungkin sekali lagi menimbulkan konflik 
horizontal di Papua.
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Kubu pertama menginginkan Papua diberikan 
otonomi khusus, seperti yang diatur dalam UU Otonomi 
Khusus Papua Tahun 2001. Tak hanya memiliki 
kewenangan yang luas, pemerintah daerah Papua juga 
difasilitasi oleh sebuah institusi MRP(Majelis Rakya 
Papua). Institusi ini sejenis MPR ditingkat provinsi 
yang berisi para tokoh dan pemimpin adat. Seandainya 
memang Papua perlu dimekarkan menjadi beberapa 
provinsi, MPR harus membahas dan menyetujuinya 
terlebih dahulu.

Kubu kedua menginginkan papua dibagi menjadi 
tiga provinsi secepatnya. Kebijakan ini sepenuhnya 
setuju dan ingin mengkonkretkan UU No. 45 Tahun 
1999. Wilayah Papua begitu luas. Dari segi teritori, 
Papua sendiri sudah menyita 55% dari seluruh wilayah 
Indonesia. Dari sisi teknis administrative saja, Papua 
yang sangat luas itu memang layak dipecah menjadi 
beberapa provinsi.

Satu provinsi di Papua, apalagi ada otonomi 
khusus, ada institusi MRP justru dianggap dapat 
mengkonsolidasi aspirasi Papua merdeka. Sebaliknya, 
pemecahan Papua menjadi tiga provinsi sejak dini 
justru didapat memecah kekuatan nasionalisme local di 
Papua.

Pertarungan dua kubu ini menjadi rumit memang 
karena persoalan pemekaran provinsi di Papua tidak 
hanya menyangkut masalah teknis administrative 
saja. Pemecahan itu juga bukan sekedar menyangkut 
bagaimana mendistribusikan kekayaan local secara adil 
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diantara tiga provinsi. Yang membuat koflik di Papua 
membesar dan sulit karena adanya “ideology politik” 
dibalik isu pemekaran provinsi di Papua. Sebelum 
dipastika kebijakan Papua menjadi laten.

***

Berbeda dengan provinsi di Indonesia lainnya, Papua 
dan Aceh memang layak mendapatkan perhatian khusus. 
Hanya di dua daerah ini, gerakan separatisme meluas. 
Hanya di dua daerah ini pula lahir gerakan bersenjata, 
yang tidak kungjung ditaklukan sampai sekarang. 

Reformasi di Indonesia memang telah membongkar 
politik sentralisme yang sangat otoriter dan powerfull. 
Sunguhpun banyak melanggar ahak asasi manusia 
dan demokrasi, praktik politik otoriter ini selama ini 
mampu meredam gejolak politik local. Walau terdengar 
ada kerusuhan disana dan disini, dibawah pemerintahan 
otoriter yang tersentralisasi, tidak ada gerakan politik 
local yang memecah NKRI.

Karena reformasi, politik yang tersentralisir itu sudah 
musnah. Namun hasilnya, bukan hanya demokrasi dan 
kebebasan saja. Beralihnya sentralisme politik menjadi 
sistem demokratis dimana kekuasaan menyebar ke 
banyak tangan jelas hal yang positif. Namun bersamaa 
dengan hilangnya politik sentralisme itu, hilang pula 
kontrol pusat yang efektif terhadap daerah. Mengikuti 
gerak reformasi, politik local bergelora. Ditambah 
dengan kekisruhan pelaksanaan otonomi daerah, 
pergolakan daerah semakin menyulitkan pemerintah 
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di pusat.  Berbeda dengan provinsi lain, Papua dan 
Aceh mengembangkan gerakan separtisme secara lebih 
terbuka.

Sebagaimana Aceh, karakter provinsi Papua 
membangkitkan nasionalisme local. Kehendak 
memisahkan diri sangat besar. Setidaknya, aspirasi 
merdeka itu didukung oleh beberapa variable penting.

Pertama, Papua adalah wilayah yang sangat kaya. 
Daerah seperti Freeport dikenal mengandung logam 
emas kelas dunia. Aktivis dan pemimpin setempat 
sangat yakin, dengan modal kekayaan alamnya, 
Papua dapat sejahtera. Jika merdeka dan lepas dari 
Indonesia, mereka yakini pemerintah akan lebih 
cepat menyejahterakan rakyatnya. Tak ada lagi uang 
yang harus disetor ke pusat. Sebagaimana yang lazim 
dipraktikan sebelumnya.

Kedua, pada saat yang sama, Papua juga terdiri dari 
etnis penduduk yang sangat berbeda dengan mayoritas 
penduduk Indonesia. Secara etnisa sangat mudah bagi 
Papua untuk merasa berjarak dengan Indonesia. Jarak 
fisik dan enis itu juga menjadi sumber yang laten untuk 
memisahkan diri. 

Benar bahwa perbedaan etnis tidak dengan 
sendirinya melahirka separtisme. Kulit hitam yang 
minoritas di AS dapat melakukan rekonsiliasi denga 
kulit putihnya dan sama-sama merasa warga AS. Kulit 
putih yang minoritas di Afsel juga dapat menjadi warga 
dengan hak social yang sama dengan mayoritas kulit 
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hitamnya. Kesatuan itu terjadi Karena mereka tinggal 
berbaur, tidak terpencil di masing-masing pulau, dan 
tidak dikecewakan oleh pemerintahan yang didominasi 
ras tertentu. Kasus Papua sedikit berbeda dengan kasus 
AS dan Afsel.

Ketiga, Papua juga tidak tumbuh bersama Indonesia 
sejak awal. Ketika proklamasi dideklarasikan, provinsi 
lain sudah bergabung dengan Indonesia. Bahkan Aceh 
sejak awal sudah menjadi wilayah Indonesia. Pemimpin 
local si Aceh sejak awal ikut mendirikan pemerintahan 
RI. Sering diulang-ulang betapa pemimpin dan 
rakyat Aceh menyumbangkan pesawat udara kepada 
pemerintah pusat untuk segera memerintah.

Berbeda dengan provinsi lain, Papua bergabung 
dengan Indonesia di tahun enam puluhan. Sunguhpun 
Papua dan privinsi lain di Indonesia saat itu sama-sama 
di kuasai oleh kolonial Belanda, namun proses menjadi 
Indonesianya berbeda, dalam waktu yang berbeda 
pula. Ketiadaan pengalaman bersmaa Indonesia sejak 
proklamasi juga menjadi kerikil dalam kebersamaan 
Papua dengan Indonesia dalam sebuah nation yang 
sama.

Keempat,  yang membuat Papua perlu mendapatkan  
perhatian khusus dan laten separatisme adalah 
kemarahan atas kebijakan pemerintahan pusat. Di era 
Orde Baru, tokoh dan penduduk local merasa hanya 
dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Sunguhpun 
Freeport sangat kaya, namun yang menikmati 
hasilnya dianggap hanya penduduk Jawa dan para 
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transmigrannya. Sementara masyarakat Papua jauh 
tertinggal.

Sejak awal sampai sekarang, sentiment kemarahan 
atas pemerintah pusat dan orang Jawa sangat kental. 
Kemarahan dan ketidakpuasan itu adalah bensin 
bagi menyalanya gerakan separatisme. Mudah sekali 
public luas diprovokasi. Dengan sedikit mobilisasi 
dan doktrinasi, sentiment nasionalisme local menyala. 
Mereka membayangkan akan lahir Papua yang sangat 
peduli dengan rakyatnya jika kelak merdeka dari 
Indonesia.

***

Menghadapi potensi laten separtisme di Papua, 
memang pemerintah pusat mesti memberikan perhatian 
ekstra. Papua jangan terlambat ditangani seperti Aceh. 
Untuk kasus Aceh, pemerintah tidak bisa lain, kecuali 
angkat senjata demi menjaga keutuhan NKRI. Jalan 
dialog sudah terlambat dilakukan. GAM sudah terlanjur 
besar, terlanjur memiliki pemimpin yang kharismatik 
di Swedia.

NKRI di Aceh akhirnya ditegakkan melalui peluru. 
Operasi terpadu menjadi tidak terhindari untuk 
kondisi Aceh sekarang. Tapi jika saja Aceh ditangani 
lebih awal, mungkin senjata tidak perlu meletus 
secara massal. Keutuhan NKRI lebih mudah dijaga 
tanpa membangkitkan konflik horizontal itu. Karena 
terlambat, susah bagi pemerintah pusat untuk memecah 
belah kekuatan perlawanan GAM.




